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MOTTO 
 
 
َّ رَكدَقَلَوََّنِمَّمُهَّاَنقَزَرَوَِّرحَبلاَوَّ ِّرَ بلاَّيِفَّمُهاَنلَمَحَوََّمَدآَّيَِنبَّاَنمَّ طلاَّ َكَّكَلَلَّمُهَّاَنل َ َفَوَّ ِاَبِّيِّبٍَّريِّب
َّاليِّب َِ َف َتَّاَنقَلَخَّن مِم 
Artinya; “Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut 
mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan 
kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan 
makhluk yang telah kami ciptakan”. 
 
(Q.S. Al-Isra’ ayat 70) 
 
 
 
 
لاقَّمّلسوَّهيِّبللَّللهاَّكّلصَِّّيِب نلاَّنَلَّ,ُهنَعُهللاَيِّبِضَرََّةَريَرُهَّيِبَأَّنَلََّاَنأٌََّةثََّلَثَّ:لاعتَّللهاَّلقَّ:
َّكَطغَأٌَّلَُجرَّ:ِةَمَّاَيِّبِقلأََّموَيَّمُهُمصَخَََّأفَّا رُحََّعَابٌَّلَُجرَوَّ,َرَدَغَّ ُمثَّيِبََََّّّرَجَّأَتساٌَّلَُجرَوَّ,ُهَنَمَثََّلَك
َُّهَرجَأَِّهِطُعيَّمَلََّوَُّهنِمَّ.كَفَّوَتساَفَّااريِّبِجَأ 
Artinya; “Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi saw. Bersabda: Allah Ta’ala 
berfirman: Ada tiga jenis orang yang Aku merupakan musuh mereka pada hari 
kiamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang 
yang menjual orang merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang 
yang mempekerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya 
namun tidak membayar upahnya. 
 
(H.R. Bukhari : 2109) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf 
latin adalah sebagai berkut:  
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Ṡa Ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa Ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
   
x 
 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Esdan ye 
ص Ṣad Ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض Ḍad Ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط Ṭa Ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ Ẓa Ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …‘… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ...‘… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
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2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
  َ Fathah A A 
  َ Kasrah I I 
  َ  Dammah U U 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
3. بهذي Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
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Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Ḥaula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
ي...أ Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
و...أ Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. لوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
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c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh 
kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu 
terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Rauḍah al-aṭfāl  
2. ةحلط Ṭalḥah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
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huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang 
diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للالجا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت Taꞌkhuzūna 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
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yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسرلاإ دحمم ام و Wa mā Muḥammdun illā rasūl 
 ينلماعلا بر للهدملحا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
  زارلايرخ وله للها نإوينق  Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin 
/ Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
  زيلماو ليكلا اوفوأفنا  Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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OLEH BNP2TKI”.Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang 
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Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
Surakarta, 4 Maret 2020 
 
 
Putri Ayu Nurmalinda 
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ABSTRAK 
 
Putri Ayu Nurmalinda, NIM: 152.111.187,“TINJAUAN UU NO. 39 
TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN 
TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI DAN SADD AŻ-
ŻARI@’AH TERHADAP PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA 
KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI OLEH BNP2TKI”. 
Negara Indonesia adalah negara hukum dimana segala tindak tanduk di 
awasi oleh aturan dan undang-undang serta tujuan akhirnya adalah untuk rakyat, 
Seperti halnya dalam bekerja. Banyak sekali jenis pekerjaan yang dapat dipilih 
oleh masyarakat salah satunya menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Beberapa 
alasan seseorang yang memutuskan untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 
adalah gaji yang lebih besar dan dapat membantu perekonomian keluarga. 
Disamping itu, juga menambah beban Negara karena banyaknya wanita yang 
memilih menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Negara tidak dapat menutup 
mata begitu saja dengan segala jenis permasalahan yang menimpa Tenaga Kerja 
Indonesia (TKI). Hal ini pula yang mendasari penulis membahas mengenai 
penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan tujuan untuk 
memberikan pengetahuaan, wawasan dan pemahaman khususnya bagi para calon 
Tenaga Kerja Indonesia (TKI). 
Peneliti memutuskan menggunakan penelitian dengan metode kualitatif 
litereryakni menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer yaitu Data 
dari BNP2TKI. dengan tujuan untuk mengetahui sistem penempatan dan 
perlindungan saat di luar negeri menurut UU No. 39 tahun 2004 dan pandangan 
saddaz|-z|ari>ꞌahtentang penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).dengan cara 
mengumpulkan data dari BNP2TKI. Teknik pengumpulan data dengan melakukan 
studi dokumen. Data diolah dengan analisis deduktif dan deskriptif dengan cara 
menganalisa kesimpulan—kesimpulan umum lalu menariknya dalam kesimpulan 
yang lebih khusus.  
Menurut data dari BNP2TKI terdapat 39% Tenaga Kerja Indonesia di 
Malaysia masih mengalami masalah selama masa penempatan dan 43% Tenaga 
Kerja Indonesia di Arab Saudi juga masih mengalami berbagai masalah selama 
masa penempatan. Maka dalam saddaz|-z|ari>ꞌahjika ditinjau dari segi akibatnya, 
hukumnya adalah MakruhKarena tidak semua Negara Penempatan tidak dapat 
melindungi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ketika berada di negaranya.Saddaz|-
z|ari>ꞌahsendiri pada dasarnya adalah mencegah pada terjadinya kemudaratan serta 
menolak kerusakan itu didahulukan dari pada menarik kebaikan. 
Kata Kunci: Penempatan dan Perlindungan; TKI; UU No. 39 Tahun 
2004; saddaz|-z|ari>ꞌah 
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ABSTRACT 
Putri Ayu Nurmalinda, NIM: 152.111.187,"REVIEW OF LAW NO. 39 
OF 2004 CONCERNING PLACEMENT AND PROTECTION OF 
INDONESIAN EMPLOYEES BY THE FOREIGN AFFAIRS ANDSADD 
AŻ-ŻARI@’AH ON THEPLACEMENT AND PROTECTION OF 
INDONESIAN EMPLOYES BY THE BNP2TKI". 
The state of Indonesia is a country of law where all actons are monitored 
by rules and laws and the ulimate goal is for the people, as well  as for workk. 
There are so many types of jobs that can be chosen by the community, one of 
them being Indonesia Workes (TKI). Some reasons for someone who decides to 
become an Indonesia Workes (TKI) is a higher salary and can help the family 
economy. In addition, it also adds to the bburden of the State because many 
women choose to become Indonesian Workers (TKI). The state connot just turn a 
blind eyey to all kinds of problemss that afflict Indonesian Workers (TKI). This 
also underlines the author discusses the placement and protection of Indonesia 
Workers (TKI) with the aim to provide knowlledge, insight and understanding, 
espescially for prospective Indonesian Workers (TKI). 
The researcher decides to use research with a  qualitative literary method 
that is using secondary data with primary legal material namely data from 
BNP2TKI. With the aim of knowing  the system of placement and protection 
while abroad according to law no. 39 of 2004 and Sadd Aż-Żari@’Ah’sviews on the 
placemnet of Indonesian Workers (TKI). By collecting data from BNP2TKI. 
Data collecting techniues by studying documents. Data is processed by deductive 
and descriptive analysis by analyzing general conclusions and then pulling them 
into more specific conclusions. 
According to data from BNP2TKI there are 39% of Indonesian Workers 
in Malaysia still experiencing problems during thw placement period and 43% of 
Indonesian Workers in Saudi Aarabia are also still experiencing various problems 
during the placement period. So in Sadd Aż-Żari@’Ah when viewed in terms of 
consequences, the law is Makruhbecause not all Placement Countries connot 
protect Indonesian Workers (TKI) ehile in their country. Sadd Aż-Żari@’Ahitself is 
basically to prevent the occurrence of harm and reect the damage takes 
precedence over attracting the good. 
Keywords: Placement and Protection; TKI; UU no. 39 of 2004; saddaz|-
z|ari>ꞌah. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah  
Negara Indonesia menurut Undang-undang dasar 1945 pasal 1 dan pasal 3, 
merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik dan negara hukum yang 
kedaulatannya berada ditangan rakyat serta pelaksanaan hukumnya 
berdasarkan Undang-undang.
1
 Sebagaimana dikutip dari buku yang ditulis 
oleh Triyanto, Negara Indonesia adalah negara hukum dimana segala tindak 
tanduk di awasi oleh aturan dan Undang-undang serta tujuan akhirnya adalah 
untuk rakyat.
2
 
Menurut F.J. Stahl sebagai negara demokrasi yang bertitik pokok pada 
rakyat ada beberapa unsur yang harus dipenuhi oleh negara diantaranya: 
1. Adanya Jaminan tehadap hak-hak asasi; 
2. Penyelenggara negara berdasarkan trias politika (pemisahan kekuasaan); 
3. Pemerintah didasarkan pada Undang-undang; dan 
4. Adanya peradilan adaministrasi.3 
Dari unsur yang dikemukakan F.J. Stahl, menyatakan bahwa negara 
hukum memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak asasi warga negaranya 
dengan cara memberikan batasan dan pengawasan terhadap gerak langkah dan 
                                                          
 
1
 Pasal 1 dan Pasal 3,Undang-undang Dasar 1945 
 
2
 Triyanto, Negara Hukum dan Ham, (Yogyakarta:Penerbit Ombak ), 2013.,  hlm 23 
 
3
 Ibid. 
2 
 
 
 
kekuasaan negara dengan Undang-undang. Dengan mengedepankan Hukum 
Formal, dapat dijadikan sebagai salah satu pelindung terhadap hak-hak yang 
dimiliki warga negara guna mencapai kemakmuran dan keadilan yang merata 
bagi seluruh warga negaranya.
4
 
Selain negara hukum, Indonesia juga merupakan negara kepulauan. 
Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jendral Pemerintahan umum, 
kementerian dalam Negeri yang dipublish oleh bps.go.id., Indonesia 
merupakan negara kepulauan yang di dalamnya terdapat 17.504 buah pulau.
5
 
yang ditiap-tiap pulau berisi berbagai macam suku budaya berbeda yang 
melahirkan banyak sekali tradisi yang berbeda dan disatukan dengan 
semboyan yang disebut “Bhinneka Tunggal Ika”. Banyaknya pulau, suku, 
bahasa dan budaya ini memepengaruhi juga terhadap bertambahnya jumlah 
penduduk di Negara Indonesia. 
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, jumlah 
penduduk Indonesia pada tahun 2018 berdasarkan sensus penduduk tahun 
2010 (jumlah penduduk Indonesia 2010-2035E) mencapai 265 juta jiwa. 
Dengan perbandingan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 133.17 juta jiwa 
dan jumlah penduduk wanita sebanyak 131,88 juta jiwa.
6
 
                                                          
 
 
4
 Ibid.. hlm. 24 
 
5
 Humas, Badan Pusat Statistik, “Jumlah Pulau di Indonesia Menurut 
Provinsi”,www.bps.go.id, diakses tanggal 23 september 2019 
 
6
 Humas, Badan Pusat Statistik,” Jumlah Penduduk di Indonesia”,www.bps.go.id, diakses 
tanggal 23 september 2019. 
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Sedangkan pada tahun 2019, Jumlah Penduduk Indonesia berdasarkan 
Survei penduduk antar sensus (Supas) tahun 2015 diperkirakan mencapai 
266,91 juta jiwa atau sekitar 267 juta  jiwa. dengan perbandingan jumlah 
penduduk laki-laki sebanyak 134 juta jiwa dan jumlah penduduk perempuan 
sebanyak 132,89 juta jiwa.
7
 
Sedangkan pada tahun 2019, Jumlah Penduduk Indonesia berdasarkan 
Survei penduduk antar sensus (Supas) tahun 2015 diperkirakan mencapai 
266,91 juta jiwa atau sekitar 267 juta  jiwa. dengan perbandingan jumlah 
penduduk laki-laki sebanyak 134 juta jiwa dan jumlah penduduk perempuan 
sebanyak 132,89 juta jiwa.
8
 Menurut data yang di peroleh dari Badan Pusat 
Statistik (BPS) hingga tahun 2018, angka proposi anak dibawah umur 5 tahun 
turun sebanyak 1.33%.
9
 Meski pertambahan jumlah pertumbuhan penduduk 
yang relatif menurun, nyatanya masih belum bisa menghilangkan jumlah 
pengangguran di Indonesia.
10
 
                                                          
 
7
 Humas,Badan Pusat Statistik,”Jumlah Penduduk di Indonesia”,www.bps.go.id, diakses 
tanggal 23 september 2019. 
 
8
 Humas,Badan Pusat Statistik,”Jumlah Peduduk Berdasarkan Data Suspas Tahun 
2015”,www.bps.go.id, diakses tanggal 23 september 2019. 
 
 
9
 Humas,Badan Pusat Statistik,”Jumlah Pulau di Indonesia”, 
https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/06/28/1495/proporsi-anak-umur-di-bawah-5-tahun-
yang-kelahirannya-dicatat-oleh-lembaga-pencatatan-sipil-menurut-jenis-kelamin-2015---
2018.html, diakses tanggal 23 september 2019. 
 
       
10
 Humas,Badan Pusat Statistik,”Jumlah Proposi Anak di bawah 5 Tahun”, 
https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/06/28/1495/proporsi-anak-umur-di-bawah-5-tahun-
yang-kelahirannya-dicatat-oleh-lembaga-pencatatan-sipil-menurut-jenis-kelamin-2015---
2018.html, diakses tanggal 23 september 2019. 
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Meskipun lapangan pekerjaan sudah diperbanyak oleh pemerintah namun 
nyatanya belum cukup efektif untuk mengurangi jumlah pengangguran 
dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan ketidakmampuan 
seseorang untuk bersaing di duina kerja. Kebutuhan ekonomi yang semakin 
besar dan mendesak, menyebabkan banyak orang yang memutuskan untuk 
menjadi Tenaga kerja Indonesia (TKI) dengan anggapan gaji yang lebih besar 
dan dapat membantu perekonomian keluarga. 
Tenaga kerja Indonesia (TKI) sendiri menurut Undang-undang nomor 39 
tahun 2004 pasal 1 ayat (1) adalah setiap warga negara Indonesia yang 
memenuhi syarat untuk bekerja diluar Negeri dalam hubungan kerja dengan 
jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
11
 Tenaga kerja Indonesia (TKI) 
juga harus memenuhi syarat untuk menjadi seorang pekerja seperti batasan 
usia siap kerja. 
Dengan banyaknya minat penduduk yang bekerja sebagai Tenaga kerja 
Indonesia (TKI), membantu negara menjamin tabungan devisa negara dalam 
bentuk valuta asing. Namun juga menambahkan beban negara, karena 
banyaknya wanita yang memilih menjadi Tenaga kerja Indonesia (TKI). 
Permasalahan pengiriman Tenaga kerja Indonesia (TKI), didasarkan pada 
pengiriman yang tidak hanya melalui lembaga resmi yang legal namun juga 
melalui lembaga tidak resmi atau ilegal. 
                                                          
 
11
 Undang-undang  Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar 
Negeri 
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Masyarakat tidak bisa menutup mata begitu saja, terutama para Calon 
Tenaga kerja Indonesia (CTKI) dengan kenyataan yang ada dimana Tenaga 
kerja Indonesia (TKI) terutama yang perempuan sering kali dijadikan objek 
kejahatan, berupa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Seperti pelecehan, 
pencabulan, pemerkosaan, obyek perdagangan manusia, perbudakan dan kerja 
paksa, korban kekerasan ataupun kesewenag-wenangan lainnya. Banyak sekali 
kasus-kasus tentang Tenaga kerja Indonesia (TKI) yang dapat kita lihat 
melalui media masa. 
Seperti yang dialami oleh seorang Tenaga kerja Indonesia (TKI) bernama 
Jumbadi alias Yasip alias Yosip Mohadi (40), yang berasal dari perkampungan 
tengah hutan pinus Dusun Karangasem, Desa Muntuk, Kecamatan Dlingo. 
Jumbadi merupakan seorang Tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di 
Malaysia. Menurut keterangan keluarganya, Jumbadi berangkat tahun 1995 
dan pulang tahun 1997 lalu berangkat lagi. Namun, setelah keberangkatanya 
itu, keluarga Jumbadi tidak mendengar kabarnya lagi dan tiba-tiba pada 
tanggal 6 Mei 2015, pihak keluarga mendapatkan kabar bahwa Jumbadi sudah 
meninggal akibat dibunuh.
12
 
Ada pula berita yang dapat di akses di youtube yang disiarkan pada 
tanggal 13 Febuari 2018 pukul 17.38 WIB kekerasan dan kematian yang 
menimpa Adelina Lisao, perempuan asal Medan yang menjadi seorang 
Tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia yang meninggal karena anemia, 
                                                          
        
       
12
 Sugiyarto, “TKI Jumbadi tewas di Malaysia setelah 18 tahun keluarganya tidak mengetahui 
kabarnya”,www.Tribunnews.com, diakses tanggal 23 september 2019. 
6 
 
 
 
kekurangan hemoglobin, dan malnutrisi akibat pembiaran yang dilakukan 
majikan dalam jangka waktu lama, serta ada bekas luka yang tidak diobati 
yang berakibat menyebabkan infeksi dan terjadi kegagalan fungsi organ 
tubuh.
13
 
Ada pula berita yang dapat di akses di youtube kompas tv yang disiarkan 
pada tanggal 14 November 2018, Siti Romlah seorang TKW asal Desa 
Jatiagung, Gumukmas, Jember Jawa Timur yang bekerja di Malaysia. Siti 
Romlah pulang ke tanah air dengan kondisi tubuh yang memperihatinkan, 
penuh luka, lemas dan kondisi kesehatan yang tidak setabil. Menururt 
keterangannya, Siti Romlah hampir tiap hari menerima pukulan dan perlakuan 
kasar baik menggunakan benda tumpul maupun benda tajam, serta sering kali 
di siram air panas oleh majikannya.
14
 
Dan ada pula berita yang dapat di akses di youtube kompas tv yang 
disiarkan pada tanggal 9 April 2019, Polisi menangkap 8 orang tersangka 
tindak pidana perdagangan manusia jaringan Internasional. Para pelaku 
banyak mengirim WNI yang menjadi korban perdagangan manusia ke 
beberapa negara seperti Arab Saudi, Maroko, Turki hingga Suriah. Jumlah 
korban yang dikirim ke Timur Tengah kurang lebih sudah mencapai 1.500 
orang yang kebanyakan berasal dari Jawa Barat dan NTB.  
                                                          
 
13
 CNN Indonesia, “TKI Tewas Diduga Disiksa Majikan di Malaysia”, 
https://youtu.be/_V53bQo7Xio, diakses tanggal 23 september 2019. 
 
14
 Kompast, “disiksa majikan, TKW pulang dengan kondisi luka”, https://www.youtu.be/i-
sfn4phCYK, diakses tanggal 23 september 2019. 
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Berdasarkan penyidikan awal para pelaku mendatangi korban dan 
menawarkan pekerjaan sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) di luar Negeri. 
Dengan iming-iming gaji sebesar Rp. 7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) 
perbulan, namun pada kenyataannya para korban di jual ke luar Negeri secara 
ilegal dengan gaji yang lebih murah dan tidak jarang mereka mengalami 
penganiayaan dari majikan. Kebanyakan pula para korban ditempatkan ke 
negara-negara konflik seperti Suriah.
15
 
Meskipun pemerintah sudah berupaya melindungi rakyatnya yang berada 
di luar Negeri, seperti yang tercantum dalam tugas pemerintah pada warga 
negaranya yang berada di luar Negeri. Yang dijelaskan pada pasal 5 ayat (1) 
Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan 
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri, Undang-undang menjelaskan 
bahwa pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan dan 
mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar 
Negeri.
16
 Nyatanya belum juga mampu mengatasi permasalahan yang ada. 
Salah satu betuk perlindungan pemerintah pada para  Tenaga Kerja 
Indonesi (TKI)  di luar Negeri, tertuang dalam Undang-undang No. 39 tahun 
2004 pasal 3 ayat (1) dan (2) yang membahas mengenai tujuan adanya 
penempatan dan perlindunganTenaga kerja Indonesia (TKI) di luar Negeri 
yaitu: 
                                                          
 
15
 Kompastv, “Polisi Tangkap Sindikat Perdagangan Manusia, Korbannya Sudah Sekitar 
1.500 Orang”,  https://www.youtu.be/jvuis6jV4v8, diakses tanggal 23 september 2019. 
 
16
 Undang-undang  Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar 
Negeri 
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1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan 
manusiawi; dan 
2. Menjamin dan melindungi calon TKI/TKI sejak didalam Negeri, di 
negara tujuan, sampai kemBali ketempat asal di Indonesia.
17
 
Namun, dengan banyaknya kenyataan pahit yang dialami oleh Tenaga 
kerja Indonesia (TKI), negara sebagai pelindung masyarakat dan penerus 
bangsa harus benar-benar menjalankan fungsi dan tugas negara. Salah satunya 
adalah mengatur dan menjamin kesejahteraan serta keselamatan warga 
negaranya dari segala bentuk kejahatan, pelanggaran atas Hak Asasi Manusia 
(HAM) yang terjadi, penjajahan yang dikarenakan kebodohan dan kemiskinan 
masyarakat. 
Merujuk pada DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) yang 
dibuat pada tahun 1948 di Palais de Chaillot, Paris. yang secara jelas 
menyatakan:  
1. Pada pasal 3, DUHAM menyatakan setiap orang memiliki hak untuk 
hidup, kebebasan dan keselamatan individu.  
2. Pada pasal 4, DUHAM menyatakan tidak seorang pun boleh 
diperbudakan atau diperhambakan; perhambaan dan perdagangan budak 
dalam segala bentuk mesti dilarang. 
                                                          
 
17
 Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar 
Negeri 
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3. Pada pasal 5, DUHAM menyatakan tidak seorang pun boleh disiksa atau 
diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak 
manusiawi atau di hina.
18
 
Hak Asasi Manusia (HAM), sebenarnya mengajarkan akan hak dan 
kesempatan yang sama baik berupa perlindungan, keamanan, kenyamanan, 
kesejahteraan, bahkan kesempatan yang sama dalam berbagai bidang dan 
sektor yang ada. Data yang diperoleh dari Badan Nasional Penempatan dan 
perlindungan Tenaga kerja Indonesia (BNP2TKI), data penempatan dan 
perlindungan Pekerja Migran Indonesia periode bulan Desember 2019 
menyatakan bahwa jumlah pengaduan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan 
negara penempatan terdapat 1.903 jenis pengaduan dengan berbagai macam 
masalah.
19
 
Selain Undang-undang dan Hak Asasi Manusia (HAM), terdapat pula 
dalam Pancasila sila ke-1 “Ketuhanan yang Maha Esa”. Pada dasarnya setiap 
Agama menganjurkan kita untuk saling menghormati Hak Asasi Manusia 
(HAM) setiap  mahkluk hidup. Pada sila ke-1 “Ketuhanan yang Maha Esa”, 
dalam Islam setiap hukum yang Allah SWT turunkan memiliki tugas masing-
masing. Seperti halnya dalam hal ekonomi yang diatur melalui Syariah. 
Perkembangan sekarang terjadi reduksi muatan arti Syariah, para ulama 
memberikan batasan Syariah dalam arti istilah dengan langsung menyebut 
                                                          
 
18
 Komnasham, “Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia”, 
https://www.komnasham.go.id>pdf, diakses tanggal 23 september 2019. 
 
19
 Pusat penelitian, pengembangan dan informasi,”Jumlah Pengaduan PMI Berdasarkan 
Negara Penempatan Tahun 2019“, www.BNP2TKI.go.id, diakses tanggal 23 september 2019. 
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tujuan Syariah secara umum. Menurut Kutbuddin Aibak dalam bukunya yang 
berjudul “Metodologi Pembaharuan Hukum Islam”, Mahmud Syaltut dan 
Sayis menyatakan pada intinya Syariah adalah seperangkat hukum-hukum 
Tuhan yang diberikan kepada umat manusia untuk mendapat kebahagiaan 
hidup baik didunia dan di akhirat. Hukum-hukum itu disyariatkan untuk 
kemaslahatan hamba atau umat manusia.
20
 
Al-Qur’an sebagai dasar hukum utama umat Islam mengandung berbagai 
macam ajaran yang mengatur kehidupan umat Islam itu sendiri. Di kalangan 
para ulama ada yang membagi kandungan ayat dalam Al-Qur’an menjadi tiga 
bagian besar yaitu: aqidah, yang berkaitan dengan dasar-dasar keimanan, 
khuluqiyyah, yang berkaitan dengan etika atau akhlak, dan ‘amaliyah, yang 
berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang timbul dari ungkapan-ungkapan 
(aqwal) dan perbuatan-perbuatan (af’al) manusia.  
Al-Qur’an sebagai sumber ajaran umat Islam tidak mengatur secara 
terperinci tentang ibadah dan mu’amalah. Aspek-aspek hukum terutama dalam 
bidang mu’amalah dikembangkan oleh para ulama. Di antaranya adalah Asy-
Syathibi yang telah mencoba mengembangkan pokok atau prinsip yang 
terdapat dalam dua sumber ajaran Islam (Al-Qur’an dan Al-Hadits), yang 
dikaitkannya dengan Maqashid Syariah. Dengan pendekatan Maqashid 
Syariah ini, kajian yang dilakukan lebih dititik beratkan pada melihat nilai-
                                                          
 
20
 Kutbuddin Aibak, Metodologi Pembaharuan  Hukum  Islam, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar), 
hlm. 53-54 
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nilai yang berupa kemaslahatan manusia dalam setiap Taklif  yang diturunkan 
Alllah SWT.
21
  
Hasil pengembangan pemikiran para ulama dinamakan Ijtihad, yang 
memilki beberapa metode Ijtihad, antara lain Al-Maslahah Al-Mursalah dan 
sadd aż-żari@ah atau saddu aż-żari@ah. sadd aż-żari@ah secara bahasa yaitu Sad 
(Saddu) yang berarti “menyumbat atau menutup” dan aż-żari@ah yang berarti 
sarana yang mengantarkan pada sesuatu. sadd aż-żari@ah artiya menutup sarana. 
Sedangkan secara istilah sadd aż-żari@ah adalah menyumbat semua jalan yang 
menuju kepada kerusakan atau kemaksiatan.
22
 Menurut Imam Al-Qarafi sadd 
aż-żari@ah wajib ditutup sebagaimana halnya ia wajib dibuka. Karena membuka 
dan menutup sadd aż-żari@ah bisa makruh, bisa sunnah dan bisa mubah 
hukumnya.
23
 
Tujuan penetapan hukum menggunakan sadd aż-żari@ah adalah untuk 
memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadinya 
kerusakan, atau terhindarnya diri dari perbuatan maksiat.
24
 Suwarjin dalam 
bukunya yang berjudul Ushul Fiqih, menyatakan sadd aż-żari@ah dalam 
penerapannya bisa menghasilkan hukum Makruh, Sunnah ataupun Mubah.
25
 
                                                          
 
21
 Ibid..  hal 48-49. 
 
22
 Suwarjin, Ushul Fiqih. ( yogyakarta: Teras, 2012)  hlm.169 
 
23
 Ibid. hlm.169-171. 
 
24
 Ahmad Sanusi., dan Sohari., Ushul Fiqih. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015) hlm.90 
 
25
 Suwarjin. Ushul Fiqih…  hlm.171. 
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sehingga sadd aż-żari@ah menurut penulis memiliki hukum pasti seperti 
Undang-undang sehingga bisa mempermudah penulis dalam memecahkan 
kasus dalam skripsi yang dibuat, dengan cara mencari perbandingan antara 
data yang diperoleh dari BNP2TKI dengan Undang-undang No. 39 tahun 2004 
tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar 
negeri dan juga sadd aż-żari@’ah. 
Untuk mengetahui sejauh mana Undang-undang No. 39 tahun 2004 
tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar 
negeri berperan dalam penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 
(TKI) di luar negeri, serta bagimana pandangan Hukum Islam terutama sadd 
aż-żari@’ah mengenai fakta di lapangan yang dapat dilihat dari situs-situs resmi 
Pemerintah, apakah sudah tercapai kesesuaian antara Undang-undang dan 
fakta yang ada, serta bagimana pandangan sadd aż-żari@ah mengenai hasil data 
yang di dapat BNP2TKI. 
Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas maka penulis sangat 
tertarik untuk meyusun skripsi dengan mengangkat topik pembahasan tentang 
“Tinjauan UU No. 39 Tahun 2004  tentang Penempatan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri dan Sadd 
Aż-Żari@’ah terhadap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia (TKI) di Luar Negeri oleh BNP2TKI”. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang di 
bahas adalah: 
1. Bagaimana penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 
di luar negeri menurut UU No. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan 
perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri berdasarkan 
data dari BNP2TKI? 
2. Bagaimana pandangan sadd aż-żari@’ah terhadap penempatan dan 
perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri berdasarkan 
data dari BNP2TKI? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Studi ini memiliki tujuan yang hendak dicapai antara lain: 
1. Memberikan gambaran umum pada masyarakat mengenai penempatan 
dan perlindungan saat di luar Negeri menurut UU No. 39 tahun 2004 
tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di 
luar negeri berdasarkan data dari BNP2TKI. 
2. Megetahui pandangan sadd aż-żari@’ah tentang penempatan dan 
perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri  melalui data 
dari BNP2TKI.  
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D. Manfaat penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian skripsi ini 
antara lain:   
1. Manfaat teoritis: 
Hasil penelitian skirpsi ini diharapkan dapat menambah wawasan, 
pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagimana 
penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar 
negeri; 
2. Manfaaat praktis: 
a. Diharapkan agar masyarakat lebih memahami akan dampak baik postif 
maupun negatif  mengenai penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia (TKI) di luar negeri, 
b. Sebagai sumbangan pemikiran dari penulis untuk menambah 
wawasan/khasanah bidang keilmuan khususnya tentang penempatan 
dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)  di luar negeri yang 
bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi Calon Tenaga kerja Indonesia 
(CTKI) sebelum berangkat. 
 
E. Kerangka Teori 
Tenaga kerja Indonesia (TKI) hingga kini masih menjadi pilihan yang 
banyak diminati warga negara Indonesia. Dengan tujuan untuk memeperoleh 
gaji yang lebih banyak demi mencapai kehidupan yang layak, banyak keluarga 
15 
 
 
 
yang memilih berpisah dengan pasangan atau orang tuanya guna bekerja di 
luar negeri menjadi Tenaga kerja Indonesia (TKI).  
Pemerintah juga telah berupaya melindungi baik tenaga kerja dalam negeri 
maupun Tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri secara maksimal salah 
satunya dengan adanya Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan RI No. 18 
tahun 2018 tentang jaminan sosial Pekerja Migrant Indonesia (PMI), Undang-
undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan juga dengan membuat 
Undang-undang khusus untuk Tenaga kerja Indonesia (TKI) yaitu Undang-
undang No. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga 
Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. 
Hingga kini pemerintah melalui menteri ketenagakerjaan masih terus 
berusaha untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi para Tenaga kerja 
Indonesia (TKI). Salah satunya termaktub dalam Peraturan Kementerian 
Ketenagakerjaan RI No. 18 tahun 2018 tentang jaminan sosial Pekerja Migrant 
Indonesia (PMI), pemerintah memberikan 3 (tiga) program jaminan sosial 
yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan 
Jaminan Hari Tua (JHT).
26
 
Banyak upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah guna melindungi 
warga negaranya yang berada di luar negeri. Seperti pada pasal 27 ayat (1), 
menyatakan bahwa penempatan TKI di luar negeri hanya dapat dilakukan ke 
                                                          
         
       
26
 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 18 tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja 
Migrant, www.migrantcare.net/2019/01/peraturan-Menteri-ketenagakerjaan-ri-no-18-tahun-2018-
tentang-jaminan-sosial-pekerjamigran-Indonesia/ diakses tanggal 27 maret 2018, diakses tanggal 
24 september 2019. 
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negara tujuan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan 
Pemerintah Republik Indonesia atau negara tujuan yang mempunyai peraturan 
perUndang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing.
27
 Serta pada pasal 
27 ayat (2), berdasarkan pertimbangan sebagaimana ayat (1) dan atas 
pertimbangan keamanan pemerintah Indonesia menerapkan negara-negara 
tertentu tertutup bagi penempatan TKI dengan Peraturan Menteri.
28
 
Sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim, masyarakat tidak 
hanya berpatok pada hukum yang ada di negara Indonesia saja. namun, 
masyarakat juga berpatok pada hukum Islam atau hukum yang telah Allah 
SWT tetapkan untuk membantu manusia dalam menjalani kehidupannya. 
Ushul fiqh merupakan salah satu bentuk hukum Islam yang sudah banyak di 
pakai oleh orang muslim di seluruh dunia.  
Ushul fiqh merupakan suatu suatu ilmu yang berisikan tentang kaidah 
yang menjelaskan cara-cara mengistimbathkan hukum dari dalil-dalilnya.
29
 
Hasil pengembangan pemikiran para ulama (istimbath hukum) disebut ijtihad. 
Para ulama memiliki beberapa metode ijtihad, antara lain Al-Maslahah Al-
Mursalah dan sadd aż-żari@’ah.30 
                                                          
        
27
 Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar 
Negeri 
 
       
28
 Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar 
Negeri 
 
       
29
 Firdaus. , Ushul Fiqh (metode mengkaji dan memahami hukum islam secra komprehensip). 
Ciputat. 2004.  hlm 98 
 
       
30
 Totok Jumantoro ., dan Samsul Munir amin., Kamus Ilmu Ushul Fikih,  (Jakarta:Amzah, 
2005)  hlm. 292 
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sadd aż-żari@’ah secara bahasa terdiri dari dua kata yaitu sad (saddu) yang 
berarti menyumbat atau menutup dan aż-żari@’ah yang berarti sarana yang 
mengantarkan pada sesuatu. sadd aż-żari@’ah artiya menutup sarana. Sedangkan 
secara istilah sadd aż-żari@’ah adalah menyumbat semua jalan yang menuju 
kepada kerusakan atau kemaksiatan.
31
 Menurut Imam Al-Qarafi sadd aż-
żari@’ah wajib di tutup sebagaimana halnya ia wajib dibuka. Karenya membuka 
dan menutup sadd aż-żari@’ah bisa makruh, bisa sunnah dan bisa mubah 
hukumnya.
32
 
 
F. Tinjauan Pustaka 
Kajian pustaka pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran 
hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang sudah pernah 
di lakukan pada penelitian sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan. 
Untuk mendukung penelaahan yang lebih komperehensif, seperti yang telah 
dikemukakan dalam latar belakang masalah, penulis berusaha untuk 
melakukan kajian terhadap pustaka atau kaya-karya yang mempunyai 
relevansi topik yang ingin di teliti. 
Sejauh penelusuran penulis belum menemukan skripsi yang membahas 
tentang Tinjauan UU No. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan 
perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dan sadd aż-żari@’ah 
                                                          
     
       
31
 Suwarjin, Ushul Fiqih. ( yogyakarta: Teras, 2012)  hlm.169 
 
       
32
 Ibid. 
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terhadap penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar 
negeri oleh BNP2TKI. Akan tetapi studi yang berbeda dengan objek yang 
sama yaitu Tenaga kerja Indonesia (TKI) dalam penempatan dan perlindungan 
di luar Negeri. Beberapa karya tulis yang penulis rasa berkaitan dengan skripsi 
yang ditulisannya diantaranya sebagai berikut: 
Jurnal dari Fatkhul Muin yang membahas tetang “Hak Tenaga Kerja 
Indonesia (TKI) dalam Penempatan dan Perlindungan di Luar Negeri 
(Tinjauan Terhadap UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia )“ yang ditulis tahun 2015 menyatakan: 
Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-
undang dasar 1945. Undang-undang dasar 1945 terutama alenia ke IV 
menyatakan secara tersurat bahwa tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah 
untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dengan konsep hubungan menganut 
sistem asas pacta saunt servada atau kepastian hukum dalam perjanjian dan 
juga mencontoh sistem perjanjain yang dibuat nabi muhammad SAW dengan 
penduduk Madinah yang tertulis dalam Piagam Madinah.   
Salah satu contoh penerapannya adalah dibuatnya asuransi Tenaga kerja 
Indonesia (TKI) sebagai jaminan sosial terhadap Tenaga kerja Indonesia (TKI) 
oleh pemerintah Indonesia. Menurut Jhon H Magee dalam bukunya “general 
insurance” yang dikutip oleh Abbas Salim menyatakan bahwa asuransi dibagi 
menjadi 2 (dua) yaitu jaminan sosial atau asuransi wajib dan asuransi sukarela/ 
voluntary insurance atau asuransi komersial atau asuransi pemerintah.  
19 
 
 
 
Contoh dari asuransi tersebuat terjadi pada tahun 2006, di Bali. Pemerintah 
Indonesia menyepakati MoU (memorandum of understanding) dengan 
pemerintah Malaysia terkait perlindungan pekerja rumah tangga  dimana 
menurut data migrant care sebanyak 39% tenaga kerja Indonesia di Malaysia 
mengalami kekekrasan. Perjanjian ini berlaku pada tahun 2006 sampai dengan 
13 Mei 2011 dan diperpanjang selama 1 (satu) bulan. MoU (memorandum of 
understanding)  yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah 
Malaysia merupakan salah satu bentuk ketegasan dari pemerintah Indonesia 
untuk melindungi hak konstitusional warga negara Indonesia.
33
 
Dalam jurnal yang ditulis oleh Fatkhul Muin ini lebih terfokus pada  
asuransi TKI dan MoU (memorandum of understanding)  antara Indonesia dan 
Malaysia mengenai perlindungan pekerja rumah tangga Indonesia yang 
bekerja di Malaysia. Sedangkan pada skripsi yang akan saya tulis ini 
membahas tentang Tinjauan UU No. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan 
perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dan sadd aż-żari@’ah 
terhadap penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar 
negeri oleh BNP2TKI. 
Jurnal dari Satryo Pringgo Sejati tentang “Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia di Luar Negeri” yang ditulis tahun 2015 menyatakan: faktor-faktor 
yang menyebabkan lembaga Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar 
Negeri diantaranya adalah lemahnya Undang-undang, penempatan tenaga 
                                                          
        
       
33
Fatkhul Muin, Hak Tenaga kerja Indonesia dalam Penempatan dan perlindungan diluar 
Negeri (Tinjauan Terhadap UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan perlindungan 
Tenaga kerja Indonesia), “Jurnal Citra Hukum”. 2015 
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kerja Indonesia, dan kebijakan-kebijakan yang menyangkut stakeholder lain 
dalam hal pengimplementasian Undang-undang.  
Dalam jurnalnya, Satryo Pringgo Sejati menyatakan bahwa beberapa 
faktor yang berpengaruh besar diantaranya adalah infrasuktur Perlindungan 
Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang belum berjalan dengan baik. 
Dibuktikan dengan KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) yang belum 
berfungsi di luar Negeri dikarenakan tenaga kerja Indonesia yang terkadang 
malas mengurusnya karena proses yang menyulitkan tenaga kerja Indonesia 
serta biaya yang dibutuhkan tidak sedikit, Peran PPTKIS (Pelaksana 
Penempatan Tenaga kerja Indonesia Swasta) gagal dalam perlindungan tenaga 
kerja Indonesia  di luar Negeri, serta peran pemerintah yang terbatas dengan 
adanya ketentuan yang tercantum dalam pasal 5.  
Selanjutnya, terjadinya tumpang tindih kebijakan yang pada awalnya 
dikelola oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi besama-sama 
dengan Kementerian Luar Negeri yang selanjutnya melalui kebijakan Undang-
undang di bentuklah BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindunga 
Tenaga kerja Indonesia) yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik 
Indonesia No.81 tahun 2006, dan perlindungan hukum yang bersifat reactive 
dikarenakan perlindungan tenaga kerja Indonesia  bergantung pada laporan 
kasus, dominasi produk kebijakan administratif, ICRMW (Un Convention on 
the Protection of the Right of All Mighrant Workers and member of their 
21 
 
 
 
Families) belum mampu melindungi hak tenaga kerja Indonesia terutama hak 
Informasi.
34
 
Dalam jurnal yang ditulis oleh Satryo Pringgo Sejati lebih terfokus pada 
faktor-fator yang menyebabkan timbulnya masalah-masalah yang di alami 
TKI, Sedangkan pada skripsi yang akan saya tulis membahas tentang Tinjauan 
UU No. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia (TKI) di luar negeri dan sadd aż-żari@’ah terhadap penempatan dan 
perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri oleh BNP2TKI. 
Skripsi dari Widyatmoko tentang “Perlindungan Hukum Terhadap 
Buruh/Tenaga Kerja Indonesia yang Bekerja di Luar Negeri (Suatu Tinjauan 
dari Hukum Perdata)” yang ditulis tahun 2015 menyatakan: tentang proses 
perjanjian antara TKI dengan PJTKI yang terdapat pula beberapa proses 
perjanjian yang tidak tercantum dalam kontrak perjanjian diantaranya 
pendidikan dan pelatihan kerja, Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP), 
serta perpanjangan perjanjian penempatan. Terdapat pula perbedaan hak dan 
kewajiban berdasarkan peraturan perUndang-undangan dengan perjanjian 
kerja seperti tidak adanya kejelasan apakah TKI akan diberikan kontrak 
perjanjian yang asli atau tidak, pemberitahuan dan pelaporan kedatangan serta 
kepulangan yang seharusnya dilakukan oleh TKI pada kenyataanya hanya di 
wakilkan oleh perwakilan PJTKI yang berada di negara tujuan.  
Dalam hal ini, hak yang ada dalam perjanjian telah sesuai dengan 
peraturan yang ada diUndang-undang. Namun, mengenai kewajiban terdapat 
                                                          
        
       
34Satryo Pringgo Sejati, “Perlindungan Tenaga kerja Indonesia diluar Negeri,”Jurnal”, 2015 
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beberapa perbedaan seperti PJTKI tidak menjelaskan secara rinci nama dan 
alamat perusahaan dalam perjanjian penempatan seperti dalam pasal 52 UU 
No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri, 
juga tak ada kejelasan mengenai proses penyelesaian sengkenta apabila terjadi 
sengketa dan pelaksanaan tanggung jawab terhadap wanprestasi hanya berasal 
dari perjanjian saja, serta kurang memperhatikan aspek lain seperti Undang-
undang yang berlaku.
35
 
Dalam skripsi yang ditulis oleh Widyatmoko membahas tentang proses 
pembuatan kontrak/perjanjian antara TKI dan PJTKI yang tidak sesuai dengan 
peraturan Undang-undang, sedangkan pada skripsi yang akan saya tulis 
membahas tentang Tinjauan UU No. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan 
perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dan sadd aż-żari@’ah 
terhadap penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar 
negeri oleh BNP2TKI. 
Skripsi dari Anitya Nur Indah Permatasari tentang “Perlindungan Hukum 
Tenaga Kerja Indonesia pada Masa Pra Penempatan (Tinjauan Yudisium 
Undang-undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan 
Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri)” yang ditulis tahun 2016 
menyatakan: ketenagakerjaan adalah sistem gotong royong yang sudah 
terbentuk sejak dahulu. Di era moderen ini, tenaga kerja berdasarkan 
pendudukannya dibagi menjadi 2 (dua ) yaitu tenaga kerja yang berusia antara 
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 Widyatmoko, “Perlindunga Hukum terhadap Buruh/Tenaga kerja Indonesia yang bekerja 
diluar Negeri (suatu tinjauan dari Hukum Perdata)”, Skripsi Tidak diterbitkan, fakultas hukum 
Universitas Muhamadiyah Surakarta. Surakarta. 2016. 
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15 tahun sampai dengan 64 tahun berdasarkan Undang-undang No. 13 tahun 
2003 dan Bukan tenaga kerja yang berusia dibawah 15 tahun dan diatas 64 
tahun berdasarkan Undang-undang No. 13 tahun 2003. BNP2TKI  sebagai 
lembaga resmi pemerintah yang bertugas mengurus segala hal yang berkaitan 
dengan  Tenaga kerja Indonesia (TKI) baik itu sebelum berangkat, selama 
ditempat, sewaktu pulang dan menjadi purna Tenaga kerja Indonesia (TKI). 
BNP2TKI mempunyai 2 (dua) tugas pokok yaitu melakukan penempatan 
atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah 
negara pengguna tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau pengguna berbadan 
hukum di negara tujuan penempatan dan memberikan pelayanan, 
mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai: dokumen, 
pembekalan akhir pemberangkatan (PAP), penyelesaian masalah, sumber-
sumber pembiayaan, pemberangkatan sampai pemulangan, peningkatan 
kualitas Calon Tenaga kerja Indonesia (CTKI), informasi, kualitas pelaksana 
penempatan Tenaga kerja Indonesia (TKI) dan peningkatan kesejahteraan 
Tenaga kerja Indonesia (TKI)  dan keluarganya.
36
 
Dalam skripsi yang ditulis oleh Anitya Nur Indah Permatasari lebih 
terfokus pada tugas, wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki BNP2TKI 
pada TKI maupun calon TKI, Sedangkan pada skripsi yang akan saya tulis 
membahas tentang Tinjauan UU No. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan 
perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dan sadd aż-żari@’ah 
                                                          
        
       
36Anitya Nur Indah Permatasari, “Perlindungan Hukum Tenaga kerja Indonesia pada Masa Pra 
Penempatan (Tinjauan Yudisium Undang-undangNo. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan 
perlindungan Tenaga kerja Indonesia diluar Negeri)”, Skripsi tidak diterbitkan, fakultas Syariah 
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. Surakarta. 2016. 
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terhadap penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar 
negeri oleh BNP2TKI. 
Skripsi dari Joko Raharjo tentang “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum 
Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dilakukan oleh Pelaksana 
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (PPTKIS) (Studi Kasus Di PPTKIS PT. 
CITRA ABADI NUSA Malang-Jawa Timur)” yang ditulis tahun 2012 
menyatakan perlindungan hukum bagi calon Tenaga kerja Indonesia (TKI) ada 
dua yaitu prosedur penempatan yang telah di lakukan oleh PT. Citra abadi 
nusa sudah sesuai dengan aturan yang di tetapkan oleh pemerintah. Dalam 
prosedur penempatan ada perjanjian penempatan dan perjanjian kerja. 
perjanjian penempatan dan perjanjian kerja yang telah di tanda tangani 
CTKI/TKI belum dipahami oleh TKI meski isinya sudah sesuai dengan aturan 
pemerintah karena CTKI/TKI tidak di bacakan secra jelas. Hak dan kewajiban 
TKI pada dasarnya telah dicantumkan dalam perjanjian penempatan dan 
perjanjian kerja yang telah di sepakati oleh pihak TKI dan pihak PT. Citra 
abadi nusa.  
Sifat perjanjian kerja adalah timbal Balik yaitu kewajiban pihak satu 
menjadi hak pihak lainnya begitu sebaliknya. Kewajiban dari pihak TKI 
menjadi hak dari PT. Citra abadi nusa. Karena isinya belum  di pahami TKI, 
maka perjanjian ini sering di langgar oleh pihak TKI. Perlindungan hukum 
ditinjau dari aspek setelah berada ditempat kerja dalam menghadapi tugasnya 
sering kali TKI mengalami masalah oleh karenanya di butuhkan instrumen 
yang merupakan bentuk perlindungan yang di berikan oleh PT. Citra abadi 
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nusa dengan cara di ikutkan dalam program Asuransi TKI pra penempatan, 
masa penempatan dan purna penempatan.  
Selain itu PT. Citra abadi nusa juga melindungi dengan cara memantau 
dan memonitor keberadaan TKI di negara penempatan melalui agensi/mitra 
kerja. Bila TKI mengalami masalah di negara penempatan maka TKI dapat 
meminta bantuan pada agensi yang menjadi mitra dari PT. Citra abadi nusa. 
Perlindungan hukum yang di berikan oleh PT. Citra abadi nusa pada TKI pra 
penempatan sampai purna penempatan yaitu: 
1. TKI di ikutkan dalam program asuransi 
a) Pra penempatan : jangka waktu program asuransi 6 bulan 
b) Masa penempatan : jangka waktu program asuransi 2 tahun 
c) Purna penempatan : jangka waktu program asuransi 6 bulan 
2. Apabila TKI sakit pada saat ada di penampungan, PT. Citra abadi nusa 
menyediakan dokter yang siaga 24 jam 
3. Setelah TKI bekerja di negara tujuan, selain di ikutkan dalam asuransi 
TKI, majikan juga berhak di ikutkan dalam program asuransi 
4. Saat TKI mengalami masalah hukum di negara penempatan, karena 
kelalaian dalam bekerja sehingga mengakibatkan TKI harus  beurusan 
hukum, PT. Citra abadi nusa akan membantu dan mendampingi TKI 
untuk menyelesaikan masalah yang sedang di hadapi. PT. Citra abadi 
nusa yang di wakili oleh mitra kerja/agen yang berada di negara 
penempatan dan berkoordinasi dengan KBRI untuk membantu 
menyelesaikan masalah TKI. TKI yang sudah selesai kontrak kerjanya, 
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PT. Citra abadi nusa siap untuk menjemput di bandara kepulangan TKI 
dan di serahkan ke keluarhanya.
37
 
Dalam skripsi yang ditulis oleh Joko Raharjo berfokus pada tanggung 
jawab dari PT. Citra abadi nusa bila terjadi masalah paada TKI, sedangkan 
pada skripsi yang akan saya tulis membahas tentang Tinjauan UU No. 39 
tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 
(TKI) di luar negeri dan sadd aż-żari@’ah terhadap penempatan dan 
perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri oleh BNP2TKI. 
Skripsi dari Ahmad Khudzaivi tentang “Hak Tenaga Kerja dalam Proses 
Kepailitan Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Undang-undang nomor 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan” yang ditulis tahun 2014 menyatakan 
bahwa Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah 
memberikan perlindungan hak-hak tenaga kerja apabila terjadi kepailitan dari 
pihak majikan/debitur. Bentuk perlindungannya berupa upah pokok dan 
pesangon seperti yang diatur dalam pasal 165 ayat (2) dan (3), untuk 
didahulukan karena pekerja memiliki hak privilege  yang termuat dalam pasal 
95 ayat (4).  
Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan juga telah 
sesuai dngan hukum Islam karena telah mengisitmewakan hak-hak tenaga 
kerja diatas majikan/debitur dan mengedepankan asas-asas keadilan dan 
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(TKI) yang dilakukan oleh Pelaksana Penempatan Tenaga kerja Indonesia (PPTKIS) ; Studi kasus 
di PPTKIS PT. CITRA ABADI NUSA Malang-Jawatimur).” Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan 
Ilmu Hukum Universitas Negeri Surakarta. Surakarta. 2012. 
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kepentingan umum sehingga tercapainya lima hak dasar (aldaruriyyat al-
khams) para pekerja.
38
 
Dalam skripsi yang ditulis oleh Ahmad Khudzaivi membahas tentang 
perlindungan hak-hak tenaga kerja apabila terjadi kepailitan dari pihak 
majikan/debitur kepada pihak kreditur, sedangkan pada skripsi yang akan 
saya tulis membahas tentang Tinjauan UU No. 39 tahun 2004 tentang 
penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri 
dan sadd aż-żari@’ah terhadap penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia (TKI) di luar negeri oleh BNP2TKI. 
Berdasarkan hasil yang diperoleh penulis dapat di simpulkan bahwa 
skripsi yang akan penulis kerjakan merupakan tulisan atau karya baru yang 
memeiliki beberapa perbedaan dari karya-karya yang sudah ada. Perbedaan 
yang paling menonjol terketak pada pokok pembahasan, dimana titik pokok 
permasalahan yang dibahas antara lain: tinjauan pada UU No. 39 tahun 2004  
tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar 
Negeri, Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri, tinjauan 
yudisium perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia di luar Negeri 
(studi kasus di PPTKIS PT. Citra Abadi Nusantara Malang-Jawatimur), 
perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia di luar Negeri tinjauan 
hukum perdata, perlindungan tenaga kerja Indonesia pra penempatan tinjauan 
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yudisium UU No. 39 tahun 2004  tentang penempatan dan 
perlindungantenaga kerja Indonesia di luar Negeri. 
Tulisan yang akan penulis buat lebih mengarah pada data yang diperoleh 
dari BNP2TKI lalu dikaji menggunakan Undang-undang tentang Penempatan 
dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri dan 
presperktif sadd aż-żari@’ah. Oleh karena itu penulis meutuskan membuat 
tulisan dengan judul Tinjauan UU No. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan 
perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dan sadd aż-żari@’ah 
terhadap penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar 
negeri oleh BNP2TKI. 
 
G. Metode Penelitian 
Dalam pembahasan skripsi ini menggunakan metode-metode yang sesuai 
dengan sifat dan jenis pembahasan juga obyek penelitian, yang selengkapnya 
diuraikan sebagai berikut: 
1. Jenis penelitian 
Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian Kualitatif Literer 
yakni menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer yaitu Data 
dari BNP2TKI. 
2. Sumber data sekunder 
a. Bahan Hukum Primer 
Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Data dari 
BNP2TKI. 
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b. Bahan Hukum Sekunder 
Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah adalah UU No. 
39 tahun 2004 tentang penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia di Luar Negeri, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Al-
Qur’an dan Hadits, skirpsi, jurnal dan buku-buku atau tulisan yang 
mendukung sumber primer. 
c. Bahan Hukum Tersier 
Sumber data tersier dalam penelitian ini adalah kamus, youtube 
dan sumber data pendukung lainnya. 
3. Teknik pengumpulan data 
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif, yaitu 
studi dokumen yang memberikan gambaran mengenai penempatan dan 
perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri oleh BNP2TKI 
kemudian dikaji dengan Undang-undang No. 39 tahun 2004 dan sadd aż-
żari@’ah dengan memeberikan penelitian yang obyektif. teknik yang 
dilakukan untuk mengumpulkan data yang diperlukan adalah dengan cara 
mengkaji, menganalisis serta menelaah data yang di peroleh dari 
BNP2TKI, buku-buku, Undang-undang, kitab, jurnal maupun tulisan. 
4. Teknik analisis data 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif: 
a. deduktif. Yaitu cara analisis dari kesimpulan-kesimpulan umum atau 
generalisasi yang di uraikan menjadi contoh-contoh konkrit atau fakta-
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fakta untuk menjelaskan dalam bentuk kesimpulan yang lebih 
khusus.
39
 
b. Deskriptif, yaitu gambaran yang di dapat dari data-data BNP2TKI akan 
di analisis menggunakan Undang-undang No. 39 tahun 2004 dan sadd 
aż-żari@’ah, dimana pada akhir penelitian nanti penulis menggunakan 
logika untuk menarik satu kesimpulan atau lebih yang didapat dari 
peneitiannya. 
 
H. Sistematika penelitian 
Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan maka penulis penelitian ini 
memebuat sistematika pembahasan yang terdiri dari bab-bab yang saling 
berhubungan, maka penulis membagi sistematika penulisan sebagai berikut: 
Bab I, dalam bab pendahuluan ini menguraikan tentang latar belakang 
masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka 
teori, tinjauan pustaka (penelitian relevan), metode penelitian dan sistematika 
penulisan skripsi. Isi dari bab I pendahuluan ini merupakan pengembangan 
yang dikemukakan dalam proposal skripsi. 
Bab II, dalam bab landasan teori ini membahas mengenai tinjauan umum 
tentang TKI, BNP2TKI, penempatan, perlindungan dan sadd aż-żari @’ah. 
Bab III, dalam bab ini membahas tentang data-data yang diperoleh dari 
BNP2TKI dan data pendukung lainnya mengenai Tenaga kerja Indonesia 
(TKI). 
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 KBBI, “KBBI Daring”, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/deduksi, diakses tanggal 23 
september 2019 
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Bab IV, dalam bab ini membahas mengenai analisis yang dilakukan 
peneliti yang berisi uraian tentang tinjauan penempatan dan perlindungan 
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri menurut UU No. 39 tahun 2004 
tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri 
dan sadd aż-żari@’ah berdasarkan data yang diperoleh dari BNP2TKI. 
Bab V, dalam bab ini membahas mengenai kesimpulan yang diperoleh 
dari analisis yang telah di lakuakan dan saran-saran yang penulis sampaikan. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TENTANG TKI, BNP2TKI, PENEMPATAN, 
PERLINDUNGAN DAN SADD AŻ-ŻARI@’AH 
 
A. Tenaga Kerja Indonesia 
1. Pengertian TKI 
Pengertian Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau yang lebih di kenal 
dengan nama Tenaga Kerja Indonesia atau yang selanjutnya disebut 
dengan TKI yang termakub dalam Undang-undang nomor 39 tahun 2004 
tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri 
pasal 1 ayat (1) adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi 
syarat untuk bekerja di luar negri dalam hubungan kerja untuk jangka 
waktu tertentu dengan menerima upah.
1
 
Sedangkan menurut Undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang 
Pekerja Migran Indonesia (PMI) pasal 1 ayat (2), Pekerja Migran 
Indonesia (PMI) adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, 
atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah 
Republik Indonesia.
2
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 Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri 
 
       
2
 Undang-undang No. 18 tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia 
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2. Syarat Menjadi TKI 
     Persyaratan umum dalam Undang-undang nomor 39 tahun 2004 
tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri 
pasal 35 menyatakan perekrutan calon TKI oleh pelaksana penempatan 
TKI swasta wajib dilakukan terhadap calon TKI yang terlah memenuhi 
persyaratan: 
a. Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi 
calon TKI yang akan di pekerjakan pada pengguna perseorangan 
sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun; 
b. Sehat jasmani dan rohani; 
c. Tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan; dan 
d. Berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjut Tingkat 
Pertaama (SLTP) atau yang sederajat.
3
 
 
3. Hak Dan Kewajiban TKI 
a. Hak TKI dalam pasal 8 Undang-undang no. 39 tahun 2004 adalah: 
1) Bekerja di luar negeri; 
2) Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar 
negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri; 
3) Memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam 
penempatan di luar negeri; 
4) Memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta 
kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan 
keyakinan yang dianutnya; 
5) Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di 
negara tujuan; 
6) Memperoleh hak, kesempatan dan perlakuan yang sama yang 
diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan di negara tujuan; 
7) Memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat 
merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-
hak yang di tetapkan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan selama penempatan di luar negeri; 
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 Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri 
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8) Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan 
kepulangan TKI ke tempat asal; 
9) Memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.4 
 
b. Kewajiban TKI dalam pasal 9 Undang-undang no. 39 tahun 2004 
adalah: 
1) Menaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri 
maupun di negara tujuan; 
2) Menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian 
kerja; 
3) Membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan; dan 
4) Memberitahukan atau melaporkan kedatangan, keberadaan dan 
kepulangan TKI kepada perwakilan republik Indonesia di negara 
tujuan.
5
 
 
c. Hak TKI dalam konvernsi PBB 1990 tentang perlindungan hak 
seluruh pekerja  migran dan  anggotanya: 
1) Bebas meninggalkan negara manapun termasuk negara asal dan 
berhak kembali ke negara asalnya (pasal 8); 
2) Hak hidup di lindungi hukum (pasal 9); 
3) Tidak menjadi sasaran penyiksaan dan perlakuan hukum yang 
kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martaabat (pasal 10); 
4) Tidak boleh di perbudak/di perhamba atau melakukan kerja paksa 
(pasal 11); 
5) Berhak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama 
(pasal 12); 
6) Berhak atas kebebasan berekspresi baik secara lisan maupun 
tulisan (pasal 13); 
7) Berhak bebas berkomunikasi dengan keluarga dan urusan 
pribadinya (pasal 14); 
8) Berhak atas harta bendanya (pasal 15); 
9) Bebas atas kebebasan dan keamanan pribadi (pasal 16); 
10) Berhak atas perlakuan manusiawi apabila kebebasannya di 
rampas (pasal 17); 
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Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri 
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 Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri 
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11) Memiliki hak yang setara dengan warga negara dari negara tujuan 
di hadapan pengadilan dan tribunal (pasal 18); 
12) Tidak boleh di jatuhi hukuman yang lebih berat dari pada 
hukuman yang berlaku atas suatu tindakan pidana karen tindakan 
atau kelalaian yang bukan merupakan tindak pidana berdasarkan 
hukum nasional dan Internasional pada saat dilakukan tindakan 
tersebut (pasal 19); 
13) Tidak di penjara atas dasar kegagalan memenuhi sesuatu 
kewajiban perjanjian (pasal 20); 
14) Mendapat perlindungan atas dokumen yang dibawanya, untuk 
tidak disita dan dihancurkan kecuali oleh aparat pemerintah yang 
berwenang (pasal 21); 
15) Tidak menjadi sasaran pengusiran massal (pasal 22); 
16) Memperoleh pilihan meminta perlindungan dan bantuan pejabat 
konsuler atau diplomatik dari negara asalnya atau negara yang 
mewakili kepentingan negara asalnya (pasal 23); 
17) Diakui dihadapan hukum (pasal 24); 
18) Mendapatkan hak yang sama dengan warga negara-negara tujuan 
dalam hal penggajian (pasal 25); 
19) Mendapat hak-hak dan syarat kerja yang layak, meliputi jam kerja 
layak, uang lembur, istirahat mingguan, liburan dengan dibayar, 
keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan saat phk, usia 
minimum dan syarat kerja lain sesuai praktik hukum nasional 
(pasal 25); 
20) Menikmati perlakuan yang sama dengan warga negara di negara 
tujuan kerja dalam hal jaminan sosial (pasal 27); 
21) Hak atas perawatan kesehatan yang mendesak untuk 
kelangsungan hidup (pasal 28); 
22) Anak pekerja migran berhak atas nama, pendaftaran kelahiran dan 
kewarganegaraan (pasal 29); 
23) Anak pekerja migran berhak atas akses pada pendidikan dasar 
(pasal 30); 
24) Memindahkan pendapatan, barang-barang pribadi mereka sesuai 
ketentuan hukum yang berlaku di negara-negara yang 
bersangkutan (pasal 32); 
25) Informasi atas hak dan kewajiban pekerja  migran dan anggota 
keluarganya (pasal 33).
6
 
 
 
 
 
                                                          
 
       
6
 konvernsi PBB 1990, perlindungan hak seluruh pekerja  Migran dan anggotanya, 
“https://buruhmigran.or.id/hak-dan-kewajiban-tki”, diakses tanggal 25 september 2019. 
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d. Kewajiban TKI 
Pasal 71  ayat (1) dan (2) menyatakan: 
1) setiap TKI wajib melaporkan kedatangannya kepada perwakilan 
Republik Indonesia di negara tujuan; 
2) kewajiban untuk melaporkan kedatangan sebagaimana 
dimaksud, pada ayat (1) bagi TKI yang bekerja pada pengguna 
perseorangan dilakukan oleh pelaksana penempatan TKI 
swasta.
7
 
 
e. Hak dan kewajiban TKI dalam perjanjian penempatan 
1) Memberikan Karu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga 
(KK), surat keterangan status perkawinan, serta surat ijin orang 
tua/ wali yang asli; 
2) Membayar biaya pemeriksaan psikologi, kesehatan, paspor, 
visa dan uji kompetensi; 
3) Tinggal di penampungan dan mematuhi tata tertib di tempat 
penampungan; 
4) Mendapatkan fasilitas berupa: akomodasi, konsumsi, boleh di 
kunjungi keluarga saat di penampungan, pemeriksaan 
kesehatan dan di pulangkan ketika di nyatakan tidak sehat; 
5) Pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan peraturan yang 
berlaku; 
6) Memiliki sertifikat kompetensi; 
7) Mendapat salinan kontrak kerja; 
8) Mendapat polis dan Kartu Peserta Asuransi (KPA); 
9) Menolak keberangkatan jika lebih dari 3 bulan proses; 
10) Kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama yang di anutnya; 
11) Mendapatkan perlindungan dari PPTKIS dari masa pra 
penempatan, masa penempatan sampai masa purna 
penempatan; 
12) Menyimpan paspor sendiri pada masa penempatan; 
13) Mengembalikan biaya penempatan; 
14) Melakukan negosiasi dalam proses penyusunan perjanian 
penempatan. 
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f. Hak dan kewajiban TKI dalam perjanjian 
1) Mendapatkan gaji bulanan; 
2) Dapat membuka rekening bank atas nama TKI; 
3) Buku tabungan di pegang sendiri oleh TKI; 
4) Gaji TKI harus di bayar tiap bulan dan paling lambat minggu 
pertama; 
5) Istirahat selama 9 jam sehari secara terus menerus; 
6) Membayar kompensasi (...)/ jam; 
7) Istirahat sehari dalam seminggu; 
8) Dapat menerima/menolak kerja lembur; 
9) Tempat tinggal yang layak serta makanan yang memenuhi 
standar kesehatan; 
10) Jika terjadi PHK, TKI harus mendapat biaya transportasi dari 
tempat kerja untuk kepulangan ketempat asal bila PHK terjadi 
bukan karena kesalahan TKI; 
11) Di ijinkan istirahat jika sakit dan tetap mendapatkan gaji 
bulanan; 
12) Dalam perpanjangan kerja, biaya tiket pulang pergi, biaya 
legalisasi perpanjangan perjanjian kerja, imbalan jasa bagi 
PPTKIS dan mitra usaha (apabila melalui PPTKIS), premi 
asuransi, kompensasi penambahan gaji sebesar 1 bulan; 
13) Perpanjangan masa kerja harus diketahui oleh perwakilan 
Republik Indonesia; 
14) Mendapatkan asuransi atau jaminan sosial sesuai peraturan 
Undang-undang di negara penempatan; 
15) Menyelesaikan perselisihan di negara yang berwenang 
menangani kasus yang terjadi; 
16) Pemulangan jasad TKI yang meninggal serta pemenuhan atas 
hak-hak yang belum terbayarkan; 
17) Mendapatkan lawyer dalam menangani masalah di negara 
penempatan; 
18)  Paspor dan surat ijin kerja tetap di pegang TKI; 
19) TKI tetap medapat hak untuk berkomunikasi dengan keluarga di 
Indonesia dan perwakilan RI; 
20) Menjelaskan isi perjajian kerja kepada anggota keluarganya.8 
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 Hak dan kewajiban TKI dalam perjanjian, “https://buruhmigran.or.id/hak-dan-kewajiban-
tki/”, diakses tanggal 25 september 2019, pukul 18.32 
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B. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia(BNP2TKI) 
1. Pengertian 
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 
atau BNP2TKI adalah sebuah lembaga pemerintah non departemen di 
Indonesia yang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan dibidang 
penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri secara 
terkoordinasi dan terintegrasi.
9
 Lembaga ini terbentuk berdasarkan 
Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2006, yang keanggotaannya terdiri dari 
wakil-wakil instansi yang ada di pemerintahan terkait. Dan dalam 
melaksanakan tugas-tugasnya Badan Nasional Penempatan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP2TKI dapat melibatkan 
tenaga-tenaga prefesional.
10
 
 
2. Tugas 
Tugas Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia atau BNP2TKI dalam pasal 95 ayat (2) adalah: 
a. Melakukan penempatan atas dasar perjajian secara tertulis antara 
pemerintah dengan pemerintah negara pengguna TKI atau pengguna 
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berbadan hukum yang ada di negara tujuan penempatan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 11 ayat (1); 
b. Memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan 
pengawasan mengenai: 
1) dokumen; 
2) Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP); 
3) penyelesaian masalah; 
4) sumber-sumber pembiayaan; 
5) pemberangkatan sampai pemulangan; 
6) peningkatan kualitas calon TKI; 
7) informasi; 
8) kualitas pelaksana penempatan TKI; dan 
9) peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya.11 
 
3. Fungsi 
Fungsi dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga 
Kerja Indonesia atau BNP2TKI menurut Peraturan Presiden dalam UU No. 
81 tahun 2006 tentang BNP2TKI adalah: 
a. Sebagai badan pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan 
perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi, 
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b. Fungsi dan tugas BNP2TKI di koordinasikan oleh menteri yang 
bertanggung Jawab.
12
 
 
C. Penempatan TKI 
1. Pengertian Penempatan 
Penempatan TKI yang termaktub dalam Undang-undang nomor 39 
tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia 
di luar negeri pasal 1 ayat (3) adalah kegiatan pelayanan untuk 
mempertemukan TKI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan 
pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, 
pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan 
pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan 
pemulangan dari negara tujuan.
13
 
 
2. Prinsip penempatan TKI 
Sesuai dengan kesepaktan DPR dalam rapat, terdapat 7 kesepakatan 
yang telah disepakati anggota DPR mengenai TKI yaitu: 
a. Pembentukan atase ketenagakerjaan di semua negara penempatan oleh 
perwakilan RI yang tugasnya memberikan pendataan, verifikasi, 
market intelegent, serta berkoordinasi dengan negara penempatan; 
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 Perpres, UU No.81 tahun 2006 tentang BNP2TKI 
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b. Jaminan Sosial Kerja Migran Indonesia (JSKMI) diselenggarakan 
oleh BPJS ketenagakerjaan; 
c. Pembiayaan dengan prinsip zero cost, komponen biaya tidak boleh 
dibebankan oleh pekerja migran; 
d. Fungsi pelaksanaan pusat pelayanan terpadu atau layanan terpadu satu 
atap; 
e. Tanggung jawab pemerintah pusat adalah menyediakan dan 
memefasilitasi pelatihan bagi calon pekerja migran Indonesia melalui 
pendidikan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendididkan, 
sedangkan tanggung jawab pemerintah daerah adalah memberikan 
informasi melalui job order kepada pencari kerja, sebagai pelaksana 
pusat pelayanan terpadu bidang pekerja migran, bersama pemerintah 
pusat melakukan pendidikan dan pelatihan kerja; 
f. Badan atau kelembagaan di angkat dan bertanggung jawab kepada 
Presiden serta berkoordinasi dengan Menteri; 
g. Pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia, pelaksananya adalah 
pemerintah pusat. Sedangkan pelaksana penempatan pekerja migran 
Indonesia dan perusahaan yang menempatkan pekerja migran 
Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri dan pekerja migran 
Indonesia perseorangan.
14
 
 
                                                          
 
         
14Dewan Perwakilan Rakyat, “www.dpr.go.id”, diakses tanggal 24 september 2019. 
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3. Dasar hukum tentang penempatan 
a. Undang-undang no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan; 
b. Undang-undang no. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan 
perlindungan tenaga kerja indonesia di luar negeri; 
c. Peraturan Presiden RI no. 81 tahun 2006 tentang Badan Nasional 
Penemptan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) di 
luar negeri; 
d. Instruksi Presiden no. 6 tahun 2006 tetang reformasi kebijakan 
penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia; 
e. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan 
Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) nomor perkara 53/KA-
BNP2TKI/II/2008 tentang organisasi dan tata kerja BNP2TKI pasal 
48 dan pasal 49; 
f. Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi RI nomor perkara 
14/MEN/X/2010 tentang pelaksanaan penempatan dan perlindungan 
tenaga kerja indonesia di luar negeri; 
g. Peraturan pemerintah RI no. 4 tahun 2013 tentang tata cara 
pelaksanaan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri; 
h. Konvensi ILO dan PBB migrant worker; 
i. Peraturan Presiden no. 64 tahun 2011 tentang pemeriksaan kesehatan 
dan psikologi calon tenaga kerja Indonesia; 
j. Peraturan Menteri tenaga kerja dan transmigrasi RI nomor perkara 
07/III/2005 tentang ketentuan sanksi administratif dan tata cara 
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penjatuhan sanksi dalam pelaksanaan penempatan dan perlindungan 
tenaga kerja indonesia di luar negeri; 
k. Peraturan Menteri tenaga kerja dan transmigrasi RI nomor perkara 
07/IV/2005 tentang standar tempat penampungan calon tenaga kerja 
Indonesia; 
l. Peraturan Menteri tenaga kerja dan transmigrasi RI nomor perkara 
32/MEN/XI/2006 tentang rencana kerja penempatan dan perlindungan 
tenaga kerja Indonesia, sarana dan prasarana pelayanan penempatan 
tenaga kerja Indonesia; 
m. Peraturan Menteri tenaga kerja dan transmigrasi RI nomor perkara 
10/MEN/V/2009 tentang tata cara pemberian, perpanjangaan dan 
pencaabutan surat izin pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia; 
n. Peraturan Menteri tenaga kerja dan transmigrasi RI nomor perkara 
23/MEN/IX/2009 tentang pendidikan dan pelatihan kerja bagi calon 
tenaga kerja Indonesia di luar negeri; 
o. Peraturan Menteri tenaga kerja dan transmigrasi RI nomor perkara 
07/MEN//2010 tentang asuransi tenaga kerja Indonesia; 
p. Keputusan Menteri tenaga kerja dan transmigrasi RI nomor perkara 
262/MEN/XI/2010 tentang penunjukan pejabat penerbit ijin 
penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri untuk kepentingan 
perusahaan sendiri; 
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q. Surat Edaran Menteri tenaga kerja dan transmigrasi RI nomor se-
04/MEN/IV/2011 tentang pengetatan penempatan dalam peningkatan 
perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. 
 
4. Prosedur /Tata Cara Penempatan TKI 
Diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 4 tahun 2013 tentang cara 
pelaksanaan penempatan TKI di luar negeri oleh Pemerintah yaitu: 
a. Pada pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa penempatan TKI di luar 
negeri oleh pemerintah hanya dapat dilakukan atas dasar perjanjian 
secara tertulis yang dilakukan antara pemerintah dengan pemerintah 
negara pengguna TKI atau pemerintah dengan pengguna berbadan 
hukum di negara tujuan penempatan; 
b. Pada pasal 3 menyatakan penanda tanganan perjanjian tertulis antara 
pemerintah dan pemerintah negara pengguna atau pengguna berbadan 
hukum di negara tujuan dilakukan oleh Menteri atau dapat digantikan 
oleh Kepala BNP2TKI; 
c. Pada pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa perjanjian tertulis memuat: 
1) Hak dan kewajiban para pihak; 
2) Syarat dan prosedur penempatan; 
3) Perjanjian kerja; 
4) Komponen biaya; 
5) Mekanisme monitoring dan evaluasi serta pembentukan 
kelompok kerja bersama; 
6) Penyelesaian sengketa dan perubahan perjanjian; 
7) Jangka waktu dan pengakhiran perjanjian.15 
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 Peraturan pemerintah RI No.4 tahun 2013 tentang cara pelaksanaan penempatan TKI di 
luar negeri oleh Pemerintah 
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5. Teknis Pelaksanaan Penempatan TKI 
Pada pasal 8, penempatan TKI dilakukan melalui tahap-tahap sebagai 
berikut:  
a. Perekrutan; 
b. Pemeriksaan psikologi dan kesehatan; 
c. Perjanjian penempatan TKI; 
d. Pengurusan paspor; 
e. Pengurusan asuransi TKI; 
f. Perjanjian kerja; 
g. Pengurusan visa; 
h. PAP 
i. Penertiban KTKLN; dan 
j. Pemberangkatan.16 
 
D. Perlindungan TKI 
1. Pengertian Perlindungan 
Perlindungan TKI yang temaktub dalam Undang-undang nomor 39 
tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia 
di luar negeri pasal 1 ayat (4) adalah segala upaya untuk melindungi 
kepentingan calon TKI /TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan 
hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, 
selama, maupun sesudah bekerja. 
Sedangkan menurut Undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang 
Pekerja Migran Indonesia (PMI) pasal 1 ayat (5), perlindungan Pekerja 
Migran Indonesia (PMI) adalah segala upaya untuk melindungi 
                                                          
 
       
16
 Kementreian luar negeri, 
“https://pih.kemlu.go.id/files/2013_pp_no.4_Tentang_TATA_CARA_PELAKSANAAN_PENEM
PATAN_TENAGA_KERJA_INDONESIA_DI_LUAR_NEGERI_OLEH_PEMERINTAH.pdf”, 
diakses tanggal 24 september 2019. 
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kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia  dan/atau Pekerja Migran 
Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan 
haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan 
setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
17
 
 
2. Tujuan Perlindungan 
Dalam Undang-undang No. 18 tahun 2017 tentang perlindungan 
perkerja migran Indonesia, pada pasal 3 menyatakan bahwa tujuan 
perlindungan pekerha migran adalah sebagai berikut: 
a. Menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga 
negara dan pekerja migran indonesia; dan 
b. Menjamin perlindungan hukum, ekonomi dan sosial pekerja migran 
Indonesia dan keluarganya.
18
 
 
3. Objek/Macam-Macam Perlindungan TKI 
Berdasarkan UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan objek 
perlindungan adalah penyandang cacat yang diatur dalam pasal 67 ayat 
(1), anak dan perempuan. Sedangkan macam-macam perlindungan secara 
teoritis terdiri dari: 
a. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha 
kemasyarakatan demi tercapaiya kesejahteraan kerja; 
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 Ibid. 
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b. Pelindungan teknis, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha-
usaha agar buruh/pekerja terhindar dari bahaya demi tercapainya 
keselamatan kerja; 
c. Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan 
pemenuhan kebutuhan sehari-hari demi tercapainya jaminan sosial.
19
 
 
4. Dasar Hukum Tentang Perlindungan 
a. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang dasar 1945; 
b. Pasal 28 d ayat (1) dan (2) Undang-undang dasar 1945; 
c. Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan; 
d. Undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial. 
e. Undang-undang no. 18 tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia 
 
5. Aspek Perlindungan Hukum Administrasi 
Dalam Undang-undang no. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan 
perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri terdapat beberapa pasal 
yang membahas tentang aspek perlindungan hukum administasi  
diantaranya: 
a. Pasal 86 ayat (1), (2) dan (3) menyatakan: 
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1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang 
berkenaan dengan penyelenggaraan penempatan dan 
perlindungan TKI  di luar negeri; 
2) Dalam melaakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Pemerintah dapat mengikutsertakan pelaksana penempatan 
TKI swasta, organisasi dan/atau masyarakat; 
3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.
20
 
b. Pasal 87 pembinaan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 86, di lakukan dalam bidang: 
1) Informasi, 
2) Sumber daya manusia, dan 
3) Perlindungan TKI.21 
c. Pasal 88 pembinaan oleh pemerintah dalam bidang informasi 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 huruf a, dilakukan dengan:  
1) Membentuk sistem dan jaringan informasi yang terpadu mengenai 
pasar kerja luar negeri yang dapat diakses secara meluas oleh 
rakyat; 
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 Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar 
negeri 
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 Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar  
negeri 
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2) Memberikan informasi keseluruhan proses dan prosedur 
mengenai penempatan TKI di luar negeri termasuk risiko bahaya 
yang mungkin terjadi selama penempatan TKI di luar negeri.
22
 
d. Pasal 89 Pembinaan oleh pemerintah dalam bidang sumber daya 
manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 huruf  b, dilakukan 
dengan : 
1) Meningkatkan kualitas keahlian dan/atau keterampilan kerja calon  
TKI/TKI yang akan ditempatkan di luar negeri termasuk kualitas 
kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing; 
2) Membentuk dan mengembangkan pelatihan kerja yang sesuai 
dengan setandar dan persyaratan yang di tetapkan.
23
 
e. Pasal 90 pembinaan oleh pemerintah dalam bidang  perlindungan TKI 
sebagaimana dimaksud dalam  pasal 87 huruf  c, dilakukan dengan : 
1) Memberikan bimbingan dan advokasi bagi TKI mulai dari pra 
penempatan, masa penempatan dan purna penempatan; 
2) Memfasilitasi penyelesaian atau sengketa calon TKI/TKI dengan 
pengguna dan/atau pelaksana penempatan TKI; 
3) Menyusun dan mengumumkan daftar mitra usaha dan pengguna 
bermasalah secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-
undangan; 
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 Ibid. 
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 Ibid. 
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4) Melakukan kerja sama Internasional dalam rangka perlindungan 
TKI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
24
 
f. Pasal 91 ayat (1) dan (2) menyatakan: 
1) Pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada orang atau 
lembaga yang telah berjasa dalam pembinaan penempatan dan 
perlindungan TKI di luar negeri; 
2) Penghargaan sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) dapat 
diberikan dalam bentuk piagam, uang dan/atau bentuk lainnya.
25
 
g. Pasal 92 ayat (1) dan (2) menyatakan: 
1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan 
perlindungan TKI di luar negeri dilaksanakan oleh instansi yang 
bertanggung Jawab di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah, 
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; 
2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan 
perlindungan TKI di luar negeri dilaksanakan oleh perwakilan 
Republik Indonesia di negara tujuan.
26
 
h. Pasal 93 ayat (1) menyatakan Instansi yang bertanggung Jawab di 
bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 
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Kabupaten/Kota wajib melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan 
terhadap pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI di luar 
negeri yang ada di daerahnya sesuai dengan tugas, fungsi dan 
wewenangnya kepada Menteri.
27
 
i. Pasal 100 ayat (1) dan (2) menyatakan: 
1) Menteri menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran 
terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 
17 ayat (1), pasal 20, pasal 30, pasal 32 ayat (1), pasal 34 ayat (3), 
pasal 38 ayat (2), pasal 54 ayat (1), pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), 
pasal 58 ayat (1) dan ayat (2), pasal 62 ayat (1), pasal  67 ayat (1) 
dan ayat (2), pasal 69 ayat (1), pasal71, pasal 72, pasal 73 ayat 
(2), pasal 74, pasal 76 ayat (1), pasal 82, pasal 83, dan pasal 105; 
2) Sanksi administratif sebagaimana di maksud pada ayat (1) berupa 
a) Peringatan tertulis; 
b) Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha 
penempatan TKI; 
c) Pencabutan izin; 
d) Pembatalan keberangkatan calon TKI; dan/atau 
e) Pemulangan TKI dari luar negeri dengan biaya sendiri.28 
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6. Aspek Perlindungan Hukum Pidana 
Dalam Undang-undang no. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan 
perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri terdapat beberapa pasal 
yang membahas tentang ketentuan pidana yaitu  
a. Pasal 102 ayat (1) dan (2) menyatakan : 
1) Di pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan 
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 
2.000.000.000.00., (dua miliyar rupiah) dan paling banyak Rp. 
15.000.000.00.00 ( lima belas miliyar rupiah), setiap orang yang: 
a) Menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar 
negeri sebagaimana di maksud dalam pasal 4; 
b) Menempatkan TKI tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 12; atau 
c) Menempatkan calon TKI pada jabatan atau tempat pekerjaan 
yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma 
kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30. 
2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
tindak pidana kejahatan.
29
 
 
b. Pasal 103 ayat (1) dan (2) menyatakan 
1) Di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan 
paaling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 
1.000.000.000.00 (satu miliyar rupiah) dan paling banyak Rp. 
5.000.000.000.00 (lima miliyar rupiah), setiap orang yang: 
a) Mengalihkan atau memindahtangankan SIPPTKI 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 19; 
b) Mengalihkan atau memindah tangankan SIP kepada pihak 
lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 33; 
c) Melakukan perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35; 
d) Menempatkan TKI yang tidak lulus dalam uji kompetensi 
kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 45; 
e) Menempatkan TKI yang tidak memenuhi persyaratan 
kesehatan dan psikologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 
50; 
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f) Menempatkan calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen 
sebagaimana dimaksud dalaam pasal 51; 
g) Menempatkan TKI di luar negeri tanpa perlindungan program 
asuransi sebagaimana dimaksud dalam pasal 68; dan 
h) Memperlakukan calon TKI secara tidak wajar dan tidak 
manusiawi selama masa penampungan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 70 ayat (3).  
2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
tindak pidana kejahatan.
30
 
 
c. Pasal 104 ayat (1) dan (2) menyatakan 
1) Di pidana dengan pidan kurungan paling singkat 1 (satu) bulan 
dan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 
100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 
1.000.000.000.00 (satu miliyar rupiah), setiap orang yang: 
a) Menempatkan TKI tidak melalui mitra usaha sebagaimana di 
persyaratkan dalam pasal 24; 
b) Menempatkan TKI di luar negeri untuk kepentingan 
perusahaan sendiri tanpa izin tertulis dari Menteri 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1); 
c) Mempekerjakan calon TKI, yang sedang mengikuti 
pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 
46; 
d) Menempatkan TKI di luar negeri yang tidak memiliki 
KTKLN sebagaimana dimaksud dalam pasal 64; atau 
e) Tidak memberangkatkan TKI ke luar negeri yang telah 
memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 67. 
2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
tindak pidana pelanggaran.
31
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E. SADD AŻ-ŻARI@’AH 
1. Pengertian Sadd az|-z|ari>ꞌah 
Ushul fiqh merupakan suatu suatu ilmu yang berisikan tentang kaidah 
yang menjelaskan cara-cara mengistimbathkan hukum dari dalil-
dalilnya.
32
 Sadd az|-z|ari>ꞌah merupakan suatu ilmu yang di bahas dalam 
ushul fiqih. Saperti yang dipaparkan oleh Imam Asy-Syathibi dalam 
kitabnya yang benama Al-Muwafaqat, beliau memaparkan ushul fikih dari 
sela-sela maqashid syariah. Beliau pun mendeskripikan kitabnya yaitu 
”tatkala Al-Qur‟an dan Sunnah datang dengan berbahasa Arab”, dan 
dahulu mereka (orang Arab) punya kebiasaan dalam menggunakannya. 
Dengan kitabnya dapat dibedakan perkataan yang sharih (jelas), 
zhahir, dan mujmalnya; hakikat dan majaz-nya, ‘am dan khash-nya; 
muhkam dan mutasyabih-nya; nash dan fahwa (maksudnya); dan lain 
sebagainya.” Imam Asy-Syafi‟i dalam kitab Ar-Risalah-nya menjadi 
pelopor para ulama dalam melakukan ijtihad (Istimbath hukum) haruslah 
bisa berbahasa arab dengan tujuan agar pemahaman akan maksud dari Al-
Qur‟an tidaklah menyimpang/keluar dari maksud sebenarnya. Ijtihad 
memiliki beberapa metode, antara lain Al-Maslahah Al-Mursalah dan sadd 
az|-z|ari>ꞌah. 33 
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Menurut Abd. Rahmat Dahlan, secara bahasa az|-z|ari>ꞌah adalah media 
untuk menyampaikan sesuatu. Sedangkan az|-z|ari>ꞌah dalam pengertian 
istilah ushul fiqh ialah sesuatu yang menjadi media dan jalan untuk 
sampai pada sesuatu yang berkatian dengan hukum Syara’, baik yang 
halal maupun haram, ataupun yang menuju kepada ketaaatan maupun 
kemaksiatan. Sadd az|-z|ari>ꞌah menutup jalan adalah mencegah kepada 
suatu perbuatan agar tidak menimbulkan kemafsadatan (kerusakan), jika 
ia akan menimbulkan kemafsadatan (keruasakan).
34
 
Menurut Ahmad Sanusi dan Sohari, sadd az|-z|ari>ꞌah terdiri atas dua 
kata yaitu sadd yang berarti penghalang, hambatan atau sumbatan dan az|-
z|ari>ꞌah yang berarti jalan. Sehingga sadd az|-z|ari>ꞌah mememiliki 
pengertian menghambat atau menghalangi atau menyumbat semua jalan 
yang menuju pada kerusakan atau kemaksiatan.
35
 
Menurut A. Djazuli dan  Nurul Aen, az|-z|ari>ꞌah adalah jalan yang 
menyampaikan pada tujuan baik yang halal maupun yang haram. Jalan 
yang menuju pada yang haram hukumnya adalah haram dan jalan yang 
menuju kepada yang halal hukumnya adalah halal, dan apa yang 
menyampaikan kepada yang wajib hukumnya adaalah wajib.
36
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Menurut Rachmat Syafe‟i, sadd az|-z|ari>ꞌah adalah melaksanakan suatu 
pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu 
kemafsadatan (kerusakan).
37
 Sedangkan menurut Chaerul Uman dalam 
bukunya yang berjudul ushul fiqih I, menjelaskan tentang sadd az|-z|ari>ꞌah 
secara etimologi adalah jalan menuju sesuatu. Dalam arti khusus az|-z|ari>ꞌah 
dapat diartikan sebagai jalan menuju sesuatu yang dilarang atau 
mengandung kemudharatan atau keburukan. Namun, menurut Ibn Qayyim 
Al-Jauziyah (9691-751/1292-1350 M/ahli fiqih Hanbali) az|-z|ari>ꞌah secara 
umum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu yang di larang (sadd az|-
z|ari>ꞌah) dan yang dituntut untuk dilaksanakan ( fath az|-z|ari>ꞌah).38 
Sadd az|-z|ari>ꞌah ialah Menecegah atau menyumbat sesuatu yang 
menjadi jalan kerusakan, dengan menyumbat jalan yang dapat 
menyampaikan seseorang pada kerusakan. Maksudnya adalah apabila ada 
perbuatan baik atau buruk yang dapat mengakibatkan terjadinya 
kerusakan, maka perbuatan itu hendaknya di cegah atau di sumbat agar 
tidak terjadi kerusakan. Contohnya, di larang melihat aurat perempuan 
yang bukan pasangannya guna mencegah terjadinya pelecehan atau 
perzinaan.
39
 Saddu az|-z|ari>ꞌah atau biasa disebut sadd az|-z|ari>ꞌah menurut 
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kamus ushul fiqh terdiri dari dua kata yaitu sadd dan az|-z|ari>ꞌah. Sadd 
bermakna penghalang atau sumbatan, sedangkan az|-z|ari>ꞌah berarti jalan.40 
ُُةَليِسَوَلاَُاِبُُِلىصَو َت َيُ ِىتَّلاَُُاوَسُِءيىشلاَُلَِاُاًّيِوَنعَمَواُاًي ِّسِحَُناَُك ٌء   
Artinya:”jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau 
ma’nawi baik atau buruk”.41 
 
Arti lughawi adalah netral tanpa memberikan penilaian tentang 
hasil. Arti netral diangkat Ibnu Qayyim ke dalam rumusan: 
ًُةَليِسَوَُناَكاَمُاًقِيرَطَوُءيىشلاَُلَِا  
Artinya:”apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada 
sesuatu”.42 
 
Dengan banyaknya pemahaman tentang kata az|-z|ari>ꞌah, Ibnu Qayyim 
Al-Jauziah akhirnya membuat pembatasan kata az|-z|ari>ꞌah yaitu kepada 
sesuatu yang dilarang saja tidak tepat. Karena ada juga az|-z|ari>ꞌah yang 
bertujuan kepada yang dianjurkan. Sedangkan Badran mendefinisikan az|-
z|ari>ꞌah dengan: 
َُيِىُُلِصو
َ
لماُُِإُِيىشلاَُلَءُُِعوُنم
َ
لماُِلِمَتشلماٍُُةَدَسفَمُىَلَعُ  
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Artinya: “apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang 
yang mengandung kerusakan.
43
 
 
Sedangkan az|-z|ari>ꞌah secara istilah memiliki pengertian sebagai berikut: 
ُُمسَحُِةىداَمُُِلِكاَسَوُُِداَسَفلاُاًعفَدُُْلاُُلِصُوتُِتَّىلاُِقِيرىطلاُُدَسَواُُوَلرَمَُُلَِاِءُِداَسَفلا  
Artinya:”mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan untuk 
menolak kerusakan atau menyumbat jalan yang menyampaikan seseorang 
kepada kerusakan.”44  
 
 
 
 
Sedangkan Imam Asy-Syatibi menulis: 
وىتَلاُ ُصَابُُِلَُُوُىٌُُةَحَلصَمٍُُةَدَسفَمَُلَِا  
Artinya:”melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung 
kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan.” 45 
 
2. Tujuan 
Tujuan penetapan hukum sadd az|-z|ari>ꞌah sendiri ialah untuk 
memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan 
terjadinya kerusakan atau terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan 
maksiat. Tujuan di tetapkannya hukum atau mukallaf yaitu untuk 
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mencapai kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kerusakan. Hal ini 
selaras dengan tujuan syariat menjalankan perintah dan meninggalkan 
larangan-Nya.
46
 
 
3. Dasar hukum  
Dasar hukum sadd az|-z|ari>ꞌah adalah sebagai berikut: 
a. Firman Allah SWT 
ُِوىللاُِنوُدُْنِمَُنوُعَْديَُنيِذىلاُاو بُسَتُلاَو...ٍمْلِعُِْيَْغِبُاًوْدَعَُوىللاُاو بُسَي َف  
Artinya:”Dan janganlah kamu memaki sembahan-
sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti 
akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa 
pengetahuan.”(Q.S. Al-An‟am ayat 108).47 
ُلاَوُ......ىنِهِتَنِيزُْنِمَُينِفُْيُُاَمَُمَلْع ُِيلُىنِهِلُجْرَِأبَُنِْبرْضَي  
Artinya:”...Dan janganlah mereka memukulkan kakinya 
agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan...”(Q.S. An-
Nur ayat 31).
48
 
 
      sadd az|-z|ari>ꞌah merupakan salah satu bagian dari ushul fiqh yang 
merupakan ilmu pasti dalam hukum Islam. Seperti yang di kemukakan 
oleh Muhammad Abu Zahra dalam bukunya yang berjudul suhul fiqh. 
ushul fiqh merupakan salah satu ilmu hukum pasti, di jelaskan bahwa 
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suatu perbuatan yang membawa ke arah mubah berarti mubah, suatu 
perbuatan yang mengarah pada perbuatan haram berarti haram, dan 
seterunya. Misalnya shalat jum‟at bagi laki-laki adalah wajib (fardu).49 
Maka segala kegiatan yang masih di lakukan harus di tinggalkan sesuai 
dengan firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Jumu‟ah ayat 9-10 yang 
memerintahkan untuk meninggalkan jual beli dan menjalankan shalat 
jum‟at, bunyi ayat tersebut adalah: 
ُِوىللاُِرِْكذَُلَِإُاْوَعْسَافُِةَعُمُْلْاُِمْو َيُْنِمُِةلاىصِللَُيِدُونُاَذِإُاوُنَمآَُنيِذىلاُاَه  َيأَُايُاوُرَذَو
َُنوُمَلْع َتُْمُتْنُُك ْنِإُْمُكَلٌُر ْ يَخُْمُكِلَذَُعْي َبْلا 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru 
untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat, maka 
bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah 
jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu 
mengetahui.” (Q.S Al-Jumu‟ah ayat 9).50 
 
ًُايِْثَُك َوىللاُاوُرُْكذاَوُِوىللاُِلْضَفُْنِمُاوُغ َت ْباَوُِضْرلأاُفُِاوُرِشَت ْنَافُُةلاىصلاُِتَيِضُقُاَذَِإف
َُنوُحِلْف ُتُْمُكىلَعَل 
Artinya: “apabila telah ditunaikan sembahyang, maka 
bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan 
ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (Q.S Al-
Jumu’ah ayat 10). Maka laki-laki wajib untuk melakukan shalat 
jumat.
51
 
لاَوُُباَذَعْلاُُمُه ْ نَعُُفىفَُيُُلاُاَهيِفَُنيِدِلاَخَُُنوُرَظْن ُيُْمُى  
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Artinya: “Mereka kekal di dalam laknat itu; tidak akan 
diringankan siksa dari mereka dan tidak (pula) mereka diberi 
tangguh.” (Q.S. Al-Baqarah ayat 162).52 
 
b. Sabda Nabi Muhammad SAW 
 
 ُنأُونعوُلاقُمّلسوُويلعُُللهاُىّلصُللهاُلُوسُر((اَُنِم:لُلُجُ ىرلُاُُمتَشُِرئُاَبَك
ُِويَدِلاَوُ,))َُرَايُ:ُاولاقُىرلاُُمُتشَيُلَىَوُ,للهاَُلوُسُُج:ُلاقُ؟ُِويَدِلاَوُُل((ُ،مَع َنَُُاَبأُ  بُسَيَُأُىرلُ،ِلُجُ
،هَابأُ  بُسَي َفَُُيَوُُوىُمأُ  بُس.ُوىُمأُ  بُسًيفُ،ُ)).ِويَلَعٌُقَفى تُمُ:ُةياورُفِوُ((ُنِمُىنِإاَبَكلاَُِبَكأُِِرئُُنَأ
َُوُُلُجىرلاَُنَعَليَُدِلاُِوي,))َُُرَايُ:َُليِقُُس:ُلاقُ؟ِويَدِلاَوُُلُجىرلاُُنَعَليَُفيَُك ،ِللهاُلو((َُاَبأُ  بُسَيُ
اَُيَوُ،ُهَاَبأُ  بُسَي َفُ،ِلُجىرل ُبُسُُُوىُمأُ  بُسَي َفُ،ُوىُمأ)).53  
Artinya: Diriwayatkan bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda: 
“termasuk dalam golongan dosa-dosa besar ialah jikalau seseorang 
itu memaki-maki kedua orangtuanya sendiri,” lalu para sahabat 
bertanya: “Ya Rasulullah, adakah seseorang itu memaki-maki kedua 
orang tuanya sendiri?. Beliau S.A.W. menJawab: “Ya, itu apabila 
seseorang itu memaki-maki ayah seseorang, lalu orang yang dimaki-
maki ayahnya itu lalu memaki-maki itu lalu memaki-maki ayahnya 
sendiri. Atau seseorang itu memaki-maki ibu orang lain, lalu orang 
yang dimaki-maki ibunya ini, memaki-maki ibunya sendiri.” 
(Muttafaq “alaih). dalam Riwayat lain disebutkan:”sesungguhnya 
termasuk sebesar-besarnya dosa besar ialah apabila seseorang itu 
melaknat kepada kedua orang tuanya sendiri.” Beliau S.A.W. ditanya: 
“Ya Rasulullah, bagaimanakah seseorang itu melaknat kedua orang 
tuanya sendiri?”. Beliau S.A.W. bersabda :”yaitu orang tadimemaki-
maki ayah orang lain, lalu orang ini memaki-maki ayahnya sendiri 
atau orang itu memaki-maki ibu orang lain, lalu orang ini memaki-
maki ibunya sendiri.”54 
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Ibid. hlm 162 
 
       
53
 Al Imam Abi Zakaria Yahya bin Syarif Anawawi. Riyadus Shalihin. Surabaya. Hlm 132. 
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ُاَعَمُِللهاُىَِحُِىنِاَوَُلااُِويِفَُعَق َيَُناُُكِشُويَُىِملحاَُلوُحَُماَحُنَمَفُِويِص  
Artinya: “ketahuilah, tanaman Allah adalah (perbuatan) maksiat 
yang (dilakukan) keadaanya. Barangsiapa menggembalakan 
(ternaknya) sekitar tanaman itu, ia akan terjerumus ke 
dalamnya”.(HR. Bukhari) 55 
 
 
 
 
c. Ushul Fiqih 
َُلااَمَُُاولاُ مَِتيُُىلاِاُُبِجَُُوُه َفُِِوبُاَوٌُُبِج  
Artinya: “semua yang menyempurnakan perbuatan wajib, maka ia 
tiada lain hanyalah wajib pula.” (H. Atjep Dzuzali).56 
 
ُُْرَدُُءُِحِلاَصَمْلاُِبلَجُىَلَعٌُم ىدَقُمُِدِسُاَفَمْلا  
Artinya: “menolak kerusakan itu didahulukan dari pada menarik 
kebaikan”.57 
 
 
 
                                                                                                                                                               
       
54
 Al Imam Abi Zakaria Yahya bin Syarif Anawawi. Tarjamah Riyadus Shalihin. Surabaya. 
Hlm 132. 
 
       
55
 Ahmad Sanusi dan Sohari, Ushul Fiqh, hlm. 91. 
 
        
56
  Ahmad Sanusi., dan Sohari., Ushul Fiqih. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015) hlm 
90 
 
        
57
 Moh. Adib Bisri, Tarjamah Al Fara Idul Bahiyyah (Risalah Qawa-id Fiqh), (Kudus: 
Menara Kudus, 1977), hlm. 24. 
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4. Kehujjahan sadd az|-z|ari>ꞌah 
Suwarjin dalam bukunya ushul fiqh, Menyatakan kehujjahan sadd az|-
z|ari>ꞌah menururt Imam Malik dan Imam Ahmad sadd az|-z|ari>ꞌah adalah 
suatu dalil fiqih. Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah menyatakan sadd az|-z|ari>ꞌah 
adalah seperempat Agama, sedangkan Imam Safi‟i dan Imam Abu Hanifah 
pada saat tertentu menggunakan dan di saat yang lain juga menolaknya. 
Ulama yang menggunakan sadd az|-z|ari>ꞌah sebagai hujjah mengemukakan 
beberapa alasan diantaranya surat Al-Baqarah ayat 104 dan ayat 163. 
Kedua, hadits Rasulullah yang di riwayatkan Imam Bukhari dan 
Imam Muslim salah satunya tentang larangan memaki orang tuanya 
sendiri dengan cara memaki orangtua temannya.
58
 Hadits tersebut dapat 
kita jumpai dalam kitab Riyadus Shalihin pada halaman 132 nomor 338 
karya Al Imam Abi Zakaria Yahya bin Syarif Anawawi, yang berbunyi: 
a. Kehujjahan sadd az|-z|ari>ꞌah sebagai hukum baik Al-Qur‟an mau pun As-
Sunnah. Ada beberapa diantaranya: 
1) Dalam Al-Qur‟an dalam Q.S Al-Baqarah ayat 104  
Larangan ini dikarenakan orang-orang yahudi menggunakan 
kata “raa’ina” untuk memaki Nabi Muhammad SAW. Oleh 
karena itu, kita dilarang menggunakan kata “raa’ina” untuk 
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 Suwarjin. Ushul Fiqih.( yogyakarta: Teras, 2012)  hlm.169-171. 
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menutup peluang (sadd az|-z|ari>ꞌah) dari kata makian untuk Nabi 
Muhammad SAW. 
59
 
2) Sedangakan dalam As-Sunnah, Nabi mencontohkan : 
a) Pada saat orang munafik mengumbar fitnah di kalangan orang 
muslim, nabi berusaha untuk tidak membunuhnya. Hal ini 
disebabkan az|-z|ari>ꞌah yaitu apabila nabi membunuhnya bisa 
menyebabkan nabi di tuduh telah membunuh sahabat-sahabatnya. 
b) Untuk mencegah terjadinya riba, nabi melarang orang yang 
berpiutang menerima hadiah dari yang berhutang. 
c) Nabi melarang memotong tangan pencuri ketika berperang dan 
ditangguhkan sampai selesai perang untuk menghindari tentara-
tentara lari menggabungkan diri dengan musuh. 
d) Nabi melarang penimbunan karena dapat menyulitkan yang lain. 
e) Nabi melarang fakir miskin dari Bani Hasyim menerima bagian 
dari zakat kecuali dia sebagai amilin, untuk menghindari tuduhan 
nabi memperkaya diri sendiri dan keluarganya dengan zakat.
60
 
3) Pendapat tentang kehujjahan sadd az|-z|ari>ꞌah yaitu : 
a) Imam Malik dan Imam Ahmad Ibnu Hambal menggunakan sadd 
az|-z|ari>ꞌah karena kedua Imam ini menganggap bahwa sadd az|-
z|ari>ꞌah dapat menjadi hujjah. Bahkan menurut Imam Al-Qarafi 
menyatakan bahwa Imam Malik menggunakan sadd az|-z|ari>ꞌah 
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 H.A.Djazuli, “Ilmu Fiqih” (Jakarta: Kencana, 2005) Hlm 100 
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sama dengan ketika menggunakan Maslahah Mursalah dan „Uruf 
wal Adah. 
b) Imam Ibnu Qayyim berpendapat bahwa penggunaan sadd az|-
z|ari>ꞌah merupakan hal penting sebab mencakup ¼ dari urusan 
agama, karena sadd az|-z|ari>ꞌah mencakup Amar (perintah) dan Nahi 
(larangan). 
c) Ulama Hanafiyyah, Syafi’iyah, dan Syi’ah menerima sadd az|-
z|ari>ꞌah sebagai dalil dalam masalah-masalah tertentu dan 
menolaknya dalam kasus-kasus lain.
61
 
 
5. Pembagian Sadd az|-z|ari>ꞌah  
a. Sadd az|-z|ari>ꞌah di tinjau dari segi akibatnya memiliki beberapa objek 
diantaranya: 
1) Perbuatan yang apabila dilakukan mengakibatkan timbulnya 
kerusakan atau bahaya. Seperti membiarkan lubang yang dalam di 
tengah jalan yang sewaktu-waktu dapat menyebabkan seseorang 
jatuh apabila melewatinya. 
2) Perbuatan yang apabila dilakukan jarang berakibat kerusakan atau 
bahaya. Seperti menanam tebu sekalipun akan dibuat ciu/tuwak, 
menanam tebu adalah Halal  dan membuat ciu/tuwak adalah Nadir 
(jarang terjadi). 
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 Chaerul Umam, dkk, “Ushul Fiqih 1” (Bandung : CV Pustaka Setia, 2000) Hlm 190 
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3) Perbuatan yang apabila dilakukan terindikasi akan menimbulkan 
bahaya. Tidak diyakini namun juga tidak dianggap Nadir (jarang 
terjadi). Namun indikasi ini diyakini karena menutup pintu (sadd 
az|-z|ari>ꞌah) adalah wajib dengan ikhtiar (berhati-hati) terdapat 
kerusakan sedapat mungkin. Seperti menjual tebu untuk dibuat  
ciu/tuwak adalah haram. 
4) Perbuatan yang apabila di lakukan lebih banyak menimbulkan 
kerusakan, tetapi belum mencapai tujuan kuat timbulnya 
kerusakanitu. Seperti mendirikan hotel yang menjadi sarana 
Prostitusi, ini diharamkan.
62
 
 
b. Pengelompokkan sadd az|-z|ari>ꞌah dari beberapa segi : 
1) Dari segi akibat yang ditimbulkan, menurut Ibnu Qayyim ada 4 
yaitu : 
a) sadd az|-z|ari>ꞌah yang memang pada dasarnya membawa 
kepada kerusakan seperti meminum minuman keras karena 
dapat merusak akal (mabuk). 
b) sadd az|-z|ari>ꞌah untuk sesuatu yang mubah, namun di tujukan 
pada sesuatu yang buruk dan merusak, baik di sengaja seperti 
nikah muhalil (pernikahan sementara dengan seseorang untuk 
selanjutnya bercerai, dengan tujuan agar bisa kembali ke 
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mantan istri yang telah ditalak sebanyak 3 kali), dan tidak di 
sengaja seperti mencaci sembahan agama lain. 
c) sadd az|-z|ari>ꞌah yang semula mubah tidak di tujukan untuk 
kerusakan, namun biasanya sampai pada sebuah kerusakan 
yang akibat kerusakannya lebih besar dari kebaikan yang 
ditimbulkan. Seperti berhiasnya seorang perempuan dalam 
masa „iddah karena di tinggal mati suaminya. 
d) sadd az|-z|ari>ꞌah yang semula mubah, namun terkadang 
membawa kerusakan. Sedangkan kerusakannya lebih kecil 
dari kebaikan yang ditimbulkan seperti melihat wajah 
perempuan saat dipinang. 
 
c. Dari segi kerusakan yang ditimbulkan, Abu Ishak Al-Syatibi membagi 
menjadi 4 yaitu : 
1) sadd az|-z|ari>ꞌah yang membawa kerusakan secara pasti, seperti 
menggali lubang ditanah milik sendiri dekat dengan pintu rumah 
seseorang diwaktu gelap dan setiap orang yang keluar rumah 
tersebut akan terjatuh. 
2) sadd az|-z|ari>ꞌah yang membawa kerusakan menurut biasanya, seperti 
menjual anggur kepabrik minuman keras atau menjual senjata 
kepada penjahat yang sedang mencari musuhnya  
3) sadd az|-z|ari>ꞌah yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut 
kebanyakannya, seperti jual-beli kredit.  
68 
 
 
 
4) sadd az|-z|ari>ꞌah yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau 
perbuatan terlarang, seperti menggali lubang di kebun sendiri yang 
jarang dilalui orang.
63
 
d. Perbuatan yang mengarah pada sesuatau yang di larang itu ada dua 
dalam sadd az|-z|ari>ꞌah:  
1) perbuatan itu pasti menyebabkan dikerjakannya perbuatan 
terlarang.  
2) perbuatan itu mungkin menyebabkan dikerjakannya perbuatan 
terlarang. 
e. sadd az|-z|ari>ꞌah juga memiliki dua macam persoalan yaitu: 
1) tidak ada persoalan dan perbuatan ini jelas di larang 
mengerjakannya sebagaimana perbuatan itu sendiri dilarang.  
2) objek perbuatan sadd az|-z|ari>ꞌah sering mengarah pada perbuatan 
dosa. Dalam hal ini ada 3 kemungkinan yaitu: 
a) Kemungkinan besar perbuatan itu jika dilakukan menyebabkan 
di kerjakannya perbuatan terlarang. 
b) Kemungkinan kecil perbuatan itu jika dilakukan menyebabkan 
di kerjakannya perbuatan terlarang. 
c) Memungkinkan jika dikerjakan menyebabkan perbuatan itu 
dilarang atau tidak dilarang.
64
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BAB III 
DATA BNP2TKI TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI 
DI LUAR NEGERI 
 
A. Jumlah Penduduk 
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, jumlah 
penduduk Indonesia pada tahun 2018 berdasarkan sensus penduduk tahun 
2010 (jumlah penduduk Indonesia 2010-2035E) mencapai 265 juta jiwa. 
Dengan perbandingan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 133.17 juta jiwa 
dan jumlah penduduk wanita sebanyak 131,88 juta jiwa. Sedangkan pada 
tahun 2019, jumlah penduduk Indonesia berdasarkan Survei Penduduk antar 
Sensus (Supas) tahun 2015 di perkirakan mencapai 266,91 juta jiwa atau 
sekitar 267 juta  jiwa. dengan perbandingan jumlah penduduk laki-laki 
sebanyak 134 juta jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 132,89 juta 
jiwa.
1
 
Meski pertambahan jumlah pertumbuhan penduduk yang relatif menurun, 
nyatanya masih belum bisa menghilangkan jumlah pengangguran di 
Indonesia. Berdasarkan data dari Proyeksi Penduduk Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun 2010-2035, angka kelahiran bayi 
mencapai 5 juta jiwa sedangkan angka kematian penduduk 1.52 juta jiwa.
2
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Humas,Badan Pusat Statistik, “jumlah pulau di Indonesia”,www.bps.go.id, diakses tanggal 23 
september 2019. 
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Walau jumlah kelahiran bayi termasuk menurun namun jumlah  penduduk 
Indonesia tetap naik dan angka kematian tinggi serta pendidikan orang tua 
yang relaif rendah, menyebabkan timbulnya kesenjangan ekonomi yang tinggi 
dalam masyarakat terutama dalam kehidupan berkeluarga.  
 
Tabel 3.1 
Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Provinsi.
3
 
 
PROVINSI 
Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 
1971-
1980 
1980-
1990 
1990-
2000 
2000-
2010 
2010-
2016
2 
Aceh 2,93 2,72 1,46 2,36 2,01 
Sumatera Utara 2,60 2,06 1,32 1,10 1,33 
Sumatera Barat 2,21 1,62 0,63 1,34 1,31 
Riau 3,11 4,30 4,35 3,58 2,59 
Jambi 4,07 3,40 1,84 2,56 1,80 
Sumatera Selatan 3,32 3,15 2,39 1,85 1,46 
Bengkulu 4,39 4,38 2,97 1,67 1,69 
Lampung 5,77 2,67 1.17 1,24 1,21 
Kep. Bangka Belitung - - 0,97 3,14 2.20 
Kep. Riau - - - 4,95 3,06 
Dki Jakarta 3,93 2,42 0,17 1,41 1,07 
                                                                                                                                                               
       
2
Proyeksi Penduduk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun 2010-
2035, diakses tanggal 30 september 2019.  
 
       
3
 Humas,Badan Pusat Statistik, laju pertumbuhan penduduk,www.bps.go.id, diakses tanggal 
23 september 2019, pukul 12.37 
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PROVINSI 
Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 
1971-
1980 
1980-
1990 
1990-
2000 
2000-
2010 
2010-
2016
2 
Jawa Barat 2,66 2,57 2,03 1,90 1,54 
Jawa Tengah 1,64 1,18 0,94 0,37 0,79 
DI Yogyakarta 1,10 0,57 0,72 1,04 1,18 
Jawa Timur 1,49 1,08 0,70 0,76 0,66 
Banten - - 3,21 2,78 2,23 
Bali 1,69 1,18 1,31 2,15 1,21 
Nusa Tenggara Timur 2,39 2,15 1,82 1,17 1,36 
Nusa Tenggara Barat 1,95 1,79 1,64 2,07 1,69 
Kalimantan Barat 2,31 2,65 2,29 0,91 1,63 
Kalimantan Tengah 3,43 3,88 2,99 1,79 2,33 
Kalimantan Selatan 2,16 2,32 1,45 1,99 1,81 
Kalimantan Timur 5,73 4,42 2,81 3,81 2,58 
3 
Kalimantan Utara - - - - - 
Sulawesi Utara 2,31 1,60 1,33 1,28 1,13 
Sulawesi Tengah 3,86 2,87 2,57 1,95 1,67 
Sulawesi Selatan 1,74 1,42 1,49 1,17 1,10 
Sulawesi Tenggara 3,09 3,66 3,15 2,08 2,16 
Gorontalo - - 1,59 2,62 1,62 
Sulawesi Barat - - - 2,68 1,93 
Maluku 2,88 2,79 0,08 2,80 1,79 
Maluku Utara - - 0,48 2,47 2,16 
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PROVINSI 
Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 
1971-
1980 
1980-
1990 
1990-
2000 
2000-
2010 
2010-
2016
2 
Papua Barat - - - 3,71 2,61 
Papua 2,67 3,46 3,22 5,39 1,95 
INDONESIA 
 
2,31 
 
1,98 
 
1,49 
 
1,49 
 
,36 
 Sumber: Badan Pusat Statistik 
 
Laju pertumbuhan penduduk menurut provinsi berdasarkan data diatas, 
penghitungan sudah tidak mengikut sertakan Timor Timur. Rata-ratalaju 
pertumbuhan per tahun 2000-2010 untuk Provinsi Aceh menggunakan SPAN 
(Sensus Penduduk Aceh Nias) 2005 dan SP2010, hasil proyeksi penduduk 
Indonesia 2010-2035 (bulan juni), untuk kalimantan timur rata-rata laju 
pertumbuhan per tahun 2010-2014 merupakan gabungan dari kalimantan 
timur dan kalimantan utara.
4
  
bertambahnya jumlah penduduk juga mempengaruhi angka pengganguran 
yang ada. Meskipun pemerintah telah berupaya membuka lapangan pekerjaan, 
tahun 2016 pemerintah berhasil menyerap sekitar 1 juta – 1,5 juta tenaga kerja 
baru.
5
 Meskipun demikian, belum dapat mengimbangi besarnya angkatan 
kerja karena berbagai macam hal seperti rendahnya tingkat pendidikan yang 
ada. 
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Humas,Badan Pusat Statistik, “jumlah pulau di Indonesia”, https://www.bps.go.id/statict, 
diakses tanggal 23 september 2019. 
 
       
5
Program pemerintah, http://presidenri.go.id/program-prioritas-2/upaya-nyata-pemerintah-
membuka-lapangan-kerja.html, diakses tanggal 23 september 2019. 
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Tabel 3.2 
Angka Harapan Hidup (AHH) Masyarakat Indonesia menurut Provinsi dan 
Jenis Kelamin tahun 2010-2017
6
 
Provinsi 2010 (%) Provinsi 2010 (%) 
Aceh 67.17 NTB 61.95 
Sumut 56.59 NTT 63.42 
Sumbar 65.70 Kalbar 67.15 
Riau 68.26 Kalteng 67.16 
Jambi 67.99 Kalsel 64.76 
Sumsel 66.45 Kaltim 71.03 
Bengkulu 65.92 Kalut - 
Lampung 67.01 Sulut 68.51 
Kep. Babel 67.25 Sulteng 64.17 
Kep. Riau 66.54 Sulsel 67.01 
Dki Jakarta 69.86 Sultenggara 67.72 
Jabar 69.40 Gorontalo 54.51 
Jateng 70.80 Sulbar 60.64 
DIYogyakarta 72.36 Maluku 62.59 
Jatim 68.00 Maluku utara 64.80 
Banten 66.60 Papua 62.51 
Bali 68.73 Pabar 62.70 
Angka Harapan Hidup (AHH) 
menurut provinsi dan jenis kelain 
tahun 2010-2017 
67.89 
 Sumber: Badan Pusat Statistik 
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 Humas,Badan Pusat Statistik,www.bps.go.id, diakses tanggal 23 september 2019, pukul 
12.37 
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Tabel 3.3 
Angka Pendidikan Masyarakat Indonesia Per 26 Maret
7
 
Angka Pendidikan Masyarakat SD Per 26 Maret 2018 (2009-2017) (%) 
Laki-laki 94.70  
Perempuan 94.07  
Laki-laki dan perempuan 94.49  
      Sumber: Badan Pusat Statistik 
Tabel 3.3.1 
Angka pendidikan masyarakat SMP Per 26 Maret 2018
8
 
Angka Pendidikan Masyarakat SMP Per 26 Maret 2018 (2009-2017) (%) 
Laki-laki 69.39 
Perempuan 68.68 
Laki-laki dan perempuan 69.00 
Sumber: Badan Pusat Statistik 
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 Humas,Badan Pusat Statistik,www.bps.go.id, diakses tanggal 23 september 2019. 
 
       
8
 Ibid. 
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Tabel 
 3.3.2 
Angka pendidikan masyarakat SMA Per 26 Maret 2018
9
 
Angka Pendidikan Masyarakat SMA Per 26 Maret 2018 (2009-2017) (%) 
Laki-laki 54.89 
Perempuan 50.54 
Laki-laki dan perempuan 52.74 
Sumber: Badan Pusat Statistik 
Tabel 3.3.3 
Angka Pendidikan Sekolah Usia 7-18 tahun di Perkotaan Per 26 Maret 
2018
10
 
Angka pendidikan sekolah usia 7-18 
tahun di perkotaan 
Per 26 Maret 2018 (2009-2017) (%) 
Laki-laki 1.69 
Perempuan 5.88 
Laki-laki dan perempuan 3.96 
Sumber: Badan Pusat Statistik 
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 Humas,Badan Pusat Statistik,www.bps.go.id, diakses tanggal 23 september 2019. 
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 Ibid.  
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Tabel 3.3.4 
Angka Pendidikan Sekolah Usia 7-18 tahun di Pedesaan Per 26 Maret 
2018
11
 
Angka pendidikan sekolah usia 7-18 
tahun diperdesaan 
Per 26 Maret 2018 (2009-2017) (%) 
Laki-laki 5.63 
Perempuan 12.77 
Laki-laki dan perempuan 9.26 
Sumber: Badan Pusat Statistik 
Tabel 3.3.5 
Angka pendidikan sekolah usia 7-18 tahun di perdesaan dan di perkotaan 
Per 26 Maret 2018
12
 
Angka pendidikan sekolah usia 7-18 
tahun di perkotaan dan perdesaan 
Per 26 Maret 2018 (2009-2017) (%) 
Laki-laki 
3.84 
Perempuan 9.41 
Laki-laki dan perempuan 6.67 
Sumber: Badan Pusat Statistik 
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 Humas,Badan Pusat Statistik,www.bps.go.id, diakses tanggal 23 september 2019. 
 
       
12
 Ibid. 
77 
 
 
 
Tabel 3.4 
Presentase Usia Muda (15-24 Tahun) yang sedang Tidak Sekolah, Bekerja 
atau Mengikuti Pelatihan tahun 2015-2018
13
 
Provinsi 2015 (%) Provinsi 2015 (%)  
Aceh 25.65 NTB 25.55 
Sumut 22.01 NTT 17.22   
Sumbar 21.58 Kalbar 21.98 
Riau 25.33 Kalteng 22.28 
Jambi 24.11 Kalsel 24.03 
Sumsel 25.78 Kaltim 22.25 
Bengkulu 19.70 Kalut 19.24 
Lampung 28.26 Sulut 27.21 
Kep. Babel 27.51 Sulteng 26.64 
Kep. Riau 14.88 Sulsel 24.10 
Dki Jakarta 15.91 Sultenggara 23.52 
Jabar 30.44 Gorontalo 27.16 
Jateng 25.39 Sulbar 18.92 
DI Yogyakarta 13.64 Maluku 25.23 
Jatim 23.90 Maluku utara 25.22 
Banten 29.45 Papua 15.42 
Bali 12.25 Pabar 20.37 
Presentase Usia Muda (15-24 tahun) yang 
sedang tidak Sekolah, Bekerja atau 
Mengikuti Pelatihan tahun 2015-2018 
 
24.77 
  Sumber: Badan Pusat Statistik 
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 Humas,Badan Pusat Statistik,www.bps.go.id, diakses tanggal 23 september 2019. 
78 
 
 
 
Dengan rendahnya tingkat pendidikan ini, menyebabkan sulitnya 
memperoleh pekerjaan dengan gaji yang layak dan ketidak mampuan bersaing 
dengan para pekerja asing yang masuk ke Indonesia dengan pendidikan yang 
lebih tinggi dan memiliki tingkat keahlian yang lebih baik. Meskipun 
pemerintah sudah mengupayakan untuk meningkatkan taraf pendidikan 
menjadi 12 tahun (program wajib belajar 12 tahun), namun ternyata usaha 
pemerintah itu belum cukup untuk menangani masalah pengangguran yang 
ada. 
Berdasarkan Undang-undang dasar 1945 pasal 27 ayat (2) menyatakan 
bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang 
layak bagi kemanusiaan”.14 Negara sebagai wadah/sarana untuk mewujudkan 
kemakmuran rakyat, sudah sepantasnya lapangan pekerjaan di perluas dan 
juga di taatinya hukum perburuhan yang telah berlaku di Indonesia yang 
berdasar pada Pancasila serta Undang-undang dasar 1945 dan telah di tetapkan 
berlaku untuk seluruh rakyat di tanah air Indonesia.  
Dalam rencana pembangunan bidang tenaga kerja pemerintah mencoba 
merealisasikan program pembinan hubungan dan perlindungan tenaga kerja 
yang di sesuaikan dengan garis-garis besar haluan negara dan rencana 
pembangunan bidang tenaga kerja yang secara kelembagaan tengah 
melakukan perbaikan peraturan dan pelaksanaan mengenai pengupahan, 
seperti: pembayaran upah pada waktuya, pembayaran upah sesuai dengan 
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Kebutuhan Fisik Minimum (KFM), pengupahan sesuai profesi, sampai pada 
penetapan Upah Minimum Regional (UMR) Perdaerah/ Kabupaten / Kota. 
15
 
Menurut Ditjen. pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan 
kesempatan kerja, pasar Indonesia ini masih tetap berada pada posisi 
kelebihan tenaga kerja (labor surplus economy). Walaupun pertumbuhan 
lapangan kerja sudah semakin meningkat namun masih belum bisa mengatasi 
pengangguran salah satu masalahnya adalah karena sulitnya untuk mentransfer 
tenaga kerja karena rendahnya tingkat pendidikan.
16
 Tenaga kerja sebagai 
seseorang yang mampu bekerja untuk menghidupi diri sendiri maupun upaya 
memenuhi hajat hidup orang banyak haruslah mendapat perlindungan yang 
istimewa. 
Masalah ketenagakerjaan yang ada di Indonesia ini sudah mencapai 
kondisi yang cukup memprihatinkan di tandai dengan jumlah pengangguran 
dan setengah pengangguran yang besar, pendapatan yang relatif rendah dan 
kurang merata. Sebaliknya pengangguran dan setengah penganguran yang 
tinggi merupakan pemborosan-pemborosan sumber daya dan potensi yang 
ada, menjadi beban bagi keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, 
dapat mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal, dan dapat 
menghambat pembangunan dalam jangka panjang. 
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Kartasapoetra G, R. G. Kartasapoetra, dkk.,  Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan 
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Renstra Binapenta (Direktorat Jendral Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 
Kesempatan Kerja, Kementrian Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia) tahun 2015-2019 
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Dorongan dari orang tua dan orang-orang terdekat serta himpitan ekonomi 
yang ada menyebabkan banyak masyarakat Indonesia memilih menjadi 
seorang pekerja di negara asing (Tenaga Kerja Indonesia/TKI), karena tertarik 
dengan iming-iming gaji yang lebih tinggi (UMR/ Upah Minimum Regional) 
dari gaji yang sudah ditetapkan di Indonesia. Semakin gencarnya masyarakat 
menegakkan “Kesetaraan Gender” dengan prespektif mereka sendiri 
memunculkan pemikiran kolot “wanita bisa seperti laki-laki, wanita sama kuat 
dengan laki-laki, wanita serba bisa, bahkan memunculkan pemikiran bahwa 
wanita sudah tidak butuh laki-laki karena wanita bisa sendiri dan mandiri”.  
Di Era Modren sekarang ini, untuk menghilangkan pemikiran kolot jaman 
dahulu “wanita itu kerjanya didapur”  maka wanita mulai bergerak tidak hanya 
berdiam diri saja dirumah mengurus pekerjaan rumah dan melakukan 
pekerjaan rumah saja. Tetapi, banyak pula wanita yang bekerja di luar rumah 
dan bahkan tidak sedikit yang memilih bekerja di luar negeri menjadi Tenaga 
Kerja Indonesia (TKI) dengan tujuan mendapatkan penghasilan yang lebih 
banyak karena gaji yang lebih tinggi.  
Hukum, adat, pola pemikiran dan kebiasaaan masyarakat sekarang juga 
mempengaruhi tingginya minat sesorang untuk mencukupi kebutuhannya 
tidak memandang laki-laki dan perempuan. Kini, hal tabu pun sudah dianggap 
biasa saja dan tidak terlalu berpengaruh dalam masyarakat seperti hilangnya 
peran suami sebagai kepala rumah tangga dan digantikan istri juga hilangnya 
peran istri sebagai ibu rumah tangga yang perannya kini di gantikan oleh 
suami. 
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Sebagaimana yang kita ketahui hukum senantiasa dalam proses perubahan, 
perubahan tersebut membawa pengaruh pula terhadap watak dan penggunaan 
hukum yang menjadi sejarah kemasyarakatan. Perubahan yang ada juga di 
karenakan terpengaruh oleh tarik manarik dan dorong-mendorong antar 
kelompok dengan kelopok, etnis masyarakat, individu dan kelompok, 
kelompok dan individu maupun individu dengan individu demi mencapai 
kepentingan dalam kelas-kelas sosial baik dalam masyarakat maupun dalam 
konfigurasi arus politik dan ekonomi saat ini.
17
 
 
Tabel 3.5 
Tingkat Pengangguran mulai Usia 15 Tahun pada tahun 2009-2012
18
 
Usia Jumlah 
15-19 tahun 26.64 
20-24 tahun 18.59 
25-29 tahun 9.35 
30-34 tahun 4.89 
35-39 tahun 3.62 
40-44 tahun 3.12 
45-49 tahun 3.01 
50-54 tahun 2.76 
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 Yayasanlembaga  bantuan hukum Indonesia dan AusAID.2014.Panduan Bantuan Hukum di 
Indonesia(pedoman anda memahami dan menyelesaikan maslah hukum). Jakarta:yayasan obor 
Indonesia 
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 Humas,Badan Pusat Statistik,www.bps.go.id, diakses tanggal 23 september 2019. 
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Usia Jumlah 
55-59 tahun 0.90 
Jumlah keseluruhan 7.51 
 Sumber: Badan Pusat Statistik 
Berdasarkan data di atas, tingkat pengangguran justru di dominasi usia 
muda yaitu di usia 15-19 tahun sebanyak 26.64% dan di usia  20-29 tahun  
sebanyak 18.59%. sedangkan di usia 55-59 tahun tingkat pengangguran menurun 
drastis hanya terdapat 0.90% jumlah pengangguran.  Banyaknya pengangguran di 
usia produktif juga menjadi masalah utama prekonomian di Indonesia hal ini di 
picu penndapatan masyarakat secara umum ikut turun sehingga  daya beli 
masyarakat. 
Di Indonesia sendiri masalah utama ketenagakerjaan di pengaruhi juga 
oleh tinggginya jumlah Pengangguran Terbuka yaitu sebanyak 7,56  juta  (6,18%), 
Pekerja tidak penuh dengan jam kerja <34 jam/minggu sebanyak 34,31 juta  
(29,88%), Pekerja paruh Waktu sebanyak 24,57 juta (71,61 %) dan juga Setengah 
Penggangguran sebanyak 9,774 Juta (20,39%). 
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Gambar 3.1 
Keadaan Ketenagakerjaan Agustus 2015, No. 103/11/Th. XVIII 
Memberikan Gambaran Bahwa Tingkat Pengangguran di Indonesia Semakin 
Menurun
19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Badan Pusat Statistik 
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 Humas,Badan Pusat Statistik,www.bps.go.id, diakses tanggal 23 september 2019. 
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B. Data Penempatan TKI 
Gambar 3.2 
Negara Tujuan TKI
20
 
 
Sumber : Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia (BNP2TKI) 
Berdasarkan data di atas, jumlah negara yang paling di minati para Tenaga 
Kerja Indonesia untuk daerah Asia adalah Malaysia. Di malaysia sendiri terdapat 
kurang lebih 90.000 Tenaga Kerja Indonesia. Sedangkan, untuk daerah Timur 
Tengah para Tenaga Kerja Indonesia memilih di kirim ke Arab Saudi. Di Arab 
Saudi sendiri terdapat kurang lebih 7.500 Tenaga Kerja Indonesia. 
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Malasiya dan Arab Saudi menjadi pilihan utama karena beberapa alasan 
seperti menawarkan gaji yang lebih tinggi, adanya kesamaan budaya dan juga 
kesamaan Agama yang dirasa akan lebih cocok dan mudah dalam hal beradaptasi 
dengan adanya kesamaan antara Agama dan kebudayaan masyarakat di negara 
Indonesia sendiri. 
Tabel 3.6 
Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Priode 
Bulan Desember 2018 berdasarkan Tingkat Provinsi
21
 
Nomor Provinsi Per desember tahun 2018 
1 Jawa Timur 60.714 
2 Jawa Tengah 56.100 
3 Jawa Barat 54.740 
4 Nusa Tenggara Barat 32.121 
5 Lampung  17.910 
6 Sumatera Utara 17.887 
7 Bali  4.172 
8 Banten  2.316 
9 Nusa Tenggara Timur 1.970 
10 Sumatera Selatan 1.845 
11 Kalimantan Barat  1.797 
12 Kalimantan Timur 1.722 
13 Diyogyakarta 1.360 
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Nomor Provinsi Per desember tahun 2018 
14 Kepulauan Riau 1.209 
15 Sulawesi Selatan 1.072 
16 Sumatera Barat 1.081 
17 DKI Jakarta 762 
18 Aceh  925 
19 Riau  1.011 
20 Sulawesi Tengah 767 
21 Sulawesi Utara 430 
22 Jambi 303 
23 Bengkulu  398 
24 Sulawesi Tenggara 349 
25 Sulawesi Barat 278 
26 Kalimantan Utara 561 
27 Kalimantan Selatan 150 
28 Maluku  38 
29 Kalimantan Tengah 40 
30 Bangka Belitung 21 
31 Gorontalo 14 
32 Maluku Utara 14 
33 Papua 11 
34 Papua Barat 4 
TOTAL Dengan Priode cetak 14 Januari 
2019 
264.092 
Sumber : Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 
(BNP2TKI) 
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Gambar 3.3 
Jumlah Penempatan TKI Per Agustus 2019
22
 
 Sumber : Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia (BNP2TKI) 
No  Bulan  2017 2018 2019 
1 Agustus  23.185 25.285 20.827 
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Gambar3.4 
Jumlah Penempatan TKI berdasarkan Jenis Kelamin Per Agustus 2019
23
 
 
 Sumber : Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia (BNP2TKI) 
 
Penempatan PMI berdasarkan Jenis Kelamin Periode Tahun 2019 (Agustus)  
2017 Laki-laki 7.324 
Perempun  15.861 
Total  23.185 
2018 Laki-laki 7.348 
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Perempun  17.937 
Total  25.285 
2019 Laki-laki 6.909 
Perempun  13.918 
Total  20.827 
 
Tabel 3.7 
Data  Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia berdasarkan 
Provinsi TKI Per Agustus 2019
24
 
No  Provinsi  2017 2018 2019 
Agustus  Agustus Agustus 
1 Jawa Timur 5.253 6.634 4.795 
2 Jawa Barat 4.776 5.001 4.653 
3 Jawa Tengah 4.696 5.729 4.617 
4 Nusa Tenggara Barat 2.947 2.356 2.069 
5 Lampung 1.265 1.557 1.865 
6 Sumatera Utara 1.772 1.812 1.239 
7 Bali 282 210 256 
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NO 
 
PROVINSI 
2017 2018 2019 
Agustus  Agustus Agustus 
8 Banten 257 253 220 
9 Sumatera Selatan 185 78 147 
10 Di Yogyakarta 124 188 137 
11 Kalimantan Barat 94 156 133 
12 Nusa Tenggara Timur 179 238 107 
13 Sulawesi Selatan 157 84 71 
14 Riau 88 113 71 
15 Dki Jakarta 88 85 69 
16 Kepulauan Riau 285 102 58 
17 Sulawesi Utara 30 58 57 
18 Sulawesi Tengah 43 80 47 
19 Aceh 86 114 46 
20 Kalimantan Utara 4 15 40 
21 Sumatera Barat 113 52 40 
22 Jambi 20 14 27 
23 Bengkulu 19 36 16 
24 Sulawesi Tenggara 48 32 14 
25 Kalimantan Timur 296 206 14 
26 Kalimantan Selatan 10 24 6 
27 Maluku 23 3 4 
28 Sulawesi Barat 33 38 3 
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NO 
 
PROVINSI 
2017 2018 2019 
Agustus  Agustus Agustus 
29 Maluku Utara 2 0 3 
30 Bangka Belitung 1 1 2 
31 Papua 2 0 1 
32 Kalimantan Tengah 3 8 0 
33 Gorontalo 3 8 0 
34 Papua Barat 1 0 0 
Total perempatan TKI 
berdasarkan Provinsi Per 5 
september 2019 
23.185 25.285 20.827 
Sumber : Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia (BNP2TKI) 
Tabel 3.8 
Jumlah Penempatan Berdasarkan Kabupaten/Kota TKI Per Agustus 2019
25
 
NO  Kabupaten/kota 2017 2018 2019 
Agustus  Agustus Agustus 
1 Indramayu 1.599 1.881 1.893 
2 Cirebon (Kab) 940 1.045 986 
3 Lombok Timur 1.229 852 826 
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NO  Kabupaten/kota 2017 2018 2019 
Agustus  Agustus Agustus 
4 Cilacap 822 1.039 825 
5 Lampung Timur 465 618 718 
6 Ponorogo 729 989 709 
7 Blitar 670 843 645 
8 Brebes 394 548 601 
9 Lombok Tengah 812 634 579 
10 Kendal 537 695 533 
11 Tulungagung 522 648 515 
12 Malang 664 802 491 
13 Subang 675 620 473 
14 Banyuwangi 451 579 417 
15 Madiun 379 432 367 
16 Karawang 321 330 330 
17 Majalengka 269 327 324 
18 Kediri 323 389 303 
19 Pati 317 406 286 
20 Lampung Tengah 177 221 283 
21 Banyumas 327 403 279 
22 Lombok Barat 418 365 225 
23 Grobogan 234 306 220 
24 Trenggalek 224 317 205 
25 Magetan 204 284 204 
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NO  Kabupaten/kota 2017 2018 2019 
Agustus  Agustus Agustus 
26 Lainnya 9.483 9.712 7.590 
Total perempatan tki 
berdasarkan kabupaten/ 
kota  per 5 september 2019 
23.185 25.285 20.827 
Sumber : Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 
(BNP2TKI) 
Gambar 3.5 
Jumlah Penempatan TKI bedasarkan Tingkat Pendidikan Per Agustus 2019 
26
 
   
Sumber : Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia (BNP2TKI) 
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Pendidikan  
2017 2018 2019 
Agustus  Agustus  Agustus  
Pasca Sarjana 5 1 2 
Sarjana  89 80 114 
Diploma  290 187 192 
SMU 6.932 7.503 6.174 
SMP 8.199 9.252 8.202 
SD 7.670 8.262 6.143 
TOTAL 23.185 25.285 20.827 
 
Gambar 3.6 
Jumlah Penempatan TKI berdasarkan Setatus Perkawinan Per Agustus 2019
27
 
 
Sumber : Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia (BNP2TKI) 
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No  Status Perkawinan 2017 2018 2019 
Agustus  Agustus  Agustus  
1 Kawin  10.237 9.512 8.629 
2 Belum Kawin 8.905 9.565 7.787 
3 Cerai  4.043 6.208 4.411 
Total 23.185 25.285 20.827 
 
Tabel 3.9 
Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Priode 
Bulan Desember 2018 berdasarkan Jumlah Penerbitan Surat Ijin Pengerahan 
(SIP) berdasarkan Negara
28
 
Nomor Negara Per desember tahun 2018 
1 Aljazair  0 
2 Australia  127 
3 Bahrain  0 
4 Brunai Darussalam 10.481 
5 Greece  145 
6 Hong Kong 27 
7 Italy  999 
8 Japan  10 
9 Jordan  3 
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Nomor Negara Per desember tahun 2018 
10 Kuwait  230 
11 Maldives  0 
12 New Zealand 194 
13 Qatar  37 
14 Saudi Arabia 19 
15 Singapore 0 
16 Solomon Islands 0 
17 Sri Langka 0 
18 Suriname  0 
19 Taiwan  0 
20 Turkey  700 
21 United Arab Emirates 75 
22 Malaysi a 102.161 
TOTAL dengan Priode cetak 10 Januari 
2019 
115.208 
Sumber : Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia (BNP2TKI) 
 
 
 
 
 
 
97 
 
 
 
Tabel 3.10 
Berdasarkan Jumlah Transaksi Kedatangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) 
berdasarkan TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Per Juli 2019
29
 
 
NO 
                       
Negara  
2017 2018 2019 
Juli Juli Juli 
   1 Malaysia 1.984 2.471 23 
   2 T A I W A N 963 1.316 0 
   3 Hongkong 689 1.066 1 
   4 Singapura 753 947 0 
   5 Saudi Arabia 624 705 0 
   6 Korea Selatan 249 281 0 
   7 Brunai Darussalam 300 397 0 
   8 T U R K I 60 69 0 
   9 United Emirate Arab (Uea) 572 375 0 
  10 Italia 128 106 0 
  11 Kuwait 73 89 0 
  12 O M A N 292 233 0 
  13 Q A T A R 250 211 0 
  14 Selandia Baru 1 1 0 
  15 Maldivest 25 43 0 
  16 Bahrain 177 113 0 
  17 Jepang 94 62 0 
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NO Negara 2017 2018 2019 
Juli Juli Juli 
  18 Zambia 23 23 0 
  19 Sri Langka 5 9 0 
  20 Amerika Serikat (Us) 270 143 0 
  21 India 8 17 0 
  22 Spanyol 58 23 0 
  23 R R C 42 19 0 
  24 Afrika Selatan 37 21 0 
  25 Thailand 37 11 0 
  26 Lainnya 492 327 0 
Total 8.206 9.078 24 
Sumber : Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia (BNP2TKI) 
Tabel 3.11 
Penempatan TKI berdasarkan Negara Penempatan
30
 
No  Negara Penempatan 2017 2018 2019 
Agustus  Agustus  Agustus  
1 Taiwan 5.940 6.763 6.791 
2 Malaysia 8.713 7.813 6.270 
3 Hong Kong 4.460 6.291 4.421 
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No Negara Penempatan 
2017 2018 2019 
Agustus  Agustus  Agustus  
4 Singapore 1.078 1.568 1.531 
5 Brunei Darussalam 732 462 490 
6 Saudi Arabia 884 650 442 
7 Korea Selatan 279 946 266 
8 Italy 78 83 182 
9 Papua New Guinea 11 11 67 
10 Oman 176 136 59 
11 Poland 8 15 50 
12 United Arab Emirates 239 52 39 
13 Kuwait 100 90 37 
14 Solomon Islands 17 40 22 
15 Japan 45 16 19 
16 Qatar 149 51 19 
17 Bahrain 21 5 19 
18 Zambia 45 15 17 
19 Maldives 7 17 16 
20 Turkey 31 30 14 
21 Russia 15 8 14 
22 China 5 1 7 
23 Palau 0 1 5 
24 Fiji Islands 0 0 5 
25 Gabon 25 62 4 
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No Negara Penempatan 
2017 2018 2019 
Agustus  Agustus  Agustus  
26 Lainnya 127 159 21 
Total 23.185 25.285 20.827 
Sumber : Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia (BNP2TKI) 
Tabel 3.12 
Kedatangan PMI berdasarkan Negara Penempatan Per Juli 2019
31
 
No Negara 2017 2018 2019 
Juli Juli Juli 
1 Malaysia 1.984 2.471 23 
2 T A I W A N 963 1.316 0 
3 Hongkong 689 1.066 1 
4 Singapura 753 947 0 
5 Saudi Arabia 624 705 0 
6 Korea Selatan 249 281 0 
7 Brunai Darussalam 300 397 0 
8 T U R K I 60 69 0 
9 United Emirate Arab (Uea) 572 375 0 
10 Italia 128 106 0 
11 Kuwait 73 89 0 
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No Negara 2017 2018 2019 
Juli Juli Juli 
12 O M A N 292 233 0 
13 Q A T A R 250 211 0 
14 Selandia Baru 1 1 0 
15 Maldivest 25 43 0 
16 Bahrain 177 113 0 
17 Jepang 94 62 0 
18 Zambia 23 23 0 
19 Sri Langka 5 9 0 
20 Amerika Serikat (Us) 270 143 0 
21 India 8 17 0 
22 Spanyol 58 23 0 
23 R R C 42 19 0 
24 Afrika Selatan 37 21 0 
25 Thailand 37 11 0 
26 Lainnya 492 327 0 
Total 8.206 9.078 24 
Sumber : Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia (BNP2TKI) 
 Malaysia masih tetap menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia yang 
ingin bekerja diluar negeri.  
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Tabel 3.13 
NegaraPpenempatan TKI di Timur Tengah
32
 
No. Negara di Timur Tengah Jumlah TKI  
1 Arab Saudi 555.813 
2 Syria  80.289  
3 Kuwait  78.838 
4 Uni Emirat Arab 76.196 
5 Jordania  30.257 
6 Berunai Daruslam 25.647 
7 Oman  25103 
8 Qatar  18.916 
9 Bahrain  5.756 
10 Macao 5.630 
11 Yaman  3.181 
12 Mesir  660 
13 Sudan  344 
14 Libya  198 
15 Maroko  120 
16 Lebanon  78 
17 Tunisia  43 
18 Afrika Selatan 37 
19 Aljazair  35 
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No. Negara di Timur Tengah Jumlah TKI  
20 Iran  14 
Jumlah kedatangan TKI 2011 901.796 
Sumber : Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia (BNP2TKI) 
 
C. Data TKI Bermasalah 
Tabel 3.14 
Jumlah Pengduan PMI berdasarkan Kabupaten/Kota
33
 
No Kabupaten/Kota 2017 2018 2019 
Agustus Agustus Agustus 
1 Aceh Barat 0 244 284 
2 Cirebon (Kab) 22 8 35 
3 Indramayu 20 15 28 
4 Majalengka 3 2 11 
5 Jakarta Utara 1 0 10 
6 Bandung (Kab) 4 3 9 
7 Karawang 13 5 8 
8 Bima 4 0 8 
9 Sukabumi (Kab) 6 4 7 
10 Mataram 2 0 7 
                                                          
 
       
33
Admin,Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri, 
www.bnp2tki.go.id, diakses tanggal 23 september 2019. 
104 
 
 
 
No  Kabupaten/kota 2017 2018 2019 
Agustus Agustus Agustus 
11 Cianjur 8 2 6 
12 Serang 8 10 5 
13 Lombok Timur 12 0 5 
14 Lombok Barat 3 0 5 
15 Sumbawa 5 4 4 
16 Serang (Kota) 1 5 4 
17 Purwakarta 0 3 3 
18 Bangkalan 3 1 3 
19 Ponorogo 3 3 3 
20 Lombok Tengah 5 4 2 
21 Subang 4 10 1 
22 Medan 6 2 1 
23 Tulungagung 3 1 2 
24 Kediri 3 1 2 
25 Pandeglang 1 1 2 
26 Lainnya 181 105 82 
Total 321 433 537 
Sumber : Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia (BNP2TKI) 
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Tabel 3.15 
Data Penempatan dan Perlindungan PMI Periode Bulan Agustus 2019 Jumlah 
Pengduan PMI berdasarkan Provinsi
34
 
No Provinsi 2017 2018 2019 
Agustus Agustus Agustus 
1 Aceh 6 246 284 
2 Jawa Barat 121 57 125 
3 Nusa Tenggara Barat 34 9 31 
4 Jawa Timur 40 19 20 
5 Lampung 14 6 14 
6 Dki Jakarta 1 0 13 
7 Banten 11 20 11 
8 Jawa Tengah 24 14 7 
9 Sumatera Utara 18 2 5 
10 Nusa Tenggara Timur 27 7 4 
11 Riau 1 0 4 
12 Sumatera Barat 1 2 4 
13 Sulawesi Utara 1 3 3 
14 Sumatera Selatan 5 2 2 
15 Sulawesi Tengah 1 6 2 
16 Sulawesi Barat 0 0 2 
17 Sulawesi Selatan 0 2 1 
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No Provinsi 2017 2018 2019 
   Agustus   Agustus   Agustus 
18 Kepulauan Riau 1 5 1 
19 Kalimantan Barat 2 3 1 
20 Di Yogyakarta 0 1 1 
21 Kalimantan Timur 0 0 1 
22 Papua 0 0 1 
23 Bali 12 9 0 
24 Jambi 0 8 0 
25 Kalimantan Selatan 0 1 0 
26 Sulawesi Tenggara 0 10 0 
27 Maluku 1 1 0 
Total 321 433 537 
Sumber : Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia (BNP2TKI) 
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Tabel 3.16 
Data Penempatan dan Perlindungan PMI Periode Bulan Agustus 2019 
berdasarkan Jumlah Pengduan PMI Berdasarkan Negara Penempatan
35
 
No  Negara                                  2017 2018 2019 
Agustus Agustus Agustus 
1 Malaysia 110 310 336 
2 Saudi Arabia 71 41 53 
3 Taiwan 41 13 39 
4 Hong Kong 12 21 24 
5 Jordan 9 8 19 
6 United Arab Emirates 13 3 15 
7 Peru 0 0 13 
8 Singapore 14 5 10 
9 Qatar 5 0 3 
10 Algeria 0 0 3 
11 Australia 0 0 3 
12 Brunei Darussalam 7 5 2 
13 China 0 0 2 
14 Korea Selatan 6 2 1 
15 Iraq 0 4 1 
16 Papua New Guinea 1 0 1 
17 Malawi 0 0 1 
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No  Negara                                  2017 2018 2019 
Agustus Agustus Agustus 
18 Indonesia 0 0 1 
19 Mali 0 0 1 
20 Syria 6 6 0 
21 Bahrain 5 1 0 
22 Kuwait 3 0 0 
23 Oman 1 1 0 
24 Morocco 2 2 0 
25 Egypt 1 0 0 
26 Lainnya 14 11 9 
Total 321 433 537 
Sumber : Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia (BNP2TKI) 
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 Tabel 3.17  
Data Rekapitulasi TKI bermaslah berdasarkan Negara Penempatan
36
 
Negara 
Penempatan  
Januari  Februari  Maret  April  Mei  Jumlah  
Arab Saudi 226 171 1 160 218 776 
Mesir - - 10 3 - 13 
Malasiya  133 56 9 54 - 252 
Taiwan  - - - - - -  
Singapura  - - - 1 - 1 
Hongkong  - - - 2 - 2 
Uni Emirat Arab 15 13 18 24 - 70 
Qatar  - 1 1 -  2 
Syiria  5 77 83 31 - 196 
Kuwait  1 9 1 - - 11 
Yordania  24 5 42 13 - 84 
Yamenia  - - - - - - 
Sudan  - - - 1 - 1 
Turki  1 -  1 - 2 
Lebanon  - - - 1 - 1  
Jumlah Per 
Januari-Mei 2011 
 
405 
 
 
332 
 
165 
 
290 
 
218 
 
1.410 
Sumber : Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia (BNP2TKI) 
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Tabel 3.18 
Negara Penempatan TKI bermaslah di Timur Tengah
37
 
No. Negara 
Penempatan 
Habis 
Kontrak  
Cuti  Bermasalah  Total  
1 Bahrain  527 24 155 706 
2 Yordania  1.305 20 74 1.399 
3 Kuwait  1.121 151 61 1.333 
4 Libya  10 - - 10 
5 Oman  1.411 110 371 1.892 
6 Qatar  1.142 102 721 1.964 
7 Arab Saudi 21.912 2.018 1.996 25.926 
8 Suriah  655 4 46 705 
9 Uni Emirat Arab 3.311 372 1.128 4.766 
10 Yaman  15 1 1 17 
Jumlah Per April 
2011 
31.409 2.757 4.553 38.719 
Sumber : Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia (BNP2TKI) 
Arab saudi menjadi negara yang paling bayak bermasalah, mengingat kuota 
disana yang terbanyak. Meski begitu, Arab saudi tetap menjadi negara yang 
banyak dipilih oleh TKI. Salah satu alasan pemilihan Arab saudi adalah besara 
upah yang di tawarkan lebih tinggi di bandingkan negara tujuan lain.  
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Namun, berdasarkan data dari Tabel ke 17 memberikan gambaran bahwa Arab 
Saudi mengalami penurunan yang sangat derastis pada masalah perlindungan 
yang diberikan pada TKI yang bekerja disana. Dengan bukti keseriusan negara 
Arab Saudi dalam menangani kasus TKI bermaslah disana, pemerintah masih 
terus mengirimkan TKI kesana degan memberikan pengawasan lebih kepada TKI 
disana.  
Pemerintah juga mengupayakan perbaikan kontrak mengenai pekerjaan yang 
arus dilakukan oleh TKI. Seperti, baby sister hanya bekerja dan beertanggung 
jawab pada yang diasuhnya dan tidak mengerjakan pekerjaan rumah tangga 
lainya, pemberlakuan hari libur pada para pekerja, dan juga perlakuan yang harus 
dilakukan oleh majikan kepada pekerjanya begitu juga sebaliknya. 
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Gambar 3.7 
Data Penempatan dan Perlindungan PMI Periode Bulan Agustus 2019 
berdasarkan Skema Penempatan
38
    
Sumber : Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia (BNP2TKI) 
 
No Skema Penempatan 2017 2018 2019 
Agustus Agustus Agustus 
1 Masa Penempatan 269 355 434 
2 Pra Penempatan 39 48 47 
3 Purna Penempatan 13 30 56 
Total 321 433 537 
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Gambar 3.8 
Data Penempatan dan Perlindungan PMI Priode Bulan Agustus 2019 
Pengduan PMI Di Crisis Center berdasarkan Media
39
 
 
Sumber : Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 
(BNP2TKI) 
 
No Media Pengaduan 2017 2018 2019 
Agustus Agustus Agustus 
1 Langsung 100 216 328 
2 Surat 100 117 122 
3 Email 12 26 27 
4 Sms 0 8 41 
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No Media Pengaduan 2017 2018 2019 
Agustus Agustus Agustus 
5 Media Sosial 12 38 14 
6 Lain-Lain 38 14 5 
7 Telepon 59 14 0 
Total 321 433 537 
 
Tabel 3.19 
Data Penempatan dan Perlindungan PMI Periode Bulan Agustus 2019 Pengduan 
PMI Di Crisis Center berdasarkan Status Periode
40
 
 
No 
 
Status Pengaduan 
2017 2018 2019 
Agustus Agustus Agustus 
1 Selesai 284 420 528 
2 Pengaduan Baru 2 4 9 
3 Validasi 5 0 0 
4 Distribusi 3 8 0 
5 Proses Di Unit Kerja Bnp2tki 16 0 0 
6 Proses Di Luar Bnp2tki 11 1 0 
Total 321 433 537 
Sumber : Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia (BNP2TKI) 
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Tabel 3.20 
Jumlah Pengaduan PMI berdasarkan Jenis Masalah
41
 
No Jenis Masalah 2017 2018 2019 
Agustus Agustus Agustus 
1 Gaji Tidak di Bayar 26 9 38 
2 Biaya Penempatan Melebihi Struktur Biaya 0 16 30 
3 TKI Ingin di ulangkan 28 19 28 
4 Penahanan Paspor atau Dokumen lainnya oleh 
PPTKIS 
3 2 23 
5 Sakit 19 16 17 
6 Overstay 15 7 13 
7 Pekerjaan Tidak Sesuai PK 12 11 9 
8 Tindak Kekerasan dari Majikan 11 2 8 
9 Putus Hubungan Komunikasi 22 16 7 
10 Penipuan Peluang Kerja 2 4 5 
11 TKI Gagal Berangkat 27 17 5 
12 Perdagangan Orang 2 12 5 
13 TKI Membawa Anak 0 0 3 
14 Gagal Penempatan 1 1 3 
15 Ilegal Rekrut Calon Tki 2 4 2 
16 Unfit 0 0 2 
17 Potongan Gaji Melebihi Ketentuan 25 1 2 
18 Pemalsuan Dokumen (KTP, Ijazah, Umur, Ijin 
Orang Tua) 
0 1 2 
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No Jenis Masalah 2017 2018 2019 
Agustus Agustus Agustus 
19 Kecelakaan 0 3 2 
20 Penyalahgunaan Izin Tinggal 1 0 2 
21 TKI Tidak Punya Ongkos Pulang 2 0 2 
22 Pemutusan Hubungan Kerja Sebelum Masa 
Perjanjian Kerja Berakhir 
16 1 1 
23 Beban Kerja Terlalu Berat 0 5 1 
24 Gaji di Bawah Standar 1 0 1 
25 TKI dalam Tahanan/Proses Tahanan 3 0 1 
26 Lainnya 103 286 325 
Total 321 433 537 
Sumber : Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia (BNP2TKI) 
 
D. Data Kepulangan TKI 
kepulangan TKI berdasarkan data statistik yang di publis BNP2TKI , Data 
Rekapitulasi kepulangan TKI jumlah kepulangan TKI dan jumlah kepulangan 
TKI bermasalah.
42
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 Badan Nasioal Penempatan dan Perlindunga TKI di luar negeri, 
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Tabel 3.21 
Data Kepulangan TKI:
43
 
Tahun 
Jumlah kepulangan TKI 
2006 
376,782 
2007 
354,921 
2008 
447,016 
2009 
492,073 
2010 
539,169 
2011 
494,266 
2012 
393,720 
2013 
260,093 
2014 201,799 
Sumber : Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia (BNP2TKI) 
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Tabel 3.22 
Kepulangan TKI  berdasarkan Peresentase Jumlah TKI Bermaslah:
44
 
Tahun Jumlah kepulangan 
TKI 
Jumlah TKI 
bermaslah 
Peresentase 
2006 
376,782 57,971 15,4 % 
2007 
354,921 58,085 16,4% 
2008 
447,016 50,765 11,4% 
2009 
492,073 53,168 10,8% 
2010 
539,169 95,060 14,4% 
2011 
494,266 72,194 14,7% 
2012 
393,720 47,620 12,9% 
2013 
260,093 44,087 13,6% 
2014 
201,799 30,661 15,1% 
Sumber : Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia (BNP2TKI) 
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Tabel 3.23 
Data PMI TKI Meninggal di Luar Negeri yang di Pulangkan ke tanah air 
(kawasan Timur Tengah & Asia Pasifik & Amerika & Eropa)
45
 
Kawasan Negara Penempatan 2017 2018 2019 
Agustus Agustus Agustu
s 
 
 
 
 
Timur Tengah 
Uni Emirat Arab 0 1 0 
Saudi Arabia 0 2 0 
Bahrain 2 0 0 
Syria 0 0 1 
Senegal 0 1 0 
Qatar 1 1 0 
Yordania 0 2 0 
Sierra Leone 1 0 0 
Pakistan 0 0 1 
Total 4 7 2 
 
 
Asia Pasifik & 
Amerika 
Taiwan 2 5 4 
Malaysia 2 9 2 
Brunai Darussalam 0 3 0 
Hongkong 0 4 0 
Korea Selatan 2 2 1 
Total 6 23 7 
Eropa Italy 0 0 1 
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Total 0 0 1 
 
Total 
(Timur Tengah + 
Asia Pasifik & 
Amerika 
+ Eropa) 
 
10 
 
30 
 
10 
Sumber : Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia (BNP2TKI) 
 
E. Contoh Penyelesaian Kasus TKI 
Tahun 2010 adalah tahun dimana Pemerintah Indonesia mulai bertindak 
tegas terhadap permasahan yang diterima TKI di negara Arab Saudi. Hal itu 
diawali dengan musibah yang menimpa Aminah (TKW asal Cianjur, Jawa 
Barat), yang mendaptkan penganiayaan dari majikannya hingga meninggal 
dunia. Di bulan dan tahun yang sama, Nia (TKW asal Bandug, Jawa Barat) 
mengalami Abussing (perlakuan kasar), raping (pemerkosaan) dan gaji yang 
tidak dibayarkan selama setahun penuh.  
Selanjutnya penyiksaan yang dialami Sumiati (TKW asal Bima, NTB), 
Sumiati mengalami penyksaan yang sangat berat mulai dari disetlika, 
digunting, dipukul hingga dibakar yang menyebabkan kelumpuhan. Kasus 
yang dialami Sumiati langsung mendapatkan peratian dunia terutama dari 
Organisasi HAM Amnesti Internasional yang langsung menganjurkan 
Pemeritah Indonesia mengeluarkan memorendum of understanding kepada 
pemerintah Arab Saudi.  
121 
 
 
 
Namun, pada bulan November, Kikim Komalasari (TKW asal Cianjur, 
Jawa Barat) dibunuh dan jenazahnya dibuang di tempat pembuangan sampah 
di kota Abha Arab Saudi. Pada bulan maret Pemerintah melalui kemenlu, 
kemenkumham, kemenakertrans mengeluatkan memorendum of 
understanding yang langsung ditanggapi oleh Jeddah Chamber of Commerce 
and Industry (JCCI) dikarenakan banyaknya berita negatif pada media massa 
Indonesia terhadap pemertintah Arab Saudi yang dikhawatirkan memperburuk 
citra Arab Saudi di mata dunia.
46
 
Berdasarkan data yang diperoleh dari migrant care, negara melalui 
keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI mengeluarkan Peraturan Menteri 
Ketenagakerjaan RI No. 18 tahun 2018 tentang jaminan sosial pekerja migrant 
Indonesia yang menggantikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 7 tahun 
2017 tentang program jaminan sosial TKI. Dalam Peraturan Menteri 
Ketenagakerjaan RI No. 18 tahun 2018 tentang jaminan sosial pekerja migrant 
Indonesia ini Pemerintah memberikan 3 (tiga) program jaminan sosial yaitu 
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan 
Hari Tua (JHT).  
Program-program terebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam 
bentuk pertanggung jawaban pada buruh migrant / Tenaga Kerja Indonesia 
(TKI) mengenai jaminan akan hal-hal buruk yang mungkin saja bisa terjadi di 
kemudian hari dan sekaligus sebagai dasar hukum atas pemberian hak dalam 
bentuk jaminan masa purna tugas bagi para mantan buruh migrant/ Tenaga 
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Kerja Indonesia (TKI) yang bisa diambil melalui program ke-tiga yaitu 
jaminan hari tua.
47
  
Sedangkan dalam pasal 33 Undang-undang no. 18 tahun 2017 menyatakan 
bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan perlindungan 
hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) sesuai dengan kententuan 
peraturan perUndang-undangan, hukum negara tujuan penempatan, serta 
hukum dan kebiasaan internasional.
48
dalam mengatasi permasalahan yang 
menimpa TKI pemerintah mengupayakan pemulangan TKI serta 
pendampingan kepada TKI selama menjalani masa persidangan dan 
mengupayakan pembebasan baik dari penjara maupun hukuman mati yang 
menjerat TKI.  
Dari tahun 2015 sampai juni 2019,  BNP2TKI sudah berhasil 
memulangkan sebanyak 73.993 PMIB (pekerja migran Indonesia bermasalah) 
ke berbagai daera asal. Asalan pemulangan para TKI karena bebagai masalah 
seperti sakit, putus komunikasi, meninggal dan berbagai masalah lainnya. 
Tahun 2015 sebanyak 19.486 orang PMIB (pekerja migran Indonesia 
bermasalah) dapat dipulangkan, tahun 2016 sebanyak 15.684 orang PMIB 
(pekerja migran Indonesia bermasalah) dapat dipulangkan, tahun 2017 
sebanyak 18.050 orang PMIB (pekerja migran Indonesia bermasalah) dapat 
dipulangkan, tahun 2018 sebanyak 14.349 orang PMIB (pekerja migran 
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Indonesia bermasalah) dapat dipulangkan dan hingga juni tahun 2019 
sebanyak 6.421 orang PMIB (pekerja migran Indonesia bermasalah) dapat 
dipulangkan oleh BNP2TKI.
49
 
Pemerintah Indonesia juga mulai menegaskan akan mengeluarkan 
moratorium Tenaga Kerja Indonesia atau Penghentian sementara Tenaga 
Kerja Indonesia ke negara-negara yang di anggap tidak mampu untuk 
melindungi para Tenaga Kerja Indonesia yang berada dalam negaranya. 
moratorium Tenaga Kerja Indonesia dianggap mampu mengangkat derajat 
bangsa Indonesia yang saat ini di kenal sebagai negara pengirim Pembantu 
Rumah Tangga (PRT) terutama di negara Arab Saudi. moratorium Tenaga 
Kerja Indonesia sudah pernah dikeluarkan pada saat meninggalnya Sumiati 
karena disiksa oleh majikannya. Sumiati adalah Tenaga Kerja indonesia yang 
bekerja di Arab Saudi. 
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BAB IV 
ANALISIS TINJAUAN UU NO. 39 TAHUN 2004 TENTANG 
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA  
INDONESIA DI LUAR NEGERI DAN SADD AŻ-ŻARI@’AH  
TERHADAP PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI  
OLEH BNP2TKI 
 
A. Analisis tinjauan Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang penempatan 
dan perlindungan TKI di luar negeri terhadap penempatan dan 
perlindungan TKI oleh BNP2TKI  
1. Penempatan 
Dalam pelaksanaan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 
yang dilakukan oleh pemerintah RI, dalam pasal 11 pasal (1) menyatakan 
penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) hanya dapat dilakukan di 
negara yang sudah melakukan perjanjian secara tertulis dengan pemerintah 
Republik Indonesia melalui perwakilannya atau pada pengguna Tenaga 
Kerja Indonesia (TKI) yang berbadan hukum dengan melakukan 
perjanjian secara tertulis dengan pemerintah Republik Indonesia. 
perjanjian secara tertulis yang dilakukan memuat peraturan-peraturan yang 
harus dipenuhi kedua belah pihak yang bersangkutan.
1
  
Tidak semua negara memiliki perjanjian dengan negara Indonesia, 
ada beberapa negara yang tidak diperbolehkan oleh pemerintah Indonesia 
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 Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia di luar negeri 
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untuk mengirimkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke negaranya. Seperti 
penghentian pengiriman  Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke beberapa 
negara di Timur Tengah pada tahun 2015 karena dinilai masih kurangnya 
perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di sektor domestik dan 
budaya setempat yang mempersulit tindakan perlindungan terhadap 
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bermasalah.  
Sedangkan dalam penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 
perseorangan, sebelumnya calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) harus 
melakukan pendaftaran, mengisi biodata, mengajukan surat Kartu Tenaga 
Kerja Luar Negeri (KTKLN). Setelah sampai di negara penempatan 
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) harus melaporkan kedatangannya untuk 
selanjutnya mendapatkan perlindungan dari pemerintah selama ada di 
negara penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
2
  
Meskipun pendataan sebelum keberangkatan dan kedatangan  
sudah dilakukan pada Tenaga Kerja Indonesia (TKI), pendataan terhadap 
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang sudah berada di negara penempatan 
juga sangat dibutuhkan guna mempermudah pemerintah dalam mengawasi 
dan melindungi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di negara penempatan.  
Sesuai dengan teknis penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), 
penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dilakukan oleh 
pemerintah diawali dengan adanya perekrutan, pemeriksaan psikologi dan 
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kesehatan, perjanjian penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), 
pengurusan paspor, pengurusan asuransi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), 
perjanjian kerja, pengurusan visa, Pembekalan Akhir Penempatan (PAP), 
penertiban Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) dan 
pemberangkatan
3
.  
Adanya dokumen yang jelas mempermudah pemerintah dalam 
memberikan informasi yang berguna bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 
dan mempermudah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk memperoleh 
jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan bagi Tenaga Kerja 
Indonesia (TKI) yang sudah menyelesaikan masa kontrak kerjanya dan 
ingin pulang ke daerah asalnya di Indonesia.  
Dalam pelaksanaan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), 
berdasarkan penerbitan Surat Ijin Pengerahan (SIP) terdapat total 115,208 
jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang diberangkatkan dan sebanyak 
102,161 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ditempatkan di Malaysia.
4
 
Pemerintah Indonesia juga telah menyepakati MoU (Memorandum of 
Understanding) dengan pemerintah Malaysia terkait perlindungan pekerja 
rumah tangga  di mana menurut data Migrant Care sebanyak 39% Tenaga 
Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia mengalami kekekrasan selama masa 
penempatan. 
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Adanya MoU (Memorandum of Understanding) ini merupakan 
salah satu bentuk upaya pemerintah dalam menekan negara Malaysia agar 
lebih memperhatikan para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ada di 
negaranya. Pada tahun 2011, berdasarkan data rekapitulasi Tenaga Kerja 
Indonesia (TKI) bermaslah berdasarkan negara penempatan masih saja 
terdapat Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bermasalah di Malaysia sebanyak 
252 orang.  
Hingga kini pemerintah terus menekan pemerintah malaysia agar 
memperbaharui  MoU (Memorandum of Understanding) karena masih di 
anggap lemah untuk melindungi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang 
berada di Malaysia. 
Sedangkan dalam pelaksanaan penempatan Tenaga Kerja 
Indonesia (TKI), berdasarkan negara penempatan di Timur Tengah 
terdapat 901,796 dan sebanyak 555,813 memilih Arab Saudi sebagai 
negara tujuan penempatan karena terdapat kesamaan budaya dan agama 
yang dianut.  
Namun, sebanyak 25.926 dari total 555,813 Tenaga Kerja 
Indonesia (TKI) yang berada di Arab Saudi mengalami berbagai macam 
masalah baik masalah ringan ataupun berat seperti kasus pembunuhan 
Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
5
 Sehingga, Pemerintah Indonesia membuat 
MoU (Memorandum of Understanding) dengan pemerintah Arab Saudi 
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untuk melindungi para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang masih bekerja 
di Arab Saudi.  
Hingga tahun 2011, berdasarkan data rekapitulasi Tenaga Kerja 
Indonesia (TKI) bermaslah berdasarkan negara penempatan masih saja 
terdapat Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bermasalah di Arab Saudi 
sebanyak 776 orang. Meskipun sudah membuat MoU (Memorandum of 
Understanding) nyatanya belum mampu melindungi Tenaga Kerja 
Indonesia (TKI) yang ada di Arab Saudi.  
Sehingga pada tahun 2015, pemerintah melalui Menteri 
Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri menyatakan pelaraangan pengiriman ke 
semua negara yang berada di Timur Tengah. Negara-negara tersebut 
anatara lain Aljazair, Arab Saudi, Bahrain, Irak, Iran, Kuwait, Lebanon, 
Libya, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Pakistan, Palestina, Qatar, 
Sudan Selatan, Suriah, Tunisia, UEA, Yaman, dan Yordania.  
 
2. Perlindungan  
secara Teoritis perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terdapat 3 
macam yakni:  
a. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha 
kemasyarakatan demi tercapaiya kesejahteraan kerja; 
b. Pelindungan teknis, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha-
usaha agar buruh/pekerja terhindar dari bahaya demi tercapainya 
keselamatan kerja; dan 
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c. Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan 
pemenuhan kebutuhan sehari-hari demi tercapainya jaminan sosial. 
Dalam Undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan 
perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, perlindungan Tenaga 
Kerja Indonesia (TKI) terbagi menjadi 2 aspek yaitu perlindungan hukum 
administratif dan perlindungan hukum pidana.
6
  
Perlindungan hukum ini tidak hanya ditujukan pada Tenaga Kerja 
Indonesia (TKI) namun juga yang terlibat dalam pengiriman baik 
perseorangan maupun lembaga. Dalam aspek perlindungan hukum 
administrasi, pembinaan terhadap segala kegiatan yang berkenaan dengan 
penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 
(TKI) di luar negeri dapat mengikutsertakan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 
swasta, organisasi dan/atau masyarakat. 
Pembinaan yang dilakukan pemerintah mencakup Informasi, sumber 
daya manusia, dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). 
pembinaan oleh pemerintah dalam bidang informasi diawali dengan 
membentuk sistem dan jaringan informasi yang dapat diakses oleh seluruh 
lapisan masyarakat. informasi yang diberikan mencakup keseluruhan 
proses dan prosedur mengenai penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 
di luar negeri termasuk risiko bahaya yang mungkin terjadi selama masa 
penempatan. 
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Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 
mulai dari pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan 
diberikan bimbingan dan advokasi serta memfasilitasi penyelesaian 
masalah atau sengketa yang di alami oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI). 
Pertanggung jawaban di bidang ketenagakerjaan berada di tangan 
pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, 
yang dalam menjalankan pertanggung jawabannya dapat di wakilkan oleh 
perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.  
Perwakilan yang telah ditunjuk oleh pemerintah Indonesia wajib 
melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan 
penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri 
yang ada di daerahnya sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya 
kepada Menteri. Apabila ditemukan pelanggaran maka pelanggar 
dikenakan sanksi administratif. Di tahun 2014 sebanyak 201,799 Tenaga 
Kerja Indonesia (TKI) pulang ke tanah air dan 15,1% Tenaga Kerja 
Indonesia (TKI)  yang dipulangkan karena bermasalah.
7
 
Dalam aspek perlindungan hukum administrasi, untuk tindak pidana 
kejahatan diberikan pada seseorang yang menempatkan tenaga kerja tanpa 
surat izin dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma 
kesusilaan maka dijatuhi hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) 
tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit 
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Rp. 2.000.000.000.00., (dua miliyar rupiah) dan paling banyak Rp. 
15.000.000.00.00 ( lima belas miliyar rupiah).
8
  
Bagi pihak yang melakukan tindak pidana kejahatan seperti 
mengalihkan atau memindah tangankan Surat Ijin Pelaksanaan 
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI), Surat Ijin Pengerahan 
(SIP), perekrutan tanpa ijin, menempatkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 
yang tidak memenuhi syarat atau tidak lolos ujian, Tenaga Kerja Indonesia 
(TKI) tanpa dokumen, memberangkatkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)  
di luar negeri tanpa perlindungan program asuransi dan memberi 
perlakuan tidak wajar pada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) akan dikenakan 
pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 
lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000.00 
(satu miliyar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima 
miliyar rupiah).
9
 
Bagi pihak yang melakukan tindak pidana pelanggaran seperti 
Menempatkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tidak melalui mitra usaha, 
tidak memiliki Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN), untuk 
kepentingan sendiri dan tanpa izin, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tanpa 
dokumen, mempekerjakan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI), yang 
sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan dikenakan pidana kurungan 
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paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda 
paling sedikit Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliyar rupiah). Dan dalam menyelesaikan 
kasus hukum yang dialaminya, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dapat 
memilih penyelesaian melalui BNP2TKI ataupun di luar lembaga 
BNP2TKI.
10
 
 
B. Analisis penempatan dan perlindungan TKI oleh BNP2TKI terhadap 
Sadd aż-zari>ꞌah 
Sadd aż-zari>ꞌah memiliki pengertian Mencegah atau menyumbat sesuatu 
yang menjadi jalan kerusakan, dengan menyumbat jalan yang dapat 
menyampaikan seseorang pada kerusakan. Maksudnya adalah apabila ada 
perbuatan baik atau buruk yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan, 
maka perbuatan itu hendaknya di cegah atau di sumbat agar tidak terjadi 
kerusakan.  
Dalam Sadd aż-zari>ꞌah, ada beberapa hal dalam penempatan dan 
perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) oleh BNP2TKI yang bisa dikaji 
seperti dari data yang diperoleh BNP2TKI. Masih banyak permasalahan-
permasalahan yang timbul dari penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 
baik pra penempatan, masa penempatan maupun purna penempatan. 
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Berdasarkan data BNP2TKI per Agustus 2019 berdasarkan pengaduan di 
crisis center melalui media terdapat 328 pengaduan yang diterima langsung, 
122 pengaduan melalui surat, 27 pengaduan melalui email, 41 pengaduan 
melalui sms, 14 pengaduan melalui media sosial, dan 5 pengaduan melalui 
jalur lainnya. 
Sebanyak 527 pengaduan dapat diselesaikan pada tahun 2019.
11
 Hal ini 
menjalaskan bahwa pengiriman TKI masuk dalam kateori perbuatan itu 
mungkin menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang dan Perbuatan yang 
apabila dilakukan terindikasi akan menimbulkan bahaya.  
Sedangkan pengaduan yang dilakukan  Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 
didasarkan pada beberapa alasan diantaranya pada permasalahan Tenaga Kerja 
Indonesia (TKI) pra penempatan ada beberapa pengaduan seperti 5 pengaduan 
di dasarkan pada penipuan peluang kerja, 5 pengaduan di dasarkan pada 
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) gagal diberangkatkan, 5 pengaduan di dasarkan 
pada perdagangan orang, 3 pengaduan di dasarkan pada Tenaga Kerja 
Indonesia (TKI) yang kedapatan membawa anak, 3 pengaduan di dasarkan 
pada gagalnya penempatan, 2 pengaduan di dasarkan pada ilegal rekrut calon 
Tenaga Kerja Indonesia (TKI), 2 pengaduan di dasarkan pada unfit. 
Sedangkan pada masa penempatan terdapat permasalahan seperti 38 
pengaduan tentang gaji tidak dibayar, 30 pengaduan didasarkan pada biaya 
penempatan melebihi struktur biaya, 28 didarkan pada keinginan Tenaga 
Kerja Indonesia (TKI) ingin di pulangkan, 23 pengaduan didasarkan pada 
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penahanan paspor atau dokumen lainnya oleh pptkis,17 pengaduan didasarkan 
karena Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sakit, 13 pengaduan didasarkan pada 
permasalahan Overstay, 9 pengaduan didasarkan paada permasalahan 
pekerjaan yang didapat tidak sesuai pk, 8 pengaduan didasarkan pada 
mendapatkan tindak kekerasan dari majikannya. 
Ada pula 7 pengaduan di dasarkan pada putusnya hubungan komunikasi, 2 
pengaduan di dasarkan pada potongan gaji yang melebihi ketentuan, 2 
pengaduan di dasarkan pada pemalsuan dokumen, 2 pengaduan di dasarkan 
pada kecelakaan, 2 pengaduan di dasarkan pada penyalahgunaan izin tinggal, 
1 pengaduan di dasarkan pada pemutusan hubungan kerja sebelum masa 
perjanjian kerja berakhir, 1 pengaduan di dasarkan pada beban kerja terlalu 
berat, 1 pengaduan di dasarkan pada gaji dibawah standar, 1 pengaduan di 
dasarkan pada TKI di dalam tahanan/ dalam proses tahanan.
12
 
Pada masa purna penempatan terdapat 2 pengaduan di dasarkan pada 
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tidak memiliki ongkos pulang. Dan 325 
pengaduan di dasarkan pada permasalahan lainnya. Bila ditinjau dari Sadd aż-
zari>ꞌah, perbutan tersebut mengarah pada perbuatan yang pasti menyebabkan 
dikerjakannnya perbuatan terlarang dan tidak ada persoalan dan perbuatan ini 
termasuk dalam melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung 
kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan. 
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Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berdasarkan 
data dari BNP2TKI masuk dalam kategori objek perbuatan sadd az|-z|ari>ꞌah 
sering mengarah pada perbuatan dosa yaitu Kemungkinan kecil perbuatan itu 
jika dilakukan menyebabkan di kerjakannya perbuatan terlarang dan juga 
Memungkinkan jika dikerjakan menyebabkan perbuatan itu dilarang atau tidak 
dilarang.13 
Pada dasarnya Sadd aż-zari>ꞌah  ialah mencegah atau menyumbat sesuatu 
yang menjadi jalan kerusakan. Sadd aż-zari>ꞌah juga dapat diartikan 
mengerjakan kegiatan  yang mengandung kemaslahatan  menuju kepada suatu 
kemafsadatan.
14
 Larangan untuk tidak mengerjakan perbuatan yang 
sebenarnya diperbolehkan namun membawa keburukan di dalamnya telah 
dijelaskan pula dalam Al Qur’an surah Al-An’am ayat 108 yang berbunyi:  
...ٍمْلِع ِرَْيغِب اًوْدَع َهَّللا اوُّبُسَي َف ِهَّللا ِنوُد ْنِم َنوُعْدَي َنيِذَّلا اوُّبُسَت لاَو 
Artinya:”Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang 
mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah 
dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.”(Q.S. Al-An’am ayat 108)15 
 
Hal ini dimaksudkan agar orang muslim tidak mencaci berhala-berhala 
yang mereka sembah dan diakui sebagai Tuhannya, hal ini merupakan suatu 
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tindakan kehati-hatian yaang dilakukan agar mereka tidak memaki Allah 
dengan melampaui batas dan tanpa pengetahuan.  
Seperti halnya pada pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang 
sebenarnya diperbolehkan namun jadi tidak diperbolehkan karena banyaknya 
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang terancam keselamatannya. Selain 
dijelaskan dalam Al-Qur’an, Nabi Muhammad SAW juga bersabda  yang 
diriwayatkan oleh Bukhari bahawa :  
 ُلَلََحلا  َنِّي َب ُماَرَحلاَو َنِّي َب  ُم اَمُه َنَيبَو ِثَك اَهُمَلَعي َلا ٌتاَه َّ بَش ىَقَّ تا نَمَف ِساَّنلا نِم ٌري
 ُكِش ُوي ىَمِحلا َلوَح ىَعَري ٍعاَرَك ِتاَه ُب ُّشلا يِف َعَقَو نَمَو ِهِضرِعَو ِهِنيِدِل َأَربَتسا ِتاَه َّ بَشُمْلا 
 ُهَعِقاَو ُي نَأ 
Artinya: “yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. 
Namun diantara keduanya ada perkara syubhat (samar) yang tidak 
diketahui oleh banyak orang. Maka barangsiapa yang menjauhi diri dari 
yang syubhat berarti telah memelihara agamanya dan kehormatannya. 
Dan barangsiapa yang sampai jatuh (mengerjakan) pada perkara-perkara 
syubhat, sungguh dia seperti seorang penggembala yang 
menggembalakan ternaknya di pinggir jurang yang dikhawatirkan akan 
jatuh ke dalamnya”. (HR. Bukhari).16 
 
Dalam hadits nabi ini sudah dijelaskan secara gamblang bahwa yang halal 
sudah pasti halal dan yang haram udah pasti halal. Sama halnya dengan 
perbuatan manusia yang baik akan menghasilkan yang baik dan yang bururk 
akan menghasilkan yang buruk. Sama juga dengan pengiriman Tenaga Kerja 
Indonesia (TKI) walaupun dilakukan melalui lembaga resmi ada beberapa  
hak-hak, kewajiban serta perlindungan yang tidak di dapatkan oleh Tenaga 
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Kerja Indonesia (TKI), dan apabila mengalami permasalahan atau perselisihan 
mereka dapat meminta bantuan hukum pada negara melalui berbagai macam 
cara pemberithuan baik surat, alat komunikasi, ataupun yang lainnya. Namun, 
bantuan itu hanya bisa didapatkan apabila ada laporan yang diterima 
BNP2TKI mengenai kondisi yang sedang dialami Tenaga Kerja Indonesia 
(TKI). 
Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menurut sadd aż-zari>ꞌah bisa 
dikategorikan haram karena menolak kerusakan itu didahulukan dari pada 
menarik kebaikan. Hal ini selaras dengan tujuan penetapan hukum Sadd aż-
zari>ꞌah sendiri ialah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau 
jauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan atau terhindarnya diri dari 
kemungkinan perbuatan maksiat. Tujuan di tetapkannya hukum atau mukallaf 
yaitu untuk mencapai kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kerusakan. Hal 
ini selaras dengan tujuan syariat menjalankan perintah dan meninggalkan 
larangan-Nya. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri 
sudah semakin baik dengan di keluarkannya Undang-undang No. 39 
Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia di luar negeri. Karena, semakin jelasnya kewenangan 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatur penempatan 
Tenaga Kerja Indonesia (TKI).   
Sistem penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada pasal 12 undang-
undang No. 39 Tahun 2004, menyatakan bahwa perusahaan yang menjadi 
badan pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) swasta wajib 
memiliki Surat Ijin Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia 
(SIPPTKI) dari Menteri dengan memenuhi syarat-syarat yang berlaku 
sesuai undang-undang.  
Adanya perjanjian tertulis antara pemerintah dengan  pengguna/ 
badan hukum/ mitra usaha, bertujuan untuk memudahkan pemerintah 
dalam melindungi dan mengambil langkah hukum dalam membantu 
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menyelesaikan masalahnya.  
2. Jika ditinjau dari data BNP2TKI terdapat 39% Tenaga Kerja Indonesia 
(TKI) di Malaysia mengalami kekerasan selama masa penempatan dan 
43% Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi mengalami kekerasan 
selama masa penempatan. Dalam Sadd aż-zari>ꞌah mencegah pada 
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terjadinya kemudaratan atau menghindari mengerjakan pekerjaan yang 
sebenarnya diperbolehkan namun membawa dampak kemafsadatan lebih 
diutamakan.  
Jika Sadd aż-zari>ꞌah  ditinjau dari segi akibatnya, pengiriman 
Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri masuk dalam kategori perbuatan 
yang apabila dilakukan jarang berakibat kerusakan atau bahaya dan 
perbuatan yang apabila dilakukan terindikasi akan menimbulkan bahaya. 
Maka pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri hukumnya 
adalah Makruh.  
 
B. Saran 
1. Untuk memaksimalkan fungsi Undang-undang, Pemerintah melalui 
aparatur negara harus lebih ketat lagi terutama dalam hal pemeriksaan 
keberangkatan masyarakat Indonesia yang ke luar negeri agar pengiriman 
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara ilegal bisa semakin 
diminimalisirkan. 
2. Pengawasan dan pendataan secara berkala kepada pengguna/ badan 
hukum/ mitra usaha maupun negara penempatan Tenaga Kerja Indonesia 
(TKI) harus selalu dilakukan guna mengantisipasi masalah yang akan di 
terima Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada masa penempatan. Sehingga, 
bila ada permasalahan pada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Pemerintah bisa 
langsung memberikan tindakan yang tegas pada pengguna/ badan hukum/ 
mitra usaha maupun negara penerima Tenaga Kerja Indonesia (TKI), baik 
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berupa pencabutan ijin, pemutusan kontrak, pemberhentian pengiriman 
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) maupun upaya hukum lainnya. 
3. Pembukaan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan juga merupakan salah 
satu hal yang harus dilakukan pemerintah guna mengurani jumlah 
pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal. 
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Penulis  
Lampiran I 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 39 TAHUN 2004 
TENTANG 
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR 
NEGERI 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
Menimbang: 
a. bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan 
dijamin penegakannya; 
b. bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi 
untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar 
negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan; 
c. bahwa tenaga kerja Indonesia di luar negeri sering dijadikan obyek perdagangan manusia, 
termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan 
atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia; 
d. bahwa negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik 
di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan 
sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, dan anti perdagangan manusia; 
e. bahwa penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan suatu upaya untuk 
mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan 
dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan 
harkat, martabat, hak asasi manusia, dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan 
kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan nasional; 
f. bahwa penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri perlu dilakukan secara terpadu antara 
instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dan peran serta masyarakat dalam suatu, 
sistem hukum guna melindungi tenaga kerja Indonesia yang -ditempatkan di luar negeri; 
g. bahwa peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang ada belum mengatur 
secara memadai, tegas, dan terperinci mengenai penempatan dan perlindungan tenaga kerja 
Indonesia di luar negeri; 
h. bahwa dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan 
penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri diatur dengan Undang-undang; 
i. bahwa berdasarkan pertimbangan, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, 
huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, perlu membentuk Undang-undang tentang 
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. 
 
Mengingat: 
1) Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 E ayat (1) dan 
ayat (3), Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. 
2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 
2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279). 
 
Dengan Persetujuan Bersama: 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
dan 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan: 
UNDANG-UNDANG TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA 
KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI 
 
BAB I 
KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 
1. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara 
Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk 
jangka waktu tertentu dengan menerima upah. 
2. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap warga 
negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar 
negeri dan terdaftar di instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di 
bidang ketenagakerjaan. 
3. Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, 
dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses 
perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan 
pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara 
tujuan. 
4. Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam 
mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja. 
5. Pelaksana penempatan TKI swasta adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis 
dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri. 
6. Mitra Usaha adalah instansi atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan yang 
bertanggung jawab menempatkan TKI pada Pengguna. 
7. Pengguna Jasa TKI yang selanjutnya disebut dengan Pengguna adalah instansi Pemerintah, 
Badan Hukum Pemerintah, Badan Hukum Swasta, dan/atau Perseorangan di negara tujuan 
yang mempekerjakan TKI. 
8. Perjanjian Kerja Sama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan 
TKI swasta dengan Mitra Usaha atau Pengguna yang memuat hak dan kewajiban masing-
masing pihak dalam rangka penempatan serta perlindungan TKI di negara tujuan. 
9. Perjanjian Penempatan TKI adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI 
swasta dengan calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam 
rangka penempatan TKI di negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
10. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara TKI dengan Pengguna yang memuat 
syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban - masing-masing pihak. 
11. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut dengan KTKLN adalah kartu 
identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri. 
12. Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan 
suatu negara yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara 
yang bersangkutan. 
13. Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI yang selanjutnya disebut SIPPTKI adalah izin tertulis 
yang diberikan oleh Menteri kepada perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan 
TKI swasta. 
14. Surat Izin Pengerahan yang selanjutnya disebut SIP adalah izin yang diberikan Pemerintah 
kepada pelaksana penempatan TKI swasta untuk merekrut calon TKI dari daerah tertentu, 
untuk jabatan tertentu, dan untuk dipekerjakan pada calon Pengguna tertentu dalam jangka 
waktu tertentu. 
15. Orang adalah pihak orang perseorangan atau badan hukum. 
16. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden 
beserta para Menteri. 
17. Menteri adalah Menteri yang bertanggung, j,awab di bidang ketenagakerjaan. 
 
Pasal 2 
Penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI berasaskan keterpaduan, persamaan hak, 
demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, serta anti 
perdagangan manusia. 
Pasal 3 
Penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI bertujuan untuk: 
a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi; 
b. menjamin dan melindungi calon TKI/TKI sejak di dalam negeri, di negara tujuan, 
sampai kembali ke tempat asal di Indonesia; 
b. meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya. 
 
Pasal 4 
Orang perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri. 
 
BAB II 
TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH 
Pasal 5 
(1) Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan 
penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat 
melimpahkan sebagian wewenangnya dan/atau tugas perbantuan kepada Pemerintah 
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Pasal 6 
Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri. 
Pasal 7 
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 
6 Pemerintah berkewajiban: 
a. menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang berangkat melalui pelaksana 
penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri; 
b. mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI; 
c. membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri; 
d. melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI 
secara optimal di negara tujuan; dan 
e. memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan, masa 
penempatan, dan masa purna penempatan. 
BAB III 
HAK DAN KEWAJIBAN TKI 
Pasal 8 
Setiap calon TKI/TKI mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk: 
a. bekerja di luar negeri; 
b. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur 
penempatan TKI di luar negeri; 
c. memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri; 
d. memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan untuk 
menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya; 
e. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan; 
f. memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja 
asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan; 
g. memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas 
hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama 
penempatan di luar negeri; 
h. memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke 
tempat asal; 
i. memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli. 
 
Pasal 9 
Setiap calon TKI/TKI mempunyai kewajiban untuk: 
a. menaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di negara tujuan; 
b. menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja; 
c. membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan 
perundangundangan; dan 
d. memberitahukan atau melaporkan kedatangan, keberadaan dan kepulangan TKI kepada 
Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan. 
BAB IV 
PELAKSANA PENEMPATAN TKI DI LUAR NEGERI 
Pasal 10 
Pelaksana penempatan TKI di luar negeri terdiri dari: 
a. Pemerintah; 
b. Pelaksana penempatan TKI swasta. 
 
Pasal 11 
(1) Penempatan TKI di luar negeri oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
huruf a, hanya dapat dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah 
dengan Pemerintah negara Pengguna TKI atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan. 
(2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penempatan TKI oleh Pemerintah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 
Pasal 12 
Perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10 huruf b wajib mendapat izin tertulis berupa SIPPTKI dari Menteri. 
 
Pasal 13 
(1) Untuk dapat memperoleh SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pelaksana 
penempatan TKI swasta harus memenuhi persyaratan: 
a. berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan 
peraturan perundangundangan; 
b. memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan, sekurang-
kurangnya sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah); 
c. menyetor uang kepada bank sebagai jaminan dalam bentuk deposito sebesar 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada bank pemerintah; 
d. memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sekurang-
kurangnya untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun berjalan; 
e. memiliki unit pelatihan kerja; dan 
f. memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan TKI. 
(2) Sesuai dengan perkembangan keadaan, besarnya modal disetor sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b dan jaminan dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf e, dapat ditinjau kembali dan diubah dengan Peraturan Menteri. 
(3) Ketentuan mengenai penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
d, dan bentuk serta standar yang harus dipenuhi untuk sarana dan prasarana pelayanan 
penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Menteri. 
Pasal 14 
(1)  Izin untuk melaksanakan penempatan TKI di luar negeri diberikan untuk jangka waktu 5 
(lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun sekali. 
(2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaksana 
penempatan TKI swasta selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
13 ayat (1) juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
a. telah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan laporan secara periodik kepada 
Menteri; 
b. telah melaksanakan penempatan sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima 
perseratus) dari rencana penempatan pada waktu memperoleh SIPPTKI; 
c. masih memiliki sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar yang ditetapkan; 
d. memiliki neraca keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir tidak mengalami kerugian 
yang di audit akuntan publik; dan 
e. tidak dalam kondisi diskors. 
Pasal 15 
Tata cara pemberian dan perpanjangan SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 
13, dan Pasal 14 diatur dengan Peraturan Menteri. 
 
Pasal 16 
Deposito hanya dapat dicairkan dalam hal pelaksana penempatan TKI swasta tidak memenuhi 
kewajiban terhadap calon TKI/TKI sebagaimana telah diperjanjikan dalam perjanjian 
penempatan. 
 
Pasal 17 
(1) Pelaksana penempatan TKI swasta wajib menambah biaya keperluan penyelesaian 
perselisihan atau sengketa calon TKI/TKI apabila deposito yang digunakan tidak 
mencukupi. 
(2) Pemerintah mengembalikan deposito kepada pelaksana penempatan TKI swasta apabila 
masa berlaku SIPPTKI telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau SIPPTKI dicabut. 
(3) Ketentuan mengenai penyetoran, penggunaan, pencairan, dan pengembalian deposito 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Menteri. 
 
Pasal 18 
(1) Menteri dapat mencabut SIPPTKI apabila pelaksana penempatan TKI swasta: 
a. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; atau 
b. tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dan/atau melanggar larangan 
dala penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang diatur dalam Undang-
undang ini. 
(2) Pencabutan SIPPTKI oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi 
tanggung jawab pelaksana penempatan TKI swasta terhadap TKI yang telah ditempatkan 
dan masih berada di luar negeri. 
(3) Tata cara pencabutan SIPPTKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Menteri. 
 
Pasal 19 
Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang mengalihkan atau memindahtangankan SIPPTKI 
kepada pihak lain. 
 
Pasal 20 
(1) Untuk mewakili kepentingannya, pelaksana penempatan TKI swasta wajib mempunyai 
perwakilan di negara TKI ditempatkan. 
(2) Perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus 
berbadan hukum yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan di negara 
tujuan. 
 
Pasal 21 
(1) Pelaksana penempatan TKI swasta dapat membentuk kantor cabang di daerah di luar 
wilayah domisili kantor pusatnya. 
(2) Kegiatan yang dilakukan oleh kantor cabang pelaksana penempatan TKI swasta 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab kantor pusat pelaksana 
penempatan TKI swasta. 
(3) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan kantor cabang pelaksana penempatan TKI 
swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Menteri. 
 
Pasal 22 
(1) Pelaksana penempatan TKI swasta hanya dapat memberikan kewenangan kepada kantor 
cabang untuk: 
a. melakukan penyuluhan dan pendataan calon TKI; 
b. melakukan pendaftaran dan seleksi calon TKI; 
c. menyelesaikan kasus calon TKI/TKI pada pra atau purna penempatan; dan 
d. menandatangani perjanjian penempatan dengan calon TKI atas nama pelaksana 
penempatan TKI swasta. 
 
Pasal 23 
Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh kantor cabang pelaksana penempatan TKI swasta 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, menjadi tanggung jawab kantor pusat pelaksana 
penempatan TKI swasta. 
 
Pasal 24 
(1) Penempatan TKI pada Pengguna perseorangan harus melalui Mitra Usaha di negara tujuan. 
(2) Mitra Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk badan hukum yang 
didirikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di negara tujuan. 
Pasal 25 
(1) Perwakilan Republik Indonesia melakukan penilaian terhadap Mitra Usaha dan Pengguna 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. 
(2) Hasil penilaian terhadap Mitra Usaha dan Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
digunakan sebagai pertimbangan Perwakilan Republik Indonesia dalam memberikan 
persetujuan atas dokumen yang dipersyaratkan dalam penempatan TKI di luar negeri. 
(3) Berdasarkan hasil penilaian terhadap Mitra Usaha dan Pengguna sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Perwakilan Republik Indonesia menetapkan Mitra Usaha dan Pengguna yang 
bermasalah dalam daftar Mitra Usaha dan Pengguna bermasalah. 
(4) Pemerintah mengumumkan daftar Mitra Usaha dan Pengguna bermasalah secara periodik 
setiap 3 (tiga) bulan. 
(5) Ketentuan mengenai tata,cara penilaian dan penetapan Mitra Usaha dan Pengguna baik 
bermasalah maupun tidak bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 
Pasal 26 
(1) Selain oleh Pemerintah dan pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10, perusahaan dapat menempatkan TKI di luar negeri untuk kepentingan 
perusahaannya sendiri atas dasar izin tertulis dari Menteri. 
(2) Penempatan TKI di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan: 
a. perusahaan yang bersangkutan harus berbadan hukum yang dibentuk berdasarkan 
hukum Indonesia; 
b. TKI yang ditempatkan merupakan pekerja perusahaan itu sendiri; 
c. perusahaan memiliki bukti hubungan kepemilikan atau perjanjian pekerjaan yang 
diketahui oleh Perwakilan Republik Indonesia; 
d. TKI telah memiliki perjanjian kerja; 
e. TKI telah diikutsertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja dan/atau 
memiliki polis asuransi; dan 
f. TKI yang ditempatkan wajib memiliki KTKLN.. 
(3) Ketentuan mengenai penempatan TKI di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Menteri. 
BAB V 
TATA CARA PENEMPATAN 
Bagian Pertama 
Umum 
Pasal 27 
(1) Penempatan TKI di luar negeri hanya dapat dilakukan ke negara tujuan yang 
pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Republik Indonesia 
atau ke negara tujuan yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi 
tenaga kerja asing. 
(2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan atas pertimbangan 
keamanan Pemerintah menetapkan negara-negara tertentu tertutup bagi penempatan TKI 
dengan Peraturan Menteri. 
Pasal 28 
Penempatan TKI pada pekerjaan dan jabatan tertentu diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Menteri. 
 
Pasal 29 
(1) Penempatan calon TKI/TKI di luar negeri diarahkan pada jabatan yang tepat sesuai dengan 
keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan. 
(2) Penempatan calon TKI/TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan 
memperhatikan harkat, martabat, hak azasi manusia, perlindungan hukum, pemerataan 
kesempatan kerja, dan ketersediaan tenaga kerja dengan mengutamakan kepentingan 
nasional. 
Pasal 30 
Setiap orang dilarang menempatkan calon TKI/TKI pada jabatan dan tempat pekerjaan yang 
bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan serta peraturan perundang-
undangan, baik di Indonesia maupun di negara tujuan atau di negara tujuan yang telah 
dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27. 
 
Bagian Kedua 
Pra Penempatan TKI 
Pasal 31 
Kegiatan pra penempatan TKI di luar negeri meliputi: 
a. pengurusan SIP; 
b. perekrutan dan seleksi; 
c. pendidikan dan pelatihan kerja; 
d. pemeriksaan kesehatan dan psikologi; 
e. pengurusan dokumen; 
f. uji kompetensi; 
g. pembekalan akhir pemberangkatan (PAP); dan 
h. Pemberangkatan. 
Paragraf 1 
Surat Izin Pengerahan 
Pasal 32 
(1) Pelaksana penempatan TKI swasta yang akan melakukan perekrutan wajib memiliki SIP 
dari Menteri. 
(2) Untuk mendapatkan SIP, pelaksana penempatan TKI swasta harus memiliki: 
a. perjanjian kerjasama penempatan; 
b. surat permintaan TKI dari Pengguna; 
c. rancangan perjanjian penempatan; dan 
d. rancangan perjanjian kerja. 
(3) Surat permintaan TKI dari Pengguna, perjanjian kerja sama penempatan, dan rancangan 
perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d harus 
memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia 
di negara tujuan. 
(4) Tata cara penerbitan SIP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. 
Pasal 33 
Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang mengalihkan atau memindahtangankan SIP kepada 
pihak lain untuk melakukan perekrutan calon TKI. 
 
Paragraf 2 
Perekrutan dan Seleksi 
Pasal 34 
(1) Proses perekrutan didahului dengan memberikan informasi kepada calon TKI sekurang-
kurangnya tentang: 
a. tata cara perekrutan; 
b. dokumen yang diperlukan; 
c. hak dan kewajiban calon TKI/TKI; 
d. situasi, kondisi, dan resiko di negara tujuan; dan 
e. tata cara perlindungan bagi TKI. 
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara lengkap dan benar. 
(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib mendapatkan 
persetujuan dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan 
disampaikan oleh pelaksana penempatan TKI swasta. 
Pasal 35 
Perekrutan calon TKI oleh pelaksana penempatan TKI swasta wajib dilakukan terhadap calon 
TKI yang telah memenuhi persyaratan: 
a. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan 
dipekerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh 
satu) tahun; 
b. sehat jasmani dan rohani; 
c. tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan; dan d. berpendidikan 
sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang 
sederajat. 
Pasal 36 
(1) Pencari kerja yang berminat bekerja ke luar negeri harus terdaftar pada instansi Pemerintah 
Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. 
(2) Pendaftaran pencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan 
Peraturan Menteri. 
Pasal 37 
Perekrutan dilakukan oleh pelaksana penempatan TKI swasta dari pencari kerja yang terdaftar 
pada instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1). 
 
Pasal 38 
(1) Pelaksana penempatan TKI swasta membuat dan menandatangani perjanjian penempatan 
dengan pencari kerja yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dalam 
proses perekrutan. 
(2) Perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh instansi yang 
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota. 
Pasal 39 
Segala biaya yang diperlukan dalam kegiatan perekrutan calon TKI, dibebankan dan menjadi 
tanggung jawab pelaksana penempatan TKI swasta. 
 
Pasal 40 
Ketentuan mengenai tata cara perekrutan calon TKI, diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Menteri. 
Paragraf 3 
Pendidikan dan Pelatihan Kerja 
Pasal 41 
(1) Calon TKI wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja sesuai dengan persyaratan jabatan. 
(2) Dalam hal TKI belum memiliki sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), pelaksana penempatan TKI swasta wajib melakukan pendidikan dan pelatihan 
sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan. 
Pasal 42 
(1) Calon TKI berhak mendapat pendidikan dan pelatihan kerja sesuai dengan pekerjaan yang 
akan dilakukan. 
(2) Pendidikan dan pelatihan kerja bagi calon TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dimaksudkan untuk: 
a. membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja calon TKI; 
b. memberi pengetahuan dan pemahaman tentang situasi, kondisi, adat istiadat, budaya, 
agama, dan risiko bekerja di luar negeri; 
c. membekali kemampuan berkomunikasi dalam bahasa negara tujuan; dan 
d. memberi pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban calon TKI/TKI. 
Pasal 43 
(1) Pendidikan dan pelatihan kerja dilaksanakan oleh pelaksana penempatan tenaga kerja 
swasta atau lembaga pelatihan kerja yang telah memenuhi persyaratan. 
(2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi 
persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
pendidikan dan pelatihan kerja. 
Pasal 44 
Calon TKI memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan 
kerja yang diselenggarakan lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 43, dalam bentuk sertifikat kompetensi dari lembaga pendidikan dan pelatihan yang 
telah terakreditasi oleh instansi yang berwenang apabila lulus dalam sertifikasi kompetensi kerja. 
 
Pasal 45 
Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan calon TKI yang tidak lulus dalam uji 
kompetensi kerja.. 
Pasal 46 
Calon TKI yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan dilarang untuk dipekerjakan. 
 
Pasal 47 
Ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Menteri. 
Paragraf 4 
Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi 
Pasal 48 
Pemeriksaan kesehatan dan psikologi bagi calon TKI dimaksudkan untuk mengetahui derajat 
kesehatan dan tingkat kesiapan psikis serta kesesuaian kepribadian calon TKI dengan pekerjaan 
yang akan dilakukan di negara tujuan. 
 
Pasal 49 
(1) Setiap calon TKI harus mengikuti pemeriksaan kesehatan dan psikologi yang 
diselenggarakan oleh sarana kesehatan dan lembaga yang menyelenggarakan pemeriksaan 
psikologi, yang ditunjuk oleh Pemerintah. 
(2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan dan psikologi bagi calon TKI 
dan penunjukan sarana kesehatan dan lembaga yang menyelenggarakan pemeriksaan 
psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Presiden. 
Pasal 50 
Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan calon TKI yang tidak memenuhi 
syarat kesehatan dan psikologi. 
 
Paragraf 5 
Pengurusan Dokumen 
Pasal 51 
Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon TKI harus memiliki dokumen yang meliputi 
a. Kartu Tanda Penduduk, ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran, atau surat keterangan 
kenal lahir; 
b. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan copy buku 
nikah; 
c. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali; 
d. sertifikat kompetensi kerja; 
e. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi; 
f. paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;.com 
g. visa kerja; 
h. perjanjian penempatan TKI; 
i. perjanjian kerja; dan 
j. KTKLN. 
Pasal 52 
(1) Perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf h dibuat secara 
tertulis dan ditandatangani oleh calon TKI dan pelaksana penempatan TKI swasta setelah 
calon TKI yang bersangkutan terpilih dalam perekrutan. 
(2) Perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya 
memuat: 
a. nama dan alamat pelaksana penempatan TKI swasta; 
b. nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan, dan alamat calon TKI; 
c. nama dan alamat calon P engguna; 
d. hak dan kewajiban para pihak dalam rangka penempatan TKI di luar negeri yang 
harus sesuai dengan kesepakatan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh calon 
Pengguna tercantum dalam perjanjian kerjasama penempatan; 
e. jabatan dan jenis pekerjaan calon TKI sesuai permintaan Pengguna; 
f. jaminan pelaksana penempatan TKI swasta kepada calon TKI dalam hal Pengguna 
tidak memenuhi kewajibannya kepada TKI sesuai perjanjian kerja; 
g. waktu keberangkatan calon TKI; 
h. biaya penempatan yang harus ditanggung oleh calon TKI dan cara pembayarannya; 
i. tanggung jawab pengurusan penyelesaian masalah; 
j. akibat atas terjadinya pelanggaran perjanjian penempatan TKI oleh salah satu pihak; 
dan 
k. tanda tangan para pihak dalam perjanjian penempatan TKI. 
(3) Ketentuan dalam perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 
(4) Perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat 
sekurangkurangnya rangkap 2 (dua) dengan bermaterai cukup dan masing-masing pihak 
mendapat 1 (satu) perjanjian penempatan TKI yang mempunyai kekuatan hukum yang 
sama. 
 
Pasal 53 
Perjanjian penempatan TKI tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan 
para pihak. 
 
Pasal 54 
(1) Pelaksana penempatan TKI swasta wajib melaporkan setiap perjanjian penempatan TKI 
kepada instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan. 
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melampirkan copy atau 
salinan perjanjian penempatan TKI.. 
Bagian Ketiga 
Perjanjian Kerja 
Pasal 55 
(1) Hubungan kerja antara Pengguna dan TKI terjadi setelah perjanjian kerja disepakati dan 
ditandatangani oleh para pihak. 
(2) Setiap TKI wajib menandatangani perjanjian kerja sebelum TKI yang bersangkutan 
diberangkatkan ke luar negeri. 
(3) Perjanjian kerja ditandatangani di hadapan pejabat instansi yang bertanggung jawab di 
bidang ketenagakerjaan. 
(4) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disiapkan oleh pelaksana 
penempatan TKI swasta. 
(5) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sekurang-kurangnya 
memuat: 
a. nama dan alamat Pengguna; 
b.  nama dan alamat TKI; 
c. jabatan`atau jenis pekerjaan TKI; 
d. hak dan kewajiban para pihak; 
e. kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja, upah dan tata cara pembayaran, hak 
cuti dan waktu istirahat, fasilitas dan jaminan sosial; dan jangka waktu perjanjian 
kerja. 
Pasal 56 
(1) Perjanjian kerja dibuat untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat 
diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. 
(2) Dikecualikan dari ketentuan jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) untuk jabatan atau jenis pekerjaan tertentu. 
(3) Ketentuan mengenai jabatan atau jenis pekerjaan tertentu yang dikecualikan dari jangka 
waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Menteri. 
Pasal 57 
(1) Perpanjangan jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat 
(1), dapat dilakukan oleh TKI yang bersangkutan atau melalui pelaksana penempatan TKI 
swasta. 
(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disepakati oleh para pihak 
sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kerja pertama berakhir. 
Pasal 58 
(1) Perjanjian kerja perpanjangan dan jangka waktu perpanjangan perjanjian kerja wajib 
mendapat persetujuan dari pejabat berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia di 
negara tujuan. 
(2) Pengurusan untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pelaksana penempatan TKI swasta. 
(3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh persetujuan perjanjian kerja dan 
perpanjangan jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. 
Pasal 59 
TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan yang telah berakhir perjanjian kerjanya dan akan 
memperpanjang perjanjian kerja, TKI yang bersangkutan harus pulang terlebih dahulu ke 
Indonesia. 
 
Pasal 60 
Dalam hal perpanjangan dilakukan sendiri oleh TKI yang bersangkutan, maka pelaksana 
penempatan TKI swasta tidak bertanggung jawab atas risiko yang menimpa TKI dalam masa 
perpanjangan perjanjian kerja. 
 
Pasal 61 
Bagi TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan, apabila selama masa berlakunya perjanjian 
kerja terjadi perubahan jabatan atau jenis pekerjaan, atau pindah Pengguna, maka perwakilan 
pelaksana penempatan TKI swasta wajib mengurus perubahan perjanjian kerja dengan membuat 
perjanjian kerja baru dan melaporkannya kepada Perwakilan Republik Indonesia. 
 
Pasal 62 
(1) Setiap TKI yang ditempatkan di luar negeri, wajib memiliki dokumen KTKLN yang 
dikeluarkan oleh Pemerintah. 
(2) KTKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai kartu identitas TKI 
selama masa penempatan TKI di negara tujuan. 
Pasal 63 
(1) KTKLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 hanya dapat diberikan apabila TKI yang 
bersangkutan: 
a. telah memenuhi persyaratan dokumen penempatan TKI di luar negeri; 
b. telah mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP); dan 
c. telah diikutsertakan dalam perlindungan program asuransi. 
(2) Ketentuan mengenai bentuk, persyaratan, dan tata cara memperoleh KTKLN diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Menteri. 
Pasal 64 
Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan calon TKI yang tidak memiliki 
KTKLN. 
 
Pasal 65 
Pelaksana penempatan TKI swasta bertanggung jawab atas kelengkapan dokumen penempatan 
yang diperlukan. 
 
Pasal 66 
Pemerintah wajib menyediakan pos-pos pelayanan di pelabuhan pemberangkatan dan 
pemulangan TKI yang dilengkapi dengan fasilitas yang memenuhi syarat. 
 
Pasal 67 
(1) Pelaksana penempatan TKI swasta wajib memberangkatkan TKI ke luar negeri yang telah 
memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 
sesuai dengan perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2). 
(2) Pelaksana penempatan TKI swasta wajib melaporkan setiap keberangkatan calon TKI 
kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan. 
(3) Pemberangkatan TKI ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 
melalui tempat pemeriksaan imigrasi yang terdekat, 
Pasal 68 
(1) Pelaksana penempatan TKI swasta wajib mengikutsertakan TKI yang diberangkatkan ke 
luar negeri dalam program asuransi. 
(2) Jenis program asuransi yang wajib diikuti oleh TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), , 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. 
Pasal 69 
(1) Pelaksana penempatan TKI swasta wajib mengikutsertakan TKI yang akan diberangkatkan 
ke luar negeri dalam pembekalan akhir pemberangkatan; 
(2) Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) dimaksudkan untuk memberi pemahaman dan 
pendalaman terhadap: 
a. peraturan perundang-undangan di negara tujuan; dan 
b. materi perjanjian kerja. 
(3) Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) menjadi tanggung jawab Pemerintah. 
(4) Ketentuan mengenai Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. 
Bagian Keempat 
Masa Tunggu di Penampungan 
Pasal 70 
(1) Pelaksana penempatan TKI swasta dapat menampung calon TKI sebelum pemberangkatan. 
(2) Lamanya penampungan disesuaikan dengan jabatan dan/atau jenis pekerjaan yang akan 
dilakukan di negara tujuan. 
(3) Selama masa penampungan, pelaksana penempatan TKI swasta wajib memperlakukan 
calon TKI secara wajar dan manusiawi. 
(4) Ketentuan mengenai standar tempat penampungan dan lamanya penampungan diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Menteri. 
Bagian Kelima 
Masa Penempatan 
Pasal 71 
(1) Setiap TKI wajib melaporkan kedatangannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di 
negara tujuan. 
(2) Kewajiban untuk melaporkan kedatangan sebagaimana dimaksud, pada ayat (1) bagi TKI 
yang bekerja pada Pengguna perseorangan dilakukan oleh pelaksana penempatan TKI 
swasta. 
Pasal 72 
Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan TKI yang tidak sesuai dengan 
pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perjanjian kerja yang disepakati dan 
ditandatangani TKI yang bersangkutan. 
 
Bagian Keenam 
Purna Penempatan 
Pasal 73 
(1) Kepulangan TKI terjadi karena: 
a. berakhirnya masa perjanjian kerja; 
b. pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir; 
c. terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di negara tujuan; 
d. mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaannya 
lagi; 
e. meninggal dunia di negara tujuan; 
f. cuti; atau dideportasi oleh pemerintah setempat. 
(2) Dalam hal TKI meninggal dunia di negara tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf e, pelaksana penempatan TKI berkewajiban: 
a. memberitahukan tentang kematian TKI kepada keluarganya paling lambat 3 (tiga) kali 
24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kematian tersebut; 
b. mencari informasi tentang sebab-sebab kematian dan memberitahukannya kepada 
pejabat Perwakilan Republik Indonesia dan anggota keluarga TKI yang bersangkutan; 
c. memulangkan jenazah TKI ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung 
semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara 
agama TKI yang bersangkutan; 
d. mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan TKI atas persetujuan pihak 
keluarga TKI atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan; 
e. memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik TKI untuk kepentingan anggota 
keluarganya; dan 
f. mengurus pemenuhan semua hak-hak TKI yang seharusnya diterima. 
(3) Dalam hal terjadi perang, bencana alam, wabah penyakit, dan deportasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan huruf g, Perwakilan Republik Indonesia, Badan 
Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah bekerja 
sama mengurus kepulangan TKI sampaike daerah asal TKI. 
Pasal 74 
(1) Setiap TKI yang akan kembali ke Indonesia wajib melaporkan kepulangannya kepada 
Perwakilan Republik Indonesia negara tujuan. 
(2) Pelaporan bagi TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan dilakukan oleh pelaksana 
penempatan TKI swasta. 
Pasal 75 
(1) Kepulangan TKI dari negara tujuan sampai tiba di daerah asal menjadi tanggung jawab 
pelaksana penempatan TKI. 
(2) Pengurusan kepulangan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hal: 
a. pemberian kemudahan atau fasilitas kepulangan TKI; 
b. pemberian fasilitas kesehatan bagi TKI yang sakit dalam kepulangan; dan 
c. pemberian upaya perlindungan terhadap TKI dari kemungkinan adanya tindakan 
pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan TKI dalam 
kepulangan. 
(3) Pemerintah dapat mengatur kepulangan TKI. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulangan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. 
Bagian Ketujuh 
Pembiayaan 
Pasal 76 
(1) Pelaksana penempatan TKI swasta hanya dapat membebankan biaya penempatan kepada 
calon TK1 untuk komponen biaya: 
a. pengurusan dokumen jati diri; 
b. pemeriksaan kesehatan dan psikologi; dan 
c. pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja. 
(2) Biaya selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Menteri. 
(3) Komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus transparan dan 
memenuhi asas akuntabilitas. 
BAB VI 
PERLINDUNGAN TKI 
Pasal 77 
(1) Setiap calon TKI/TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan 
peraturanmperundang-undangan. 
(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai dari pra 
penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan. 
Pasal 78 
(1) Perwakilan Republik Indonesia memberikan perlindungan terhadap TKI di luar negeri 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan internasional. 
(2) Dalam rangka perlindungan TKI di luar negeri, Pemerintah dapat menetapkan jabatan 
Atase Ketenagakerjaan pada Perwakilan Republik Indonesia tertentu. 
(3) Penugasan Atase Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 
Pasal 79 
Dalam rangka pemberian perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri, Perwakilan 
Republik Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perwakilan pelaksana 
penempatan TKI swasta dan TKI yang ditempatkan di luar negeri. 
 
Pasal 80 
(1) Perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri dilaksanakan antara lain: 
a. pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 
negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional; 
b. pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja dan/atau peraturan 
perundang-undangan di negara TKI ditempatkan. 
(2) Ketentuan mengenai pemberian perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 
Pasal 81 
(1) Dengan pertimbangan untuk melindungi calon TKI/TKI, pemerataan kesempatan kerja 
dan/atau untuk kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional, 
Pemerintah dapat menghentikan dan/atau melarang penempatan TKI di luar negeri untuk 
negara tertentu atau penempatan TKI pada jabatan-jabatan tertentu di luar negeri. 
(2) Dalam menghentikan dan/atau melarang penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Pemerintah memperhatikan saran dan pertimbangan Badan Nasional Penempatan dan 
Perlindungan TKI. 
(3) Ketentuan mengenai penghentian dan pelarangan penempatan TKI sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 
Pasal 82 
Pelaksana penempatan TKI swasta bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada 
calon TKI/TKI sesuai dengan perjanjian penempatan. 
 
Pasal 83 
Setiap calon TKI/TKI yang bekerja ke luar negeri baik secara perseorangan maupun yang 
ditempatkan oleh pelaksana penempatan TKI swasta wajib mengikuti program pembinaan dan 
perlindungan TKI. 
Pasal 84 
Program pembinaan dan perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 
BAB VII 
PENYELESAIAN PERSELISIHAN 
Pasal 85 
(1) Dalam hal terjadi sengketa antara TKI dengan pelaksana penempatan TKI swasta mengenai 
pelaksanaan perjanjian penempatan, maka kedua belah pihak mengupayakan penyelesaian 
secara damai dengan cara bermusyawarah. 
(2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka salah satu atau kedua 
belah pihak dapat meminta bantuan instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota, Provinsi atau Pemerintah. 
BAB VIII 
PEMBINAAN 
Pasal 86 
(1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berkenaan dengan 
penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri. 
(2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat 
mengikutsertakan pelaksana penempatan TKI swasta, organisasi dan/atau masyarakat. 
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara terpadu 
dan terkoordinasi. 
Pasal 87 
Pembinaan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, dilakukan dalam bidang: 
a. informasi; 
b. sumber daya manusia; dan 
c. perlindungan TKI. 
Pasal 88 
Pembinaan oleh Pemerintah dalam bidang informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 
huruf a, dilakukan dengan: 
a. membentuk sistem dan jaringan informasi yang terpadu mengenai pasar kerja luar negeri 
yang dapat diakses secara meluas oleh masyarakat; 
b. memberikan informasi keseluruhan proses dan prosedur mengenai penempatan TKI di luar 
negeri termasuk risiko bahaya yang mungkin terjadi selama masa penempatan TKI di luar 
negeri. 
Pasal 89 
Pembinaan oleh Pemerintah dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 87 huruf b, dilakukan dengan:  
a. meningkatkan kualitas keahlian dan/atau keterampilan kerja calon TKI/TKI yang akan 
ditempatkan di luar negeri termasuk kualitas kemampuan berkomunikasi dalam bahasa 
asing; 
b. membentuk dan mengembangkan pelatihan kerja yang sesuai dengan standar dan 
persyaratan yang ditetapkan. 
Pasal 90 
Pembinaan oleh Pemerintah dalam bidang perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
87 huruf c, dilakukan dengan: 
a. memberikan bimbingan dan advokasi bagi TKI mulai dari pra penempatan, masa 
penempatan dan purna penempatan; 
b. memfasilitasi penyelesaian perselisihan atau sengketa calon TKI/TKI dengan Pengguna 
dan/atau pelaksana penempatan TKI; 
c. menyusun dan mengumumkan daftar Mitra Usaha dan Pengguna bermasalah secara berkala 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 
d. melakukan kerja sama internasional dalam rangka perlindungan TKI sesuai dengan 
peraturan perundangundangan. 
Pasal 91 
(1) Pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang telah berjasa 
dalam pembinaan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.. 
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diber4kan dalam bentuk piagam, 
uang, dan/atau bentuk lainnya. 
 
BAB IX 
PENGAWASAN 
Pasal 92 
(1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri 
dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada 
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. 
(2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri 
dilaksanakan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan. 
(3) Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di 
luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Pemerintah. 
Pasal 93 
(1) Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Provinsi dan 
Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan terhadap 
pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang ada di daerahnya sesuai 
dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya kepada Menteri. 
(2) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Menteri. 
BAB X 
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI 
Pasal 94 
(1) Untuk menjamin dan mempercepat terwujudnya tujuan penempatan dan perlindungan TKI 
di luar negeri, diperlukan pelayanan dan tanggung jawab yang terpadu. 
(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Badan Nasional 
Penempatan dan Perlindungan TKI. 
(3) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
merupakan lembaga pemerintah non departemen yang bertanggung jawab kepada Presiden 
yang berkedudukan di Ibukota Negara. 
Pasal 95 
(1) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 
mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di 
luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. 
(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Nasional 
Penempatan dan Perlindungan TKI bertugas: 
a. melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan 
Pemerintah negara Pengguna TKI atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan 
penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); 
b. memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai: 
1) dokumen;  
2) pembekalan akhir pemberangkatan (PAP); 
3) penyelesaian masalah; 
4) sumber-sumber pembiayaan; 
5) pemberangkatan sampai pemulangan; 
6) peningkatan kualitas calon TKI; 
7) informasi; 
8) kualitas pelaksana penempatan TKI; dan 
9) peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya. 
Pasal 96 
(1) Keanggotaan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI terdiri dari wakil-wakil 
instansi Pemerintah terkait. 
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) dapat melibatkan tenaga-tenaga profesional. 
Pasal 97 
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja 
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI diatur dengan Peraturan Presiden. 
 
Pasal 98 
(1) Untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan penempatan TKI, Badan Nasional Penempatan 
dan Perlindungan TKI membentuk Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI di 
Ibukota Provinsi dan/atau tempat pemberangkatan TKI yang dianggap perlu. 
(2) Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bertugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan 
TKI. 
(3) Pemberian pelayanan pemrosesan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
bersamasama dengan instansi yang terkait. 
Pasal 99 
(1) Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 
(2) Tata cara pembentukan dan susunan organisasi Balai Pelayanan Penempatan dan 
Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan 
Keputusan Kepala Badan. 
BAB XI 
SANKSI ADMINISTRATIF 
Pasal 100 
(1) Menteri menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pasal 20, Pasal 30, Pasal 32 ayat (1), Pasal 
33, Pasal 34 ayat (3), Pasal 38 ayat (2), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), 
Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 62 ayat (1), Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 
69.ayat (1), Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73 ayat (2), Pasal 74, Pasal 76 ayat (1), Pasal 82, Pasal 
83, atau Pasal 105. 
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 
a. peringatan tertulis; 
b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan TKI; 
c. pencabutan izin; 
d. pembatalan keberangkatan calon TKI; dan/atau 
e. pemulangan TKI dari luar negeri dengan biaya sendiri. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. 
BAB XII 
PENYIDIKAN 
Pasal 101 
(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, kepada Pejabat Pegawai Negeri 
Sipil tertentu di instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah 
Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan diberi wewenang 
khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 
1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana 
sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. 
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: 
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan tentang tindak pidana di bidang 
penempatan dan perlindungan TKI; 
b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di 
bidang penempatan dan perlindungan TKI; 
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan 
dengan tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI; 
d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak 
pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI; 
e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di 
bidang penempatan dan perlindungan TKI; 
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak 
pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI; 
g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan 
tentang adanya tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI. 
(3) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana. 
BAB XIII 
KETENTUAN PIDANA 
Pasal 102 
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) 
tahun dan/atau denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), setiap orang yang: 
a. menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4; 
b. menempatkan TKI tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; atau 
c. menempatkan calon TKI pada jabatan atau tempat pekerjaan yang bertentangan 
dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 30. 
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan. 
Pasal 103 
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) 
tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), setiap orang yang: 
a. mengalihkan atau memindahtangankan SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
19; 
b. mengalihkan atau memindahtangankan SIP kepada pihak lain sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 33; 
c. melakukan perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 35; 
d. menempatkan TKI yang tidak lulus dalam uji kompetensi kerja sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 45; 
e. menempatkan TKI yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan psikologi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50; 
f. menempatkan calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 51; 
g. menempatkan TKI di luar negeri tanpa perlindungan program asuransi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 68; atau 
h. memperlakukan calon TKI secara tidak wajar dan tidak manusiawi selama masa di 
penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3). 
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan. 
Pasal 104 
(1) Dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) 
tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling 
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), setiap orang yang: 
a. menempatkan TKI tidak melalui Mitra Usaha sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 
24; 
b. menempatkan TKI di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri tanpa izin 
tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1); 
c. mempekerjakan calon TKI , yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46; 
d. menempatkan TKI di luar negeri yang tidak memiliki KTKLN sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 64; atau 
e. tidak memberangkatkan TKI ke luar negeri yang telah memenuhi persyaratan 
kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67. 
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran. 
BAB XIV 
KETENTUAN LAIN-LAIN 
Pasal 105 
(1) TKI yang bekerja di luar negeri secara perseorangan melapor pada instansi Pemerintah 
yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan Perwakilan Republik Indonesia. 
(2) Selain dokumen yang diperlukan untuk bekerja di luar negeri, TKI yang bekerja di luar 
negeri secara perseorangan harus memiliki KTKLN. 
Pasal 106 
(1) TKI yang bekerja di luar negeri secara perseorangan berhak untuk memperoleh 
perlindungan. 
(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perwakilan Republik 
Indonesia sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
BAB XV 
KETENTUAN PERALIHAN 
Pasal 107 
(1) Pelaksana penempatan TKI swasta yang telah memiliki Min penempatan TKI di luar negeri 
sebelum berlakunya Undang-undang ini wajib menyesuaikan persyaratan yang diatur dalam 
Undang-undang ini paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-undang ini. 
(2) Bagi pelaksana penempatan TKI swasta yang menempatkan TKI sebelum berlakunya 
Undang-undang ini, maka jangka waktu penyesuaian terhitung mulai sejak Undang-undang 
ini berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja TKI terakhir yang ditempatkan 
sebelum berlakunya Undang-undang ini. 
(3) Apabila pelaksana penempatan TKI swasta dalam jangka waktu yang ditentukan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyesuaikan persyaratan-persyaratan yang 
diatur dalam Undang-undang ini, maka izin pelaksana penempatan TKI swasta yang 
bersangkutan dicabut oleh Menteri. 
Pasal 108 
Pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 94 ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-
undang ini. 
BAB XVI 
KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 109 
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 
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PENJELASAN 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 39 TAHUN 2004 
TENTANG 
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR 
NEGERI 
I. UMUM 
Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga setiap 
orang membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan dapat dimaknai sebagai sumber penghasilan 
seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya. Dapat juga 
dimaknai sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri sehingga seseorang merasa hidupnya 
menjadi lebih berharga baik bagi dirinya, keluarganya maupun lingkungannya. Oleh karena 
itu hak atas pekerjaan merupakan hak azasi yang melekat  
pada diri seseorang yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati.  
Makna dan arti pentingnya pekerjaan bagi setiap orang tercermin dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap 
Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 
kemanusiaan. Namun pada kenyataannya, keterbatasan akan lowongan kerja di dalam negeri 
menyebabkan banyaknya warga negara Indonesia/TKI mencari pekerjaan ke luar negeri. Dari 
tahun ke tahun jumlah mereka yang bekerja di luar negeri semakin meningkat. Besarnya 
animo tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri dan besarnya jumlah TKI yang sedang 
bekerja di luar negeri di satu segi mempunyai sisi positif, yaitu mengatasi sebagian masalah 
pengangguran di dalam negeri namun mempunyai pula sisi negatif berupa resiko 
kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI. 
Resiko tersebut dapat dialami oleh TKI baik selama proses keberangkatan, selama bekerja di 
luar negeri maupun setelah pulang ke Indonesia. Dengan demikian perlu dilakukan 
pengaturan agar resiko perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI sebagaimana 
disebutkan di atas dapat dihindari atau minimal dikurangi.  
Pada hakekatnya ketentuan-ketentuan hukum yang dibutuhkan dalam masalah ini adalah 
ketentuanketentuan yang mampu mengatur pemberian pelayanan penempatan bagi tenaga 
kerja secara baik. Pemberian pelayanan penempatan secara baik didalamnya mengandung 
prinsip murah, cepat, tidak berbelit-belit dan aman. Pengaturan yang bertentangan dengan 
prinsip tersebut memicu terjadinya penempatan tenaga kerja illegal yang tentunya berdampak 
kepada minimnya perlindungan bagi tenaga kerja yang bersangkutan. 
Sejalan dengan semakin meningkatnya tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri dan 
besarnya jumlah TKI yang sekarang ini bekerja di luar negeri, meningkat pula kasus 
perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI baik di dalam maupun di luar negeri. Kasus 
yang berkaitan dengan nasib TKI semakin beragam dan bahkan berkembang kearah 
perdagangan manusia yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. 
Selama ini, secara yuridis peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar acuan 
penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri adalah Ordonansi tentang Pengerahan 
Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan Di Luar Indonesia (Staatsblad Tahun 1887 
Nomor 8) dan Keputusan Menteri serta peraturan pelaksanaannya. Ketentuan dalam 
ordonansi sangat sederhana/sumir sehingga secara praktis tidak memenuhi kebutuhan yang 
berkembang. Kelemahan ordonansi itu dan tidak adanya undang-undang yang mengatur 
penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri selama ini diatasi melalui pengaturan dalam 
Keputusan Menteri serta peraturan pelaksanaannya. 
Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 
Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan Di Luar Negeri 
dinyatakan tidak berlaku lagi dan diamanatkan penempatan tenaga kerja ke luar negeri diatur 
dalam undang-undang tersendiri. Pengaturan melalui undang-undang tersendiri, diharapkan 
mampu merumuskan norma-norma hukum yang melindungi TKI dari berbagai upaya dan 
perlakuan eksploitatif dari siapapun. 
Dengan mengacu kepada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, maka Undang-undang ini intinya harus memberi perlindungan warga 
negara yang akan menggunakan haknya untuk mendapat pekerjaan, khususnya pekerjaan di 
luar negeri, agar mereka dapat memperoleh pelayanan penempatan tenaga kerja secara cepat 
dan mudah dengan tetap mengutamakan keselamatan tenaga kerja baik fisik, moral maupun 
martabatnya. 
Dikaitkan dengan praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia masalah penempatan 
dan perlindungan TKI ke luar negeri, menyangkut juga hubungan antar negara, maka sudah 
sewajarnya apabila kewenangan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri merupakan 
kewenangan Pemerintah. Namun Pemerintah tidak dapat bertindak sendiri, karena itu perlu 
melibatkan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta institusi swasta. Di lain pihak 
karena masalah penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia langsung berhubungan 
dengan masalah nyawa dan kehormatan yang sangat azasi bagi manusia, maka institusi 
swasta yang terkait tentunya haruslah mereka yang mampu, baik dari aspek komitmen, 
profesionalisme maupun secara ekonomis, dapat menjamin hak-hak azasi warga negara yang 
bekerja di luar negeri agar tetap terlindungi. 
Setiap tenaga kerja yang bekerja di luar wilayah negaranya merupakan orang pendatang atau 
orang asing di negara tempat ia bekerja. Mereka dapat dipekerjakan di wilayah manapun di 
negara tersebut, pada kondisi yang mungkin di luar dugaan atau harapan ketika mereka masih 
berada di tanah airnya. Berdasarkan pemahaman tersebut kita harus mengakui bahwa pada 
kesempatan pertama perlindungan yang terbaik harus muncul dari diri tenaga kerja itu 
sendiri, sehingga kita tidak dapat menghindari perlunya diberikan batasan-batasan tertentu 
bagi tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri. Pembatasan yang utama adalah 
keterampilan atau pendidikan dan usia minimum yang boleh bekerja di luar negeri. Dengan 
adanya pembatasan tersebut diharapkan dapat diminimalisasikan kemungkinan eksploitasi 
terhadap TKI. 
Pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan sebagaimana yang diamanatkan 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat dilakukan oleh 
setiap warga negara secara perseorangan. Terlebih lagi dengan mudahnya memperoleh 
informasi yang berkaitan dengan kesempatan kerja yang ada di luar negeri. Kelompok 
masyarakat yang dapat memanfaatkan teknologi informasi tentunya mereka yang mempunyai 
pendidikan atau keterampilan yang relatif tinggi. 
Sementara bagi mereka yang mempunyai pendidikan dan keterampilan yang relatif rendah 
yang dampaknya mereka biasanya dipekerjakan pada jabatan atau pekerjaan-pekerjaan 
"kasar", tentunya memerlukan pengaturan berbeda dari pada mereka yang memiliki 
keterampilan dan pendidikan yang lebih tinggi. Bagi mereka lebih diperlukan campur tangan 
Pemerintah untuk memberikan pelayanan dan perlindungan yang maksimal. 
Perbedaan pelayanan atau perlakuan bukan untuk mendiskriminasikan suatu kelompok 
dengan kelompok masyarakat lainnya, namun justru untuk menegakkan hak-hak warga 
negara dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 
Oleh karena itu dalam Undang-undang ini, prinsip pelayanan penempatan dan perlindungan 
TKI adalah persamaan hak, berkeadilan, kesetaraan gender serta tanpa diskriminasi.  
Telah dikemukakan di atas bahwa pada umumnya masalah yang timbul dalam penempatan 
adalah berkaitan dengan hak azasi manusia, maka sanksi-sanksi yang dicantumkan dalam 
Undang-undang ini, cukup banyak berupa sanksi pidana. Bahkan tidak dipenuhinya 
persyaratan salah satu dokumen perjalanan, sudah merupakan tindakan pidana. Hal ini 
dilandasi pemikiran bahwa dokumen merupakan bukti utama bahwa tenaga kerja yang 
bersangkutan sudah memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri. 
Tidak adanya satu saja dokumen, sudah beresiko tenaga kerja tersebut tidak memenuhi syarat 
atau illegal untuk bekerja di negara penempatan. Kondisi ini membuat tenaga kerja yang 
bersangkutan rentan terhadap perlakuan yang tidak manusiawi atau perlakuan yang 
eksploitatif lainnya di negara- tujuan penempatan. 
Dengan mempertimbangkan kondisi yang ada serta peraturan perundang-undangan, termasuk 
didalamnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina 1961 
mengenai Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina 1963 mengenai Hubungan Konsuler, 
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Misi Khusus 
(Special Missions) Tahun 1969, dan Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang 
Hubungan Luar Negeri. Undang-undang tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia di Luar Negeri dirumuskan dengan semangat untuk menempatkan TKI pada 
jabatan yang tepat sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya, dengan tetap melindungi 
hak-hak TKI. Dengan demikian Undang-undang ini diharapkan disamping dapat menjadi 
instrumen perlindungan bagi TKI baik selama masa pra penempatan, selama masa bekerja di 
luar negeri maupun selama masa kepulangan ke daerah asal di Indonesia juga dapat menjadi 
instrumen peningkatan kesejahteraan TKI beserta keluarganya. 
 
II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 
Cukup jelas. 
Pasal 2 
Cukup jelas.  
Pasal 3 
Cukup jelas. 
Pasal 4 
Menempatkan warga negara Indonesia dalam Pasal ini mencakup perbuatan dengan sengaja 
memfasilitasi atau mengangkut atau memberangkatkan warga negara Indonesia untuk bekerja pada 
Pengguna di luar negeri baik dengan memungut biaya maupun tidak dari yang bersangkutan. 
Pasal 5 
Ayat (1) 
Penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dilakukan secara 
seimbang oleh Pemerintah dan masyarakat. Agar penyelenggaraan penempatan dan 
perlindungan TKI di luar negeri tersebut dapat berhasil guna dan berdaya guna, Pemerintah 
perlu mengatur, membina, dan mengawasi pelaksanaannya. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Pasal 6 
Cukup jelas. 
Pasal 7 
Cukup jelas. 
Pasal 8 
Cukup jelas. 
Pasal 9 
Cukup jelas. 
Pasal 10 
Huruf a 
Cukup jelas. 
Huruf b 
Pelaksana penempatan TKI swasta sebelum berlakunya Undang-undang ini disebut dengan 
Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). 
 
Pasal 11 
Cukup jelas. 
Pasal 12 
Cukup jelas. 
Pasal 13 
Ayat (1) 
Huruf a 
Cukup jelas. 
Huruf b 
Cukup jelas. 
Huruf c 
Jaminan bank dalam bentuk deposito atas nama Pemerintah dimaksudkan agar ada 
jaminan untuk biaya keperluan penyelesaian perselisihan atau sengketa calon TKI 
di dalam negeri dan/atau TKI dengan Pengguna dan/atau pelaksana penempatan 
TKI swasta atau. menyelesaikan kewajiban dan tanggung jawab pelaksana 
penempatan TKI swasta yang masih ada karena izin dicabut atau izin tidak 
diperpanjang atau TKI tersebut tidak diikutkan dalam program asuransi. 
Huruf d 
Cukup jelas. 
Huruf e 
Cukup jelas. 
Huruf f 
Yang dimaksud dengan sarana prasarana pelayanan penempatan TKI antara lain 
tempat penampungan yang layak, tempat pelatihan kerja, dan kantor. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Pasal 14 
Cukup jelas. 
Pasal 15 
Cukup jelas. 
Pasal 16 
Cukup jelas. 
Pasal 17 
Cukup jelas. 
Pasal 18 
Cukup jelas. 
Pasal 19 
Yang dimaksud dengan mengalihkan atau memindahtangankan SIPPTKI adalah yang dalam 
praktek sering disebut dengan istilah "jual bendera" atau "numpang proses", Apabila hal ini 
ditolerir, akan membuat kesulitan untuk mencari pihak yang harus bertanggung jawab dalam hal 
terjadi permasalahan terhadap TKI. 
Pasal 20 
Ayat (1) 
Pembentukan perwakilan dapat dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa pelaksana 
penempatan TKI swasta. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Pasal 21 
Ayat (1) 
Kantor cabang dapat dibentuk di Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Pasal 22 
Cukup jelas. 
Pasal 23 
Cukup jelas. 
Pasal 24 
Ayat (1) 
Pengguna perseorangan dalam Pasal ini adalah orang perseorangan yang mempekerjakan 
TKI pada pekerjaan-pekerjaan antara lain sebagai penata laksana rumah tangga, pengasuh 
bayi atau perawat manusia lanjut usia, pengemudi, tukang kebun/taman. Pekerjaan-
pekerjaan tersebut biasa disebut sebagai pekerjaan di sektor informal. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Pasal 25 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Persetujuan Perwakilan Republik Indonesia meliputi dokumen perjanjian kerja sama 
penempatan, surat permintaan TKI, dan perjanjian kerja. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
Ayat (5).com 
Cukup jelas. 
Pasal 26 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Huruf a 
Cukup jelas. 
Huruf b 
Cukup jelas. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
Huruf d 
Cukup jelas. 
Huruf e 
Perlindungan asuransi yang dimaksud dalam huruf ini sedikit-dikitnya sama 
dengan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diatur dalam peraturan 
perundang-undangan. 
Huruf f 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Pasal 27 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan pertimbangan keamanan pada ayat ini antara lain negara tujuan 
dalam keadaan perang, bencana alam, atau terjangkit wabah penyakit menular. 
Pasal 28 
Yang dimaksud dengan pekerjaan atau jabatan tertentu dalam Pasal ini antara lain pekerjaan 
sebagai pelaut. 
Pasal 29 
Cukup jelas. 
Pasal 30 
Cukup jelas. 
Pasal 31 
Huruf a 
Cukup jelas. 
Huruf b 
Cukup jelas. 
Huruf c 
Pelatihan kerja bagi calon TKI dapat dilakukan oleh lembaga pelatihan maupun unit 
pelatihan yang dimiliki pelaksana penempatan TKI swasta. 
Huruf d 
Pemeriksaan psikologis dimaksudkan agar TKI tidak mempunyai hambatan psikologis 
dalam melaksanakan pekerjaannya di negara tujuan. 
Huruf e 
Cukup jelas. 
Huruf f 
Cukup jelas. 
Huruf g 
Cukup jelas. 
Huruf h 
Cukup jelas. 
Pasal 32 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Huruf a 
Cukup jelas. 
Huruf b 
Surat permintaan TKI dari Pengguna dalam huruf ini dikenal dengan sebutan job 
order, demand letter atau wakalah. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
Huruf d 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
Pasal 33 
Cukup jelas. 
Pasal 34 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Agar informasi dapat diterima secara benar oleh masyarakat, harus digunakan bahasa 
yang mudah dipahami. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Pasal 35 
Huruf a 
Dalam prakteknya TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan selalu mempunyai 
hubungan personal yang intens dengan Pengguna, yang dapat mendorong TKI yang 
bersangkutan berada pada keadaan yang rentan dengan pelecehan seksual. Mengingat hal 
itu, maka pada pekerjaan tersebut diperlukan orang yang betul-betul matang dari aspek 
kepribadian dan emosi. Dengan demikian resiko terjadinya pelecehan seksual dapat 
diminimalisasi. 
Huruf b 
Cukup jelas. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
Huruf d 
Cukup jelas. 
Pasal 36 
Cukup jelas. 
Pasal 37 
Ketentuan dalam Pasal ini berarti bahwa pelaksana penempatan TKI swasta tidak dibenarkan 
melakukan perekrutan melalui calo atau sponsor baik warga negara Indonesia maupun warga 
negara asing. 
Pasal 38 
Cukup jelas. 
Pasal 39 
Cukup jelas. 
Pasal 40 
Cukup jelas. 
Pasal 41 
Cukup jelas. 
Pasal 42 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Huruf a 
Cukup jelas. 
Huruf b 
Cukup jelas. 
Huruf c 
Yang dimaksud dengan mampu berkomunikasi dengan bahasa asing adalah 
mampu menggunakan bahasa sehari-hari yang digunakan di negara tujuan. 
Huruf d 
Cukup jelas. 
Pasal 43 
Cukup jelas. 
Pasal 44 
Yang dimaksud dengan sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi 
yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar 
kompetensi nasional dan/atau internasional. 
Pasal 45 
Cukup jelas. 
Pasal 46 
Cukup jelas. 
Pasal 47 
Cukup jelas. 
Pasal 48 
Cukup jelas. 
Pasal 49 
Ayat (1) 
Sarana kesehatan dan lembaga yang menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan dan 
psikologi dalam ketentuan ini dapat merupakan milik Pemerintah baik Pusat maupun 
Daerah dan/atau masyarakat yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Pasal 50 
Cukup jelas. 
Pasal 51 
Huruf a 
Cukup jelas. 
Huruf b 
Cukup jelas. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
Huruf d 
Cukup jelas. 
Huruf e 
Cukup jelas. 
Huruf f 
Paspor diterbitkan setelah mendapat rekomendasi dari dinas yang bertanggung jawab di 
bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota setempat. 
Huruf g 
Cukup jelas. 
Huruf h 
Cukup jelas. 
Huruf i 
Cukup jelas. 
Huruf j 
Cukup jelas. 
Pasal 52 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Huruf a 
Cukup jelas. 
Huruf b 
Cukup jelas. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
Huruf d 
Cukup jelas. 
Huruf e 
Cukup jelas. 
Huruf f 
Jaminan yang dimaksudkan dalam huruf ini adalah pernyataan kesanggupan 
dari pelaksana penempatan TKI swasta untuk memenuhi janjinya terhadap calon 
TKI yang ditempatkannya. Misalnya, apabila dalam perjanjian penempatan 
pelaksana penempatan TKI swasta menjanjikan bahwa calon TKI yang 
bersangkutan akan dibayar sejumlah tertentu oleh Pengguna, dan ternyata 
dikemudian hari Pengguna tidak memenuhi sejumlah itu (yang tentunya 
dicantumkan dalam perjanjian kerja), maka pelaksana penempatan TKI swasta 
harus membayar kekurangannya. Demikian pula apabila calon TKI dijanjikan 
akan diberangkatkan pada tanggal tertentu namun ternyata sampai pada 
waktunya tidak diberangkatkan, maka pelaksana penempatan TKI swasta wajib 
mengganti kerugian calon TKI karena keterlambatan pemberangkatan tersebut. 
Dengan dimuatnya klausul perjanjian penempatan seperti ini, maka pelaksana 
penempatan TKI swasta didorong untuk mencari dan menempatkan calon TKI 
pada Pengguna yang tepat. 
Huruf g 
Cukup jelas. 
Huruf h 
Cukup jelas. 
Huruf i 
Cukup jelas. 
Huruf j 
Dalam perjanjian penempatan dapat diperjanjikan bahwa apabila TKI setelah 
ditempatkan ternyata mengingkari janjinya dalam perjanjian kerja dengan 
Pengguna yang akibatnya pelaksana penempatan TKI swasta menanggung 
kerugian karena dituntut oleh Pengguna akibat perbuatan TKI tersebut, maka 
dalam perjanjian penempatan dapat diatur bahwa TKI yang melanggar perjanjian 
kerja harus membayar ganti rugi kepada pelaksana penempatan TKI swasta. 
Demikian pula dapat diatur sebaliknya bahwa apabila pelaksana penempatan 
TKI swasta mengingkari janjinya kepada TKI, maka dapat diperjanjikan bahwa 
pelaksana penempatan TKI 
swasta harus membayar ganti rugi kepada TKI. 
Huruf k 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
Pasal 53 
Cukup jelas. 
Pasal 54 
Cukup jelas. 
Pasal 55 
Cukup jelas. 
Pasal 56 
Cukup jelas. 
Pasal 57 
Cukup jelas. 
Pasal 58 
Cukup jelas. 
Pasal 59 
Cukup jelas. 
Pasal 60 
Cukup jelas. 
Pasal 61 
Cukup jelas. 
Pasal 62 
Cukup jelas. 
Pasal 63 
Cukup jelas. 
Pasal 64 
Cukup jelas. 
Pasal 65 
Cukup jelas. 
Pasal 66 
Cukup jelas. 
Pasal 67 
Cukup jelas. 
Pasal 68 
Cukup jelas. 
Pasal 69 
Cukup jelas. 
Pasal 70 
Ayat (1) 
Oleh karena proses pengurusan dokumen atau pemeriksaan kesehatan calon TKI 
membutuhkan waktu yang relatif lama, dan mengingat pelaksanaan pelatihan kerja pada 
umumnya dipusatkan pada lokasi tertentu sehingga untuk kelancaran pelaksanaan 
pendidikan dan pelatihan mereka dapat tinggal di penampungan. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
Pasal 71 
Ayat (1) 
Pada dasarnya kewajiban untuk melaporkan diri sebagai seorang warga negara yang 
berada di negara asing merupakan tanggung jawab orang yang bersangkutan. Namun, 
mengingat lokasi penempatan yang tersebar, pelaksanaan kewajiban melaporkan diri 
dapat dilakukan oleh pelaksana penempatan TKI swasta. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Pasal 72 
Penempatan TKI yang tidak sesuai dengan pekerjaan dalam ketentuan perjanjian kerja, 
misalnya di dalam perjanjian kerja TKI tersebut dipekerjakan dalam jabatan baby sitter 
(pengasuh bayi), maka pelaksana penempatan TKI swasta tersebut dilarang menempatkan 
pada jabatan selain jabatan yang tercantum dalam perjanjian kerja dimaksud. 
Pasal 73 
Cukup jelas. 
Pasal 74 
Cukup jelas. 
Pasal 75 
Cukup jelas. 
Pasal 76 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Setiap negara tujuan atau Pengguna dapat menetapkan kondisi untuk mempekerjakan 
tenaga kerja asing di negaranya. Oleh karena itu terdapat kemungkinan adanya tambahan 
biaya lainnya yang menjadi beban calon TKI. Agar calon TKI tidak dibebani biaya yang 
berlebihan, maka komponen biaya yang dapat ditambahkan serta besarnya biaya, untuk 
dibebankan kepada calon TKI. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Pasal 77 
Cukup jelas. 
Pasal 78 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Penetapan jabatan Atase Ke tenaga kerjaan pada Perwakilan Republik Indonesia tertentu, 
dibahas dan dilakukan bersama oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang 
hubungan luar negeri, Menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan, Menteri 
yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara, dan Menteri yang 
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Pasal 79 
Cukup jelas. 
Pasal 80 
Cukup jelas. 
Pasal 81 
Cukup jelas. 
Pasal 82 
Cukup jelas. 
Pasal 83 
Cukup jelas. 
Pasal 84 
Cukup jelas. 
Pasal 85 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan Pemerintah termasuk di dalamnya Badan Nasional Penempatan 
dan Perlindungan TKI dan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI. 
Pasal 86 
Cukup jelas. 
Pasal 87 
Cukup jelas. 
Pasal 88 
Cukup jelas. 
Pasal 89 
Cukup jelas. 
Pasal 90 
Cukup jelas. 
Pasal 91 
Cukup jelas. 
Pasal 92 
Cukup jelas. 
Pasal 93 
Cukup jelas. 
Pasal 94 
Cukup jelas. 
Pasal 95 
Cukup jelas. 
Pasal 96 
Cukup jelas. 
Pasal 97 
Cukup jelas. 
Pasal 98 
Cukup jelas. 
Pasal 99 
Cukup jelas. 
Pasal 100 
Cukup jelas. 
Pasal 101 
Cukup jelas. 
Pasal 102 
Cukup jelas. 
Pasal 103 
Cukup jelas. 
Pasal 104 
Cukup jelas. 
Pasal 105 
Cukup jelas..com 
Pasal 106 
Cukup jelas. 
Pasal 107 
Cukup jelas. 
Pasal 108 
Cukup jelas. 
Pasal 109 
Cukup jelas. 
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